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1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]  

 
  Kita mulai, ya.  

Sidang untuk Perkara 33, 272, 256, 139, 188, 173, 278 PHPU 
Bupati Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk 
umum. 

 
 

 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk 

kita semua. Om swastiastu.  
Agenda Persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan dengan 

agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, 
dan Keterangan Bawaslu.  

Perlu kami ingatkan untuk masing-masing ... apa … Pihak, ini 
adalah waktu untuk mendengarkan jawaban Termohon atau bantahan 
Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Pemohon untuk tidak melakukan 
interupsi. Kalau ada hal-hal yang mau diklarifikasi, nanti disediakan 
waktu di ujung. Itu yang pertama.  

Yang kedua, waktu maksimal bagi Termohon, Pihak Terkait, dan 
Bawaslu masing-masing adalah 15 menit, waktu maksimalnya. Kalau ada 
menyampaikan poin-poin atau pokok-pokoknya saja, poin-poin atau 
pokok-pokok itu jangan bertentangan dengan apa yang ditulis dalam 
jawaban keterangan. Jadi, kalau terdapat perbedaan, nanti rujukannya 
adalah apa yang ada di bahan yang tertulis. Nah, itu perlu disampaikan 
untuk kita semua.  

Yang ketiga, kalau ada yang mau menyerahkan bukti, bukti 
tambahan segala macam, diserahkan sekarang. Karena kami masih 
punya waktu kemungkinan untuk memverifikasi. Dan setelah di ujung 
nanti, tidak bisa diverifikasi, akibatnya tidak bisa disahkan. Bisa dipahami 
semua? 

Kita mulai sekarang dari Perkara 33, Bupati Labuhanbatu Selatan. 
KPU-nya sudah? 

Termohon, silakan.  
 

2. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [02:48]  
  

Assalamualaikum wr. wb.  
 

3. KETUA: SALDI ISRA [02:56]  
 
 Waalaikumsalam. 

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB 

KETUK PALU 3X 
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4. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [02:57]  
  

Terima kasih kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Panel 2, telah 
memberikan kami kesempatan untuk membacakan jawaban Termohon.  

Dalam hal ini, kami yang hadir pada kesempatan ini, saya selaku 
Kuasa Hukum Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu 
Abdur Rozzak Harahap. Dan hadir pada saat ini Prinsipal KPU Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan, Bapak Adnan Rasyid.  
 

5. KETUA: SALDI ISRA [03:31]  
 
 Silakan. 
 

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [03:31]  
  
 Baik. Kami mulai pertama adalah dari Eksepsi.  
 

7. KETUA: SALDI ISRA [03:39]  
 
 Ya. 
 

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [03:39]  
  

Pertama, Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, 
kami anggap dibacakan, namun kami mendalilkan bahwa Pemohon ... 
Mahkamah tidak berwenang dalam menangani Permohonan Nomor 33.  
 

9. KETUA: SALDI ISRA [03:58]  
 
 Kalau begitu, kita tutup saja sidang, ya. 
 

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [04:00]  
 

Juknis kami mengarahkan seperti itu, Yang Mulia.  
 

11. KETUA: SALDI ISRA [04:02]  
 

Anda harus baca juga Putusan-Putusan MK, kalau begitu.  
 

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [04:05]  
 

Baik. Kemudian, tentang (...)  
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13. KETUA: SALDI ISRA [04:05] 
 
 Lanjut. 
 

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [04:07]  
  

Tentang Kedudukan/Legal Standing Pemohon, kami Termohon 
menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dengan 
alasan, yaitu perselisih antara suah … suara Pemohon dengan 
Termohon, yaitu Pemohon dengan ... Pemohon, yaitu Paslon Nomor 3, 
Ari Wibowo sebesar 49.064 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 
Fery Sahputra Simatupang dan Syahdian Purba Siboro, yaitu 92.775 
suara, selisih sebanyak 43.711 suara, yaitu telah melebihi ambang batas 
1,5% berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b, selisih suara yang harus 
(...) 
 

15. KETUA: SALDI ISRA [05:00]  
 

Oke, cukup, ya? Berarti ini tidak memenuhi 158. Lanjut. 
 

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [05:03] 
 

Kemudian tentang permo … Permohonan tidak jelas ataupun 
obscuur libel. Kami Pemohon mendalilkan bahwa dalam Permohonan 
Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan Pasangan Calon, yaitu ... dua 
Pasangan Calon, yaitu Nomor Urut 1, Nomor Urut 3. Sementara 
berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 800 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, 
Pukul 17.00, atau dalam hal ini sebagai objectum litis, yaitu ada tiga 
pasangan calon.  

Dalil obscuur libel, selanjutnya adalah antara Posit … antara Posita 
satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, Pemohon 
mendalilkan terdapat lima kecamatan yang diduga terjadi money politics, 
yaitu Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan 
Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai selat … 
Sungai Kanan. Namun dalam Posita lain, Pemohon hanya mengurai, 
yaitu empat kecamatan. 

Berdasarkan ... kemudian obscuur libel selanjutnya adalah 
berdasarkan Bukti T-5, penyebutan Kecamatan Sei Kanan itu tidak 
ditemukan dalam Bukti T-5 atau dalam di Kabupaten Labuhanbatu, yang 
ada adalah Kecamatan Sungai Kanan. 
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17. KETUA: SALDI ISRA [06:41] 
 

Itu yang tadi perbedaan-perbedaan kecamatan itu, di poin 
berapa?  
 

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [06:44] 
 

Di halaman 11, Yang Mulia. 
 

19. KETUA: SALDI ISRA [06:48] 
 

Di halaman 11 poin? 
 

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [06:49] 
 

8. 
 

21. KETUA: SALDI ISRA [06:50] 
 

Poin 8, ya? 
 

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [06:51] 
 
 Ya. 
 

23. KETUA: SALDI ISRA [06:52] 
 
 Poin 8 itu ... bukan, itu Sei …. Sei Kanan tidak ditemukan. 
 

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [06:57] 
 
 Ya. Ya. Yang benar di situ ada Sungai Kanan. 
 

25. KETUA: SALDI ISRA [07:00] 
 

Sei Kanan dengan Sungai Kanan itu beda?  
 

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:02] 
 

Beda, Yang Mulia. 
 

27. KETUA: SALDI ISRA [07:02] 
 

Apa bedanya?  
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28. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:04] 
 

Kalau dalam Bukti T-5, tidak ditemukan ada penyebutan Sei 
Kanan, yang ada Sungai Kanan. 
 

29. KETUA: SALDI ISRA [07:11] 
 
 Oke.  
 

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:11] 
 
 Baik. 
 

31. KETUA: SALDI ISRA [07:11] 
 

Itu Sei itu, disebut untuk sungai atau apa?  
 

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:15] 
 

Kalau pengertiannya, ya sungai juga, cuma (...) 
 

33. KETUA: SALDI ISRA [07:20] 
 
 Ya, sama donk. 
 

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:20] 
 

Tetapi berdasarkan Peraturan Perda, tidak ada disebutkan, Yang 
Mulia. 
 

35. KETUA: SALDI ISRA [07:23] 
 
 Oke. 
 

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:24] 
 
 Ya. 
 

37. KETUA: SALDI ISRA [07:24] 
 

Tapi kan, Sei itu sungai juga, kan?  
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38. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:25] 
 
 Ya. Baik, dalil obscuur libel Pemohon selanjutnya adalah 
menyebutkan angka 30 halaman 15 dalam permohonannya bahwa 
selisih suara tidak sah adalah 43.711.000 suara. Hal … Pemohon … 
Termohon membantah, yaitu berdasarkan Bukti T-6 selisih suara antara 
Pemohon dengan Pihak Terkait, yaitu adalah 43.711 suara. 
 

39. KETUA: SALDI ISRA [07:54] 
 

Ini … ini kepencet tuh, di ketika ketik itu tertekan 0 tiga kali. Apa 
lagi? 
 

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [07:58] 
 
 Ya. Baik. Kami lanjutkan, untuk Eksepsi cukup (…) 

 
41. KETUA: SALDI ISRA [08:02]  

 
Eksepsi kabur cukup, ya? 
 

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [08:05] 
 

Cukup, Yang Mulia. 
 

43. KETUA: SALDI ISRA [08:06]  
 

Oke, apa lagi? 
 

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [08:06] 
 
Kami masuk dalam Pokok Permohonan. 
 

45. KETUA: SALDI ISRA [08:08]  
 
Ya. 
 

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [08:09] 
 
Dalam Pokok Permohonan, terhadap dalil Pemohon angka 12, 

angka 13, dan angka 14, Pemohon menjawab sebagai berikut. 
Bahwa hasil survei dan jajak pendapat bukan merupakan 

pedoman hukum yang dapat menjamin Pemohon untuk menjadi 
pemenang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
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Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Dalil Permohonan tersebut hanya 
asumsi dan bersifat subjektif dari Pemohon. 

 Kemudian, lembaga survei maupun pemantau pemilihan 
berdasarkan Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2022 sampai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan di … pada pemilihan Pilkada Kabupaten 
Labuhan Selatan, belum atau tidak ada yang melakukan pendaftaran 
sebagai lembaga survei. 

 
47. KETUA: SALDI ISRA [09:11]  

 
Oke, lanjut.  
 

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [09:13] 
 
Kemudian terkait dalil Permohonan halaman 17 ... dalil Pemohon 

angka 15, 16, dan 17 bahwa terkait pelanggaran terstruktur, sistematis 
... maaf saya ulangi. Adanya terkait pelanggaran money politics, dalam 
hal ini Termohon menyampaikan belum ada ataupun mendapatkan 
rekomendasi dari Pihak Bawaslu terkait tuduhan dugaan pelanggaran 
money politics yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon.  

 
49. KETUA: SALDI ISRA [09:52]  

 
Oke, lanjut. 
 

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [09:54] 
 
Kemudian selanjutnya adalah dalil terkait dengan tuduhan money 

politics di 4 wilayah Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (…) 
 

51. KETUA: SALDI ISRA [10:09]  
 

Labuhanbatu Selatan ini berapa kecamatan semua?  
 

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:11]  
 

5, Yang Mulia. 
 

53. KETUA: SALDI ISRA [10:12]  
 

5. 
 

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:12]  
 

Ya. 
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55. KETUA: SALDI ISRA [10:13]  
 

Yang di dalilkan, 4 kecamatan, ya? 
 

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:15]  
 
Ya, didalilkan hanya 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Torgamba. 
 

57. KETUA: SALDI ISRA [10:19]  
 
Ya. 
 

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:20]  
 
Kecamatan Kampung Rakyat. 
 

59. KETUA: SALDI ISRA [10:23]  
 
Ya. 
 

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:24]  
 
Kecamatan Kota Pinang dan Kecamatan Sungai Kanan.  
 

61. KETUA: SALDI ISRA [10:33]  
 
Oke, Sei Kanan tadi, ya? 
 

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:35]  
 
Ya. Terkhusus dalil Permohonan ini, Pemohon meringkasnya 

bahwa tidak ada rekomendasi ataupun saran dari Bawaslu terkait 
dengan dugaan money politics yang dituduhkan Pemohon dalam 
Permohonannya.  

 
63. KETUA: SALDI ISRA [10:55]  

 
Ini berapa TPS di apa ... Labuhanbatu?  
 

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [10:59]  
 

617 TPS, Yang Mulia.  
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65. KETUA: SALDI ISRA [10:55]  
 

617. Pertanyaan berikutnya, dari 617 ini berapa yang tidak 
ditandatangani oleh saksi Pemohon di TPS?  

 
66. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:10] 

 
Semua ditandatangani, Yang Mulia.  
 

67. KETUA: SALDI ISRA [11:12]  
 

Semua saksi Pemohon tanda tangan, di TPS?  
 

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:14] 
 
Ya. 
 

69. KETUA: SALDI ISRA [11:14]  
 

Oke satu, semua tanda tangan, ya?  
 

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:16]  
 

Baik.  
 

71. KETUA: SALDI ISRA [11:17]  
 

Sebentar dulu, kecamatan itu dari 5 kecamatan yang tidak 
ditandatangani saksi Pemohon di kecamatan, rekap kecamatan ada?  

 
72. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:25]  

 
Ada, Yang Mulia.  

 
73. KETUA: SALDI ISRA [11:26]  

 
Di kecamatan apa saja?  
 

74. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:28]  
 
Di kecamatan yang (…) 

 
75. KETUA: SALDI ISRA [11:35]  

 
4 kecamatan itu tanda tangan atau tidak? 
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76. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:36]  
 

Tanda tangan, Yang Mulia.  
 

77. KETUA: SALDI ISRA [11:37]  
 
Yang tidak tanda tangan di kecamatan apa?  
 

78. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:39]  
 

Di kecamatan yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon itu di 
(...)  

 
79. KETUA: SALDI ISRA [11:46]  

 
Bukan, secara faktual, ketika rekap di tingkat kecamatan, saksi 

Pemohon itu di kecamatan apa saja yang tidak tanda tangan D 
Kecamatan itu?  

 
80. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:54]  

 
Tidak ada yang tidak tanda tangan, Yang Mulia, semua tanda 

tangan.  
 

81. KETUA: SALDI ISRA [11:57]  
 

Tanda tangan semua? Oke, berarti lima-lima kecamatan tanda 
tangan, ya?  

 
82. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [11:59]  

 
Tanda tangan, Yang Mulia. 
 

83. KETUA: SALDI ISRA [11:59]  
 

Oke, Pemohon mana? Betul? Di kecamatan tanda tangan semua, 
saksi Pemohon? Ya, ya? Di TPS tanda tangan semua?  
 Oke, lanjut. 
 

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [12:10]  
 
 Baik, kami lanjutkan.  
 Kemudian, khusus untuk dalil tentang DPT TPS 01 Dusun Teluk 
Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba. 
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85. KETUA: SALDI ISRA [12:22]  
 
 Ya. 
 

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [12:23]  
 
 Pemilih atas nama Sarwedi tidak ada terdaftar di DPT TPS 01 
Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa, berdasarkan Bukti T-8.  

Kemudian, terhadap money politics di Kecamatan Kota Minang. 
 

87. KETUA: SALDI ISRA [12:42]  
 
 Ya.  
 

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [12:43]  
 
 Termohon menjawab bahwa belum ada rekomendasi dari Bawaslu 
kepada Termohon.  
 

89. KETUA: SALDI ISRA [12:48]  
 
 Ya.   
 

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [12:50]  
 
 Kecamatan Sungai Kanan, sama, belum ada rekomendasi dari 
Bawaslu kepada Termohon. Di halaman 27, terkait dengan dalil dugaan 
Pelanggaran TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, terkait 7 
orang mendapatkan C-6, namun tidak diberikan memilih, karena tidak 
membawa KTP ke TPS. Pemo … Termohon menyampaikan, bahwa 7 
orang yang tidak diberikan memilih karena tidak menggunakan KTP di 
TPS, tidak disebutkan oleh Pemohon siapa saja nama-nama 7 orang 
tersebut. Kalaupun ada, tentu kami akan meng-cross-check kembali ke 
dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa 
Sampean, Bukti T-9.  
 

91. KETUA: SALDI ISRA [13:37]  
 
 Oke. 
 

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [13:37]  
 
 Kemudian, dalil terkait dengan hasil perolehan Berita Acara 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Pemohon mendalilkan 
tidak menandatangani itu, akan tetapi dalam Bukti T-10 dan Bukti T-11, 
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saksi Pemohon bernama Wagiman telah menandatangani D.Hasil 
Kabupaten/Kota.  
 

93. KETUA: SALDI ISRA [14:02]  
 
 Oke, jadi ini di kabupaten/kota tanda tangan juga, ya?  
 

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:04]  
 
 Tanda tangan, Yang Mulia.  
 

95. KETUA: SALDI ISRA [14:05]  
 
 Oke. 
 

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:07]  
 
 Terkait Saudara Wagiman saksi Pemohon, juga memiliki mandat 
dari Pemohon, kami lampirkan dalam Bukti T-13.  
 

97. KETUA: SALDI ISRA [14:14]  
 
 T berapa? Yang saksi mandat itu?  
 

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:15]  
 
 T-13, Yang Mulia.  
 

99. KETUA: SALDI ISRA [14:17]  
 
 T-13, ya?  
 

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:18]  
 
  Ya, Yang Mulia. 
 

101. KETUA: SALDI ISRA [14:18]  
 
 Itu saksi mandat di tingkat kabupaten?  
 

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:20]  
 
 Tingkat kabupaten, Yang Mulia.  
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103. KETUA: SALDI ISRA [14:21]  
 
 Oke, lanjut.  
 

104. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:22]  
 
 Baik. Kemudian dalil yang terakhir adalah terkait dengan tabel 
yang Pemohon sampaikan dalam Permohonannya. 
 

105. KETUA: SALDI ISRA [14:30]  
 
 Ya.  
 

106. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:31]  
 

Ada selisih suara tidak sah, pada halaman 30 jawaban Termohon, 
Yang Mulia.  
 

107. KETUA: SALDI ISRA [14:34]  
 
 Ya.  
 

108. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:35]  
 
 Kami menyampaikan 2 tabel, 18.1 adalah tabel versi Pemohon 
dan kami menyajikan 18.2 adalah tabel sebagai pembanding versi 
Termohon.  
 

109. KETUA: SALDI ISRA [14:49]  
 
 Apa … Ada apa di Langga Payung? Langga Payung, ya? 
 

110. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:51]  
 
 Di Langga Payung, Yang Mulia.  
 

111. KETUA: SALDI ISRA [14:52]  
 
 Ya.  
 

112. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:53]  
 
 Ter … Pemohon dengan sengaja ini mendobelkan Langga Payung 
menjadi 2 (...)   
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113. KETUA: SALDI ISRA [14:57]  
 
 Oke.  
 

114. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [14:58]  
 
 Sehingga terjadi selisih angka 137.  
 

115. KETUA: SALDI ISRA [15:01]  
 
 Oke. 
 

116. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:02]  
 
 Dalam Kecamatan Sungai Kanan itu, desanya hanya berjumlah 9.  
 

117. KETUA: SALDI ISRA [15:06]  
 
 Oke.  
 

118. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:07]  
 
 Pemohon mendalilkan menjadi 10.  
 

119. KETUA: SALDI ISRA [15:09]  
 
 Oke. 
 

120. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:11]  
 
 Di sini kami lampirkan (...)   
 

121. KETUA: SALDI ISRA [15:12]  
 
 Ini dua kali tertulis … apanya … Langga Payung?  
 

122. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:14]  
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

123. KETUA: SALDI ISRA [15:15]  
 
 Sehingga jumlahnya menjadi 563? 
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124. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:17]  
 
 Ya.  
 

125. KETUA: SALDI ISRA [15:18]  
 
 Itu kalau ditulis sekali, jumlahnya 426. Begitu, ya. 
 

126. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:21]  
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

127. KETUA: SALDI ISRA [15:22]  
 
 Oke. 
 

128. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:23]  
 
 Itu sesuai dengan Bukti T-15 sampai dengan 24. Sehingga jumlah 
suara tidak sah, tidak ada selisih, dan tetap 426.  
 

129. KETUA: SALDI ISRA [15:32]  
 
 Oke. 
 

130. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:33]  
 
 Dalil selanjutnya Tabel Kecamatan Torgamba, 18.3 adalah dalil 
versi Pemohon (...)  
 

131. KETUA: SALDI ISRA [15:41]  
 
 Ya. 
 

132. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:41]  
 
 Dan 18 tabel … 18.4 adalah versi Termohon. Dalam Kecamatan 
Torgamba (...)   
 

133. KETUA: SALDI ISRA [15:48]  
 
 Ya.  
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134. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:48]  
 
 Jumlah desa/kelurahan itu sebanyak 14. 
 

135. KETUA: SALDI ISRA [15:51]  
 
 Ya.  
 

136. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:52]  
 
 Namun Pemohon mendalilkan hanya 12.  
 

137. KETUA: SALDI ISRA [15:54]  
 
 Oke. 
 

138. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [15:56]  
 
 Desa/kelurahan yang tidak disampaikan oleh Pemohon adalah 
Desa Sei Meranti dan Bukit Tujuh.   
 

139. KETUA: SALDI ISRA [16:00]  
 
 Ya.  
 

140. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:02]  
 

Kemudian, perbandingan tabel suara tidak sah, Pemohon 
menggelembungkan suara tidak sah, sehingga menjadi selisihnya ada … 
jumlahnya adalah=3.019 suara tidak sah di Kecamatan Torgamba. 
Namun versi Termohon (...) 

 
141. KETUA: SALDI ISRA [16:18]  

 
 Ya.  
 

142. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:18]  
 
Bahwa surat tidak sah itu tetap berdasarkan Bukti T-25 sampai T-

39, jumlahnya adalah=1.331 suara tidak sah. 
 

143. KETUA: SALDI ISRA [16:30]  
 

Oke. Itu Aek Batu itu, ya? Salah satu yang berubah, ya? Di 
Pemohon itu=780, di Termohon=269, ya, betul?  
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144. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:44]  
 
 Di (...)  
 

145. KETUA: SALDI ISRA [16:46]  
 

Ini yang 18.3 kan, versinya Pemohon?  
 

146. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:49]  
 
 Ya, Kecamatan Torgamba, Yang Mulia.  
 

147. KETUA: SALDI ISRA [16:50]  
 

Ya.  
 

148. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:51]  
 
 He eh.  
 

149. KETUA: SALDI ISRA [16:51]  
 

Kemudian, 18.4 versinya Termohon? 
 

150. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:53]  
 
 Ya.  
 

151. KETUA: SALDI ISRA [16:54]  
 

Apa lagi yang beda? Torgamba, ya?  
 

152. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:56]  
 

Torgamba, Yang Mulia. 
 

153. KETUA: SALDI ISRA [16:57]  
 
Torgamba ini 68 versinya (...)  

 
154. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [16:59]  

 
Semua beda, Yang Mulia.  
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155. KETUA: SALDI ISRA [17:02]  
 

Oke, nanti kita cek. 
 

156. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [17:02]  
 
 Baik. 
 

157. KETUA: SALDI ISRA [17:04]  
 

Ya. Tapi ini semuanya dibuktikan, ya? 
 

158. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [17:04]  
 

Dibuktikan, Yang Mulia.  
 

159. KETUA: SALDI ISRA [17:05]  
 

Oke.  
 

160. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [17:05]  
 

Bukti T-25 sampai Bukti T-39.  
 

161. KETUA: SALDI ISRA [17:09]  
 

Nah, kalau begitu, sekarang Anda lanjut ke (...)  
 

162. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [17:11]  
 

Baik.  
 

163. KETUA: SALDI ISRA [17:11]  
 

Petitum.  
 

164. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [17:12]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Petitum. 
Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban sebagaimana 

tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah 
Konstitusi Panel 2 untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai 
berikut. 

Dalam Eksepsi. 
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Mengabulkan Eksepsi Termohon. 
Dalam pokok perkara. 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, 
hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB. Dan  

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, telah 
kami anggap dibacakan. 

 
165. KETUA: SALDI ISRA [18:14]  

 
 Oke.  
 

166. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUR ROZZAK HARAHAP [18:15] 
 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.  
Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. 

 
167. KETUA: SALDI ISRA [18:28]  

 
 Waalaikumsalam wr. wb. 
 Silakan, sekarang Pihak Terkait. 
 

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[18:34]  
 
 Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
 

169. KETUA: SALDI ISRA [18:41]  
 
 Waalaikumsalam wr. wb. 
 

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[18:44]  
 

Baik, Yang Mulia, kami langsung saja Keterangan Pihak Terkait 
Perkara Nomor 33/PHPU.BUP … 25 ... eh, XXIII/2025. 
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171. KETUA: SALDI ISRA [18:55]  
 
 Ya.  
 

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[18:56]  
 

Izin, Yang Mulia, kami dari Adi Mansar Law Institute, Kuasa 
Hukum Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 (...)  
 

173. KETUA: SALDI ISRA [19:04] 
 

Enggak usah disebutkan, lanjut saja, apa ini? 
 

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:07]  
 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
 

175. KETUA: SALDI ISRA [19:07]  
 
 Eksepsinya apa?  
 

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:09]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Eksepsi terhadap Kedudukan Hukum Pemohon. 
Pertama, Yang Mulia. 

 
177. KETUA: SALDI ISRA [19:14]  

 
 Ya.  
 

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:15]  
 

Pemohon tidak menguraikan tentang kedudukan hukum 
Pemohon, baik berupa keputusan Termohon tentang penetapan 
pasangan calon, penetapan nomor urut, serta uraian pasal-pasal 
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berkaitan dengan kedudukan hukum yang disyaratkan oleh PMK 3 Tahun 
2024. 

 
179. KETUA: SALDI ISRA [19:30]  

 
 Oke.  
 

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:31]  
 

Syarat formil. Baik.  
Kedua, Pemohon tidak memenuhi ambang batas 1,5%. 
 

181. KETUA: SALDI ISRA [19:37]  
 
 Oke.  
 

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:37]  
 

Yang disyaratkan karena selisih suaranya … suara adalah=43.711 
suara.  
 

183. KETUA: SALDI ISRA [19:46]  
 
 Oke.  
 

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:47]  
 

Baik. 
Ketiga, Yang Mulia, quod non Mahkamah membuka ruang tentang 

penundaan maupun (...)  
 

185. KETUA: SALDI ISRA [19:52]  
 

Itu enggak usah. 
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186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:53]  
 

Baik. 
 

187. KETUA: SALDI ISRA [19:54]  
 

Enggak usah dibacakan, itu urusan kami nanti.  
 

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:55]  
 

Siap, Yang Mulia. 
 

189. KETUA: SALDI ISRA [19:54]  
 

 Permohonan tidak jelas. 
 

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[19:58]  
 

Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Pertama, Pemohon 
tidak menguraikan secara lengkap jumlah pasangan calon. Dalam 
permohonan diuraikan hanya dua, sementara dalam Petitum meminta 
pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, dimana dalam 
keputusan tersebut objek perkara pasangan calon ada tiga.  
 

191. KETUA: SALDI ISRA [20:19]  
 
 Oke. Apa lagi (...) 
 

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:20]  
 
 Baik. 
 

193. KETUA: SALDI ISRA [20:21]  
 
 Di luar pasangan calon yang (...) 
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194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:22]  
 

Kedua, tentang penyebutan selisih suara 43 juta,  sementara DPT 
(...) 
 

195. KETUA: SALDI ISRA [20:27]  
 
 Itu sudah, ya. Sudah disebut tadi. Apa lagi? 
 

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:28] 
 
 Baik.  
 

197. KETUA: SALDI ISRA [20:29]  
 

Ada enggak yang berbeda yang mau Anda sampaikan 
dibandingkan yang sampaikan Termohon? Jangan-jangan Anda kopi saja 
Termohon itu. 
 

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:36]  
 

Siap, Yang Mulia. Karena Permohonannya juga sama yang 
dijawab. 
 

199. KETUA: SALDI ISRA [20:39]  
 
 Ya. 
 

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:40]  
 

Ya pada intinya, inti-intinya mungkin sama, Yang Mulia.  
 

201. KETUA: SALDI ISRA [20:43]  
 

Anda sudah komunikasi enggak dengan Kuasa Hukum ini? 
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202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:47]  
 

Alhamdulillah tidak, Yang Mulia.  
 

203. KETUA: SALDI ISRA [20:49]  
 
 Jangan (...) 
 

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:50]  
 

Jawaban buat-buat sendiri.  
 

205. KETUA: SALDI ISRA [20:51]  
 

Oke, lanjut.  
 

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:52]  
 
 Baik. 
 

207. KETUA: SALDI ISRA [20:53]  
 

Apa lagi? Yang berbeda apa? Kalau yang sama-sama tadi, oke, 
dianggap sudah dibacakan. Ada yang berbeda?  
 

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[20:59]  
 

Kami mengurai tentang begini, Yang Mulia. 
 

209. KETUA: SALDI ISRA [21:01]  
 
 Ya. 
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210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:02]  
 

Bahwa tuduhan pelanggaran TSM (…) 
 

211. KETUA: SALDI ISRA [21:03]  
 
Ya. 
 

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:04]  

 
Terhadap Pihak Terkait hanya menduga-duga saja. 

 
213. KETUA: SALDI ISRA [21:05]  

 
 Ya. 
 

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:06]  
 

Karena Pemohon tidak pernah menyebutkan perbuatannya seperti 
apa, dilakukan di mana, siapa melakukan, kapan dilakukan, apa tujuan 
perbuatan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya.  
 

215. KETUA: SALDI ISRA [21:18]  
 
 Ya. 
 

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:19]  
 

Serta Pemohon tidak menguraikan, bagaimana korelasi perbuatan 
tersebut terhadap perolehan suara Termohon ... eh, suara Pemohon. 
Begitu, Yang Mulia.  
 

217. KETUA: SALDI ISRA [21:28]  
 

Oke. Apa lagi?  
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218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:29]  
 

Baik, tadi mungkin sudah dijawab. 
 

219. KETUA: SALDI ISRA [21:33]  
 
 Ya. 
 

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:34]  
 

Berkaitan dengan … dalam permohonannya, Pemohon 
menyebutkan tidak menandatangani Berita Acara, namun pada faktanya, 
berdasarkan data yang kami miliki dan saat rekapitulasi juga kami hadir, 
kami juga melihat Pemohon menandatangani Berita Acara seperti dalam 
bukti kami, PT-16 (...) 
 

221. KETUA: SALDI ISRA [21:55]  
 

Berita Acara di mana itu, yang Anda lihat itu?  
 

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[21:57]  
 

Di kecamatan juga, Yang Mulia, di kecamatan, di kabupaten.  
 

223. KETUA: SALDI ISRA [22:00]  
 

Jadi Anda hadir semua kecamatan?  
 

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:02]  
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

225. KETUA: SALDI ISRA [22:03]  
 

Di lima kecamatan itu hadir semua?  
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226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:05]  
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

227. KETUA: SALDI ISRA [22:06]  
 
 Oke. 
 

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:07]  
 

He eh. Sesuai dengan Bukti PT-16, PT-17, PT-18.  
 

229. KETUA: SALDI ISRA [22:11]  
 

Di kabupaten hadir juga?  
 

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:12]  
 

Hadir, Yang Mulia. 
 

231. KETUA: SALDI ISRA [22:13]  
 

Di TPS?  
 

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:14]  
 

Di TPS juga hadir, Yang Mulia.  
 

233. KETUA: SALDI ISRA [22:16]  
 

Wah, bagaimana Anda bisa hadir itu? Artinya saksinya? 
 

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:19]  
 

Ya, saya saksi, Yang Mulia. 
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235. KETUA: SALDI ISRA [22:20]  
 

Oke. Jangan, jangan “kami”! “Saksi Pihak Terkait hadir,” gitu.  
 

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:25]  
 

Oh, ya. Baik, Yang Mulia. 
 

237. KETUA: SALDI ISRA [22:26]  
 

Ini saya bayangkan, Anda mau membagi diri Anda menjadi lima 
kecamatan itu, bagaimana caranya? 
 

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:30]  
 

Siap, Yang Mulia. Saya bertindak untuk dan atas nama Pihak 
Terkait.  
 

239. KETUA: SALDI ISRA [22:35]  
 

Ya, ya, saya paham kalau itu. 
 

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:36] 
 

Siap. Pasangan calon, Yang Mulia, saksi (...) 
 

241. KETUA: SALDI ISRA [22:37]  
 

Saksi Pihak Terkait atau apa. Oke, lanjut. Apa lagi?  
 

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:40]  
 

Siap, Yang Mulia. Baik. 
 

243. KETUA: SALDI ISRA [22:43]  
 

Cukup, ya? Langsung ke Petitum kalau begitu.  
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244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:45]  
 

Satu lagi, Yang Mulia. Izin. 
 

245. KETUA: SALDI ISRA [22:46]  
 

Ya, apa lagi?  
 

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[22:47]  
 

Baik, menegaskan saja. Bahwa dengan hanya mempermasalahkan 
tiga TPS, yaitu TPS 1 Desa Asam Jawa, TPS 3 Desa Hajoran, dan TPS 5 
Desa Sampean, bagaimana mungkin Pemohon meminta untuk dilakukan 
pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di tiga 
kecamatan, yaitu Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, 
Kecamatan Sungai Kanan. Tentu hal tersebut dapat disebut sebagai over 
claim dalam meminta putusan di dalam Petitum Pemohon.  

Baik, kami (...) 
 

247. KETUA: SALDI ISRA [23:15]  
 

Tidak ada yang tidak mungkin di bawah matahari ini.  
 

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[23:18]  
 

Siap, Yang Mulia. 
 

249. KETUA: SALDI ISRA [23:19]  
 

Kecuali manusia memakan kepalanya sendiri.  
 

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[23:22]  
 

Siap. Baik. 
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251. KETUA: SALDI ISRA [23:24]  
 

Sebab mulutnya ada di kepalanya, bagaimana cara memakannya? 
Lanjut. Cukup, ya. Langsung Petitum, ya. 
 

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE 
[23:27]  
 

Baik, lanjut ke Petitum. Saya serahkan ke rekan saya, Yang Mulia.  
 

253. KETUA: SALDI ISRA [23:30]  
 
 Nah, itu. 
 

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [23:32]  
 

Mohon izin, Yang Mulia.  
 

255. KETUA: SALDI ISRA [23:33] 
 
 Ya. 
 

256.  KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [23:34]  
 

Untuk melanjutkan Petitum.  
Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh rekan saya tadi. 

 
257. KETUA: SALDI ISRA [23:38] 

 
 Ya. 
 

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [23:39]  
 

Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi. 
1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
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259. KETUA: SALDI ISRA [23:53] 
 
Oke. 
 

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [23:54]  

 
Dalam Pokok Perkara.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

 
261. KETUA: SALDI ISRA [23:57] 

 
 Ya. 
 

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [23:58]  
 

2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan. 

 
263. KETUA: SALDI ISRA [24:14]  

 
 Ya.  
 

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [24:15]  
 

Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.  
 

265. KETUA: SALDI ISRA [24:20]  
 
 Ya.  
 

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
33/PHPU.BUP-XXIII/2025: ITOK SUHENDRA [24:22]  
 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Hormat kami Kuasa Hukum ... Kuasa Pihak Terkait, 
ditandatangani.  

Terima kasih, Yang Mulia.  
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267. KETUA: SALDI ISRA [24:32]  
 

Terima Kasih, sudah?  
Sekarang Bawaslu Labuhanbatu Selatan.  
 

268. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [24:35]  
 
Terima kasih (...)  
 

269. KETUA: SALDI ISRA [24:36]  
 
Siap, ya?  

 
270. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [24:41]  

 
Siap, Mulia.  

 
271. KETUA: SALDI ISRA [24:44]  

 
Saya tanya dulu, biar nanti Anda bisa fokus.  

 
272. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [24:45]  

 
Siap.  

 
273. KETUA: SALDI ISRA [24:45]  

 
Itu selama proses ini berapa laporan masuk ke Bawaslu? Laporan 

lalu temuan?  
 

274. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [24:52]  
 

Untuk laporan, satu, Yang Mulia. 
 

275. KETUA: SALDI ISRA [24:54]  
 

Satu saja laporan, ya?  
 

276. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [24:55]  
 

Ya. 
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277. KETUA: SALDI ISRA [24:56]  
 

Ini kayak laporan inspektur upacara ... apa ... komandan upacara 
kepada inspektur upacara saja.  
 

278. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:00]  
 
 Siap, Yang Mulia. 
 

279. KETUA: SALDI ISRA [25:03]  
 

Ya, satu laporan, temuan?  
 

280. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:04]  
 

Temuan tidak ada, Yang Mulia.  
 

281. KETUA: SALDI ISRA [25:05]  
 

Wah, enak sekali Anda kerja, ya. Tapi pengawasan jalan terus, 
ya?  
 

282. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:09]  
 

Siap.  
 

283. KETUA: SALDI ISRA [25:11]  
 

Nah, laporan yang satu ini mengenai apa?  
 

284. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:13]  
 

Mengenai netralitas ASN, Yang Mulia.  
 

285. KETUA: SALDI ISRA [25:15]  
 

Netralitas ASN, oke. Sekarang Anda jelaskan dulu soal netralitas 
ASN ini. Ini yang peraih suara terbanyak Pihak Terkait itu, incumbent, 
enggak?  
 

286. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:23]  
 

Tidak, Yang Mulia. 
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287. KETUA: SALDI ISRA [25:23]  
 

Oh, tidak. Ada incumbent di sini?  
 

288. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:26]  
 

Tidak ada incumbent.  
 

289. KETUA: SALDI ISRA [25:26]  
 

Oke, ini pemain baru semua?  
 

290. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:31]  
 

Benar, Yang Mulia. 
 

291. KETUA: SALDI ISRA [25:32]  
 

Oke. Atau yang peraih suara terbanyak ada hubungannya dengan 
incumbent? 
 

292. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:33]  
 

Tidak ada, Yang Mulia.  
 

293. KETUA: SALDI ISRA [25:35]  
 

Dengan bupati Petahana maksudnya? 
 

294. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:36]  
 

Tidak ada, Yang Mulia.  
 

295. KETUA: SALDI ISRA [25:37]  
 

Ada hubungan? Enggak?  
 

296. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:39]  
 

Tidak.  
 

297. KETUA: SALDI ISRA [25:39]  
 

Hubungan sesama Hamba Allah mungkin ada itu.  
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298. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:43]  
 

Ya, hablum minannas. 
 

299. KETUA: SALDI ISRA [25:45]  
 

Oh, ya. Hablum minannas, hablum minallah, begitu.  
 

300. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:46]  
 

Benar, Yang Mulia. 
 

301. KETUA: SALDI ISRA [25:46]  
 

Oke, silakan. Yang soal laporan satu itu. 
 

302. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:49] 
 

Ya, langsung saja, Yang Mulia.  
 

303. KETUA: SALDI ISRA [25:52]  
 
 Ya.  
 

304. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [25:54]  
 

Terima kasih atas waktunya.  
Terkait dengan pokok yang mendalilkan pelanggaran terstruktur, 

sistematis, dan masif. Yang dilakukan dengan melibatkan Bupati, SKPD, 
Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.  
 

305. KETUA: SALDI ISRA [26:06]  
 
 Ya.  
 

306. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:07]  
 

Sebagaimana pada angka IV Nomor 18 dan 19, halaman 7.  
 

307. KETUA: SALDI ISRA [26:08]  
 
 Ya.  
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308. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:10]  
 

Terhadap dalil Permohonan tersebut, Keterangan Bawaslu 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.  
 

309. KETUA: SALDI ISRA [26:13]  
 

Ya.  
 

310. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:14]  
 

Menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dalam hal ini 
terkait dengan pelanggaran netralitas ASN.  
 

311. KETUA: SALDI ISRA [26:20]   
 

Ya.  
 

312. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:20]  
 

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, juga telah 
merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya Bawaslu 
Labuhanbatu Selatan, juga telah (...)  
 

313. KETUA: SALDI ISRA [26:33]  
 

Apa rekomendasi Anda ke BKN itu?  
 

314. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:35]  
 

Terkait dengan pelanggaran netralitas ASN.  
 

315. KETUA: SALDI ISRA [26:37]  
 

Berapa orang ASN yang Anda laporkan?  
 

316. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:39]  
 

Satu orang, Yang Mulia. 
 

317. KETUA: SALDI ISRA [26:41]  
 

Satu orang, itu apa jabatannya?  
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318. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:41]  
 

Pj Kades. 
 

319. KETUA: SALDI ISRA [26:46]  
 

Pj Kades?  
 

320. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:45]  
 

Ya.  
 

321. KETUA: SALDI ISRA [26:46]  
 

Kades saja Pj-nya Anda laporkan, ndak kasihan Anda melihatnya? 
Pj, ya. Jadi Pejabat Kades, ya. Kades apa itu?  
 

322. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [26:53]  
 

Asam Jawa, Yang Mulia. 
 

323. KETUA: SALDI ISRA [26:54]  
 

Asam Jawa. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? 
 

324. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:04]  
 
 Terkait (...)  
 

325. KETUA: SALDI ISRA [27:06]  
 

Itu artinya kalau dilaporkan ke BKN, Anda melihat ada indikasi 
tidak netral itu atau Anda sudah katakan bahwa ini memang tidak netral, 
terbukti tidak netral? 
 

326. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:15]  
  

Benar, Yang Mulia. 
 

327. KETUA: SALDI ISRA [27:15]  
 

Terbukti tidak netral?  
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328. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:17]  
 

Ya.  
 

329. KETUA: SALDI ISRA [27:17]  
 

Terbukti berpihak, ya?  
 

330. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:18]  
 

Benar, Yang Mulia.  
 

331. KETUA: SALDI ISRA [27:18]  
 

Oke, lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan?  
 

332. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:23]  
 

Selanjutnya, terkait dengan Permohonan Pomohon, yang pada 
pokoknya mendalilkan terkait dengan dugaan pelanggaran money 
politics di 5 kecamatan.  
 

333. KETUA: SALDI ISRA [27:32]  
 

Ya. 
 

334. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:33]  
 

Yang melibatkan Camat, Pj Kepala Desa dan perangkat desa. 
Sebagaimana pada angka IV nomor 20 sampai dengan 28, halaman 8 
sampai dengan 14.  
 

335. KETUA: SALDI ISRA [27:42]  
 

Ya.  
 

336. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [27:43]  
 

Terhadap dalil Permohonan tersebut keterangan Bawaslu 
Labuhanbatu Selatan. Bahwa berkenaan dalil ... bahwa berkenaan 
dengan dalil Permohonan Pomohon a quo, tidak terdapat laporan 
dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.  

Selanjutnya Bawaslu Labuhanbatu Selatan, berkaitan dengan 
pokok permasalahan yang dimohonkan, telah menyampaikan surat 
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imbauan kepada paslon untuk tidak melakukan tindakan money politics 
atau memberi materi lainnya kepada penyelenggara dan pemilih.  

Selanjutnya, Bawaslu Labuhanbatu Selatan juga menyampaikan 
surat imbauan terkait dengan netralitas ASN, yang pada akhirnya Bupati 
Labuhanbatu Selatan mengeluarkan produk surat edaran terkait dengan 
imbauan untuk netralitas ASN, terhadap ASN di Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan. Se ... selain itu juga, Bawaslu Labuhanbatu Selatan juga 
melakukan sosialisasi terkait dengan net ... netralitas ASN kepada 
seluruh organisasi perangkat daerah.  

Kemudian (...)  
 

337. KETUA: SALDI ISRA [28:40]  
 

Ada yang lain lagi? Kalau itu, sudah selesai. Kalau sosialisasi, 
imbauan, segala macam itu, biar kita baca saja.  
 

338. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [28:45]  
 
 Siap. 
 

339. KETUA: SALDI ISRA [28:45]  
 

Ada ndak yang lain? Yang lebih spesifik, yang mau disampaikan 
Bawaslu? Soal ... apa itu (...)  
 

340. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [28:50]  
 

Bawaslu Labuhanbatu Selatan juga melakukan patroli 
pengawasan money politics bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan 
yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.  
 

341. KETUA: SALDI ISRA [28:58]  
 

Pertanyaan saya, ketika dilakukan rekap di kabupaten, itu semua 
saksi tanda tangan atau tidak?  
 

342. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [29:05]  
 

Tanda tangan, Yang Mulia.  
 

343. KETUA: SALDI ISRA [29:06] 
 

Di kecamatan?  
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344. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [29:08]  
 

Di kecamatan tanda tangan juga, Yang Mulia.  
 

345. KETUA: SALDI ISRA [29:09]  
 

Oke. Di … di TPS berapa banyak yang tidak tanda tangan?  
 

346. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [29:14]  
 

Tanda tangan semua, Yang Mulia.  
 

347. KETUA: SALDI ISRA [29:15]  
 

Oke, sudah. Apa lagi yang mau disampaikan?  
Kalau Hakim tuh, menanya, berarti fokusnya, nah kira-kira begitu. 

Ini … ini poin yang didalami Hakim. Kadang-kadang, yang mau dicari 
Hakim, beda yang disampaikan, makanya Hakim pindahkan ke sana.  

Ada lagi?  
 

348. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [29:38]  
 

Selanjutnya, Yang Mulia.  
Bahwa terkait dengan pokok-pokok yang mendalilkan 

pendistribusian C.Pemberitahuan.  
 

349. KETUA: SALDI ISRA [29:44]  
 
 Ya. 
 

350. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [29:44]  
 

Kepada pemilih, sebagaimana IV nomor 32, halaman 17.  
 

351. KETUA: SALDI ISRA [29:49]  
 
 Ya. 
 

352. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [29:50]  
 

Bawaslu Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa berkenaan dalil 
Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan 
pelanggaran pemilihan, dan permohonan sengketa.  
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353. KETUA: SALDI ISRA [30:00]  
 
 Oke. 
 

354. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [30:00]  
 

Selanjutnya (...)  
 

355. KETUA: SALDI ISRA [30:01]  
 

Berapa tingkat partisipasi Labuhanbatu Selatan, Pak? Pak 
Bawaslu? 
 

356. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [30:06]  
 

78.  
 

357. KETUA: SALDI ISRA [30:07]  
 

78%, ya? Betul? Betul, KPU? Oke. 
Ada lagi yang mau disampaikan? Atau cukup?  
Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.  

 
358. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:21]  

 
Oke. Sedikit, itu tadi kan belum terputus, karena menjawab Yang 

Mulia Pak Ketua, ya. Soal patroli money politics itu, apa? Apa coba? 
Diterangkan sedikit.  
 

359. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [30:34]  
 

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Terkait dengan patroli pengawasan money politics ini, sudah 

menjadi instruksi dari Bawaslu RI, untuk kami lakukan bersama dengan 
jajaran kami, yang tentunya melibatkan gabungan dari Kepolisian dan 
Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Kami juga 
mendatangi di 5 kecamatan, untuk memastikan bahwa tidak ada 
kegiatan-kegiatan di masa tenang, terkait khususnya untuk money 
politics.  
 

360. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:06]  
 

Itu dilakukan di masa tenang. Sebelum masa tenang? (Ucapan 
tidak terdengar jelas). 
 



42 
 

 
 

361. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [31:10]  
 

Sebelum masa tenang, karena dia memang masa kampanye, kami 
juga menginstruksikan kepada jajaran kami, di pengawasan (...)  
 

362. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:17]  
 
 Pengawasan, ya.  
 

363. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [31:18]  
 

Pemilu tingkat Kecamatan Desa (ucapan tidak terdengar jelas), 
Yang Mulia.  
 

364. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:20]  
 

Oke. Di masa tenang dan kemudian setelah pemilihan, ada 
enggak laporan ke Bawaslu? Tadi kan, hanya disebut soal ASN saja. 
 

365. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [31:29]  
 
 Untuk laporan (...)  
 

366. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:29]  
 

Yang ini ada enggak? Dari Pemohon atau dari masyarakat? 
 

367. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [31:32]  
 

Untuk laporan, tidak ada, Yang Mulia.  
 

368. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:34]  
 

Tidak ada sama sekali?  
 

369. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [31:35]  
 

Laporan itu hanya terkait dengan netralitas ASN dari masyarakat.  
 

370. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:38]  
 

Netralitas ASN, oke. Baik, terima kasih.  
Cukup, Yang Mulia. 
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371. KETUA: SALDI ISRA [31:41]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Pak Ridwan? Cukup, ya.  
Ada lagi yang mau ditambahkan? Bawaslu? 

 
372. BAWASLU: RIDO AKMAL NASUTION [31:47]  

 
Cukup, Yang Mulia.  
 

373. KETUA: SALDI ISRA [31:49]  
 
Cukup, terima kasih. Selesai.  
Sekarang ganti tempat duduk, pindah ke Mimika 272, 256.  

Mimika 272, Pihak Terkait Mimika, sudah? Dua-duanya? Oke.  
KPU, siap, ya? Ini mau disampaikan berbarengan atau satu-satu 

nomor? Gimana? Satu-satu nomor?  
 

374. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:05]  
  
 Satu-satu nomor. 
  

375. KETUA: SALDI ISRA [33:05]  
 

Oke, langsung 272 dulu!  
 

376. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:08]  
  
 272 apa … 272? Baik. 

Terima kasih, Yang Mulia.  
  

377. KETUA: SALDI ISRA [33:14]  
 
 Ya. 
 

378. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:14]  
  

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.  
 

379. KETUA: SALDI ISRA [33:17]  
 
 Waalaikumsalam. 
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380. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [32:17]  
 

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Termohon KPU 
Kabupaten Mimika. 
  

381. KETUA: SALDI ISRA [33:24]  
 
 Ya. 
 

382. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:24]  
  

Terhadap Permohonan Perkara Nomor 272 yang dimohonkan oleh 
Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Mahkamah Konstitusi. Izin 
menyampaikan pokok-pokok jawaban yang akan kami sampaikan, 
dimulai dari yang pertama (...)  
  

383. KETUA: SALDI ISRA [33:45]  
 
Mimika itu masih menggunakan noken atau tidak?  

 
384. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:46]  

  
Tidak, Yang Mulia.  

  
385. KETUA: SALDI ISRA [33:47]  

 
Tidak, ya, ini berarti pemilihan langsung, ya?  

 
386. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:51]  

  
Ya. 

  
387. KETUA: SALDI ISRA [33:51]  

 
 Oke. 
 

388. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:51]  
  

One man one vote.  
  

389. KETUA: SALDI ISRA [33:52]  
 
 Ya, oke. 
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390. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:52]  
  

Baik (...)  
  

391. KETUA: SALDI ISRA [33:52]  
 
 Lanjut. 
 

392. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [33:52]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.  
Dalam Eksepsi. Kami anggap dibacakan.  
Yang kedua, terkait duduk … Kedudukan Hukum, Legal Standing 

Pemohon. 
  

393. KETUA: SALDI ISRA [34:04]  
 
 Ya. 
 

394. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [32:00]  
  

 Berdasarkan ambang batas, Kabupaten Mimika itu kita 1,5% dan 
berdasarkan selisih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 1 
selaku ter … Terkait. 
  

395. KETUA: SALDI ISRA [34:23]  
 
 Ya. 
 

396. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [34:23]  
  

Yaitu sebesar 11.550 atau sebesar 5,3%, sehingga jauh 
melampaui perolehan suara.  
  

397. KETUA: SALDI ISRA [34:32]  
 

Ini Pemohonnya pasangan calon nomor berapa?  
 

398. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [34:34]  
  

Pemohon (...)  
  

399. KETUA: SALDI ISRA [34:32]  
 
 Yang 272? 
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400. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [34:37]  
  

Nomor Urut 2, Yang Mulia.  
  

401. KETUA: SALDI ISRA [34:37]  
 

Nomor Urut 2, ya? Yang dapat suara 66.000, ya? 
 

402. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [34:40]  
   

Siap, Yang Mulia.  
  

403. KETUA: SALDI ISRA [34:41]  
 
 Oke. 
 

404. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [34:41]  
  

Sehingga perolehan selisih jauh melebihi dari 1,5%. Sehingga 
kami menganggap tidak memiliki kedudukan hukum.  
  

405. KETUA: SALDI ISRA [34:52]  
 
 Oke. 
 

406. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [34:52]  
  

Selanjutnya, terkait dengan Permohonan Pemohon obscuur libel. 
  

407. KETUA: SALDI ISRA [35:01]  
 
 Oke. 
 

408. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [35:01]  
  

Tidak jelas.  
Pada prinsipnya, kami menyimpulkan bahwa Pemohon juga tidak 

memberikan perbandingan data yang telah ditetapkan oleh Termohon. 
Dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga 
Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, Yang Mulia.  
  

409. KETUA: SALDI ISRA [35:18]  
 
 Oke. 
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410. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [35:19]  
 
  Baik. 
  

411. KETUA: SALDI ISRA [35:19]  
 

Perbandingan suara yang Anda maksud itu perbandingan suara 
apa?  
 

412. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [35:22]  
  

Perbandingan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon 
dengan yang di … apa namanya … yang diajukan oleh Pemohon, Yang 
Mulia.  
  

413. KETUA: SALDI ISRA [35:31]  
 
 Oke, apa lagi? 
 

414. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [35:32]  
  

Baik, lanjut kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia.  
  

415. KETUA: SALDI ISRA [35:36]  
 
 Ya. 
 

416. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [35:37]  
 
Kami klaster ada beberapa hal yang dimohonkan oleh Pemohon.  

  
417. KETUA: SALDI ISRA [35:42]  

 
 Ya. 
 

418. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [35:42]  
  

Yang pertama, terkait dengan dalil Pemohonan Pemohon 
mengenai pelanggaran terhadap pergantian pejabat 6 bulan sebelum 
tanggal penetapan pasangan calon.  
  

419. KETUA: SALDI ISRA [32:00]  
 
 Ini di Mimika yang … di Mimika ini ada incumbent, ya? Jangan 
Anda matikan itu.  
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420. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [36:01] 
 

Saya pikir (ucapan tidak terdengar jelas).  
 

421. KETUA: SALDI ISRA [36:02] 
 

Ada incumbent? Enggak, ya?  
 

422. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [36:03] 
 

Enggak ada. 
 

423. KETUA: SALDI ISRA [36:03] 
 

Oke. Silakan Anda jelas, apa yang ada kaitannya dengan itu?  
 

424. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [36:06] 
 

Baik. Bahwa kami menjelaskan, Yang Mulia, terkait dalil 
Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa (...) 
 

425. KETUA: SALDI ISRA [36:18] 
 

Pihak Terkait itu kan wakil bupati, kan?  
 

426. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [36:19] 
 

Ya, mantan wakil bupati.  
 

427. KETUA: SALDI ISRA [36:19] 
 

Yang Pj Bupati juga? Ya, kan?  
 

428. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [36:00] 
 

Ya, mantan.  
 

429. KETUA: SALDI ISRA [36:23] 
 

Ya. Wakil … mantan wakil bupati. Pernah jadi Pj bupati, juga? 
Pak KPU? Plt, ya? 

 
430. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [36:36] 

 
Plt bupati.  
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431. KETUA: SALDI ISRA [36:36] 
 

Dari kapan sampai kapan jadi Plt-nya?  
 

432. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [36:41] 
 

Itu dari masa … akhir masa jabatan itu tanggal 6 September, Pak. 
 

433. KETUA: SALDI ISRA [36:44] 
 

September, tahun?  
 

434. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [36:44] 
 

6 September tahun 2024.  
 

435. KETUA: SALDI ISRA [36:47] 
 
 Ya. 
 

436. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [36:49] 
 

Sempat jadi Plt bupati itu sekitar ... mulai sekitar bulan Juni atau 
Juli, Pak. Saya tidak ingat.  
 

437. KETUA: SALDI ISRA [36:56] 
 

2024, juga?  
 

438. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [36:56] 
 

2024.  
 

439. KETUA: SALDI ISRA [36:57] 
 

Jadi, sekitar 4 … 4 bulan, ya? 3 atau 4 bulan?  
 

440. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [37:01] 
 

2 atau 3 bulan.  
 

441. KETUA: SALDI ISRA [37:02] 
 

2 atau 3 bulan.  
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442. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [37:04] 
 
 Siap. 
 

443. KETUA: SALDI ISRA [37:04] 
 

Pj-nya, ya? Jadi ini supaya prototype kasusnya ini, clear, ya. 
Silakan. 

Jadi, sekarang yang apa itu, sebetulnya calon itu, pernah jadi 
wakil bupati dan pernah jadi Pj bupati, ya?  
 

444. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [37:16] 
 

Ya, Yang Mulia. 
 

445. KETUA: SALDI ISRA [37:17] 
 

Calon yang Pihak Terkait? 
 

446. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [37:20] 
 

Siap.  
 

447. KETUA: SALDI ISRA [37:20] 
 

Oke. Lanjut.  
 

448. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [37:22] 
  

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan. 
Bahwa pada proses permohonan yang diajukan oleh Pemohon, 

Pemohon men … mendalilkan bahwa KPU … apa namanya … terkait 
telah diduga melanggar Ketentuan Pasal 71.  
 

449. KETUA: SALDI ISRA [37:39] 
 
 Ya. 
 

450. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [37:39] 
 
Baik. Terhadap hal tersebut, Termohon mendapatkan laporan 

pengaduan masyarakat atau tanggapan masyarakat pada saat proses 
pencalonan … apa namanya … sebelum penetapan pencalonan, Yang 
Mulia.  
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451. KETUA: SALDI ISRA [37:55] 
 
 Ya. 
 

452. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [37:55] 
 

Nah, pada proses itu, Termohon melakukan … apa namanya … 
klarifikasi kepada terlapor, yang pada saat itu yang kita anggap bahwa 
yang terlapor ini adalah calon yang dianggap melanggar Pasal 71 itu.  
 

453. KETUA: SALDI ISRA [38:09] 
 

Itu calon yang peraih suara terbanyak?  
 

454. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [38:11] 
 

Ya, Yang Mulia. 
 

455. KETUA: SALDI ISRA [38:11] 
 

Oke. Silakan.  
 

456. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [38:12] 
 

Dari hal tersebut, KPU atau Termohon melakukan klarifikasi 
kepada terlapor dengan memanggil terlapor dan … apa namanya … 
memanggil terlapor dan kita sudah melakukan … apa namanya … Berita 
Acara klarifikasi (...) 
 

457. KETUA: SALDI ISRA [38:30] 
 
 Ya. 
 

458. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [38:30] 
 

Terkait dengan … apa … hasil klarifikasi kepada terlapor.  
 

459. KETUA: SALDI ISRA [38:37] 
 

Oke. Apa hasilnya?  
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460. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [38:40] 
 

Baik, Yang Mulia, kami sampaikan.  
Hasil dari aduan dari lap … pelapor, Termohon telah melakukan 

klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor dan hasil klarifikasi tertuang 
dalam Berita Acara klarifikasi.  

Yang pertama bahwa alat bukti pelapor berupa beberapa surat 
keputusan bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Mimika, tidak diperoleh dari adressat surat 
keputusan tersebut. 

Yang kedua. Bahwa pelapor juga menunjukkan bukti hasil 
investigasi Tim Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan 
dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa terlapor tidak melakukan 
mutasi, sebagaimana dilaporkan oleh pelapor.  

Bahwa terlapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi Tim 
Inspektorat Provinsi Papua Tengah dengan kesimpulan dari hasil 
investigasi tersebut adalah bahwa Johannes Rettob tidak melakukan 
mutasi, sebagaimana dilaporkan oleh pelapor, Bukti T-5, Yang Mulia.  
 

461. KETUA: SALDI ISRA [39:43] 
 

Ini kan ada tanggapan dari Mendagri, ya?  
 

462. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [39:45] 
 
 Siap. 
 

463. KETUA: SALDI ISRA [39:45] 
 

Yang kalau menurut Pemohon itu, itu me … agar Pj Gubernur 
Papua Tengah, memberikan pembinaan merupakan teguran tertulis dan 
memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt Bupati Mimika itu.  

Anda ketahui itu? Ada enggak, KPU?  
 

464. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [40:07]  
 

Yang Mulia, pada saat kami melakukan klarifikasi terhadap 
terlapor. 
 

465. KETUA: SALDI ISRA [40:12]  
 
Ya. 
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466. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [40:12]  
 
 Dokumen yang disampaikan kepada kami itu hanya berupa hasil 

investigasi dari Inspektorat Provinsi.  
 

467. KETUA: SALDI ISRA [40:19]  
 

Ya. 
 

468. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [40:21]  
 

Nah, itu yang kemudian kami telaah, surat dari Kemendagri tidak 
sampai kepada KPU.  
 

469. KETUA: SALDI ISRA [40:24]  
 

Oke. Surat itu ada atau tidak?  
 

470. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [40:29]  
 

Saya tidak tahu, Yang Mulia.  
 

471. KETUA: SALDI ISRA [40:30]  
 

Oke. Ini kan soalnya ada waktu ya, spe … apa namanya … waktu 
6 bulan itu. Oke. Lanjut, apa yang mau Anda sampaikan lagi? 

 
472. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [40:40]  

 
Baik, terkait dengan proses masa pencalonan ada tanggapan 

masyarakat itu, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa terkait 
dengan syarat … terkait dengan tanggapan masyarakat itu bukan bagian 
menjadi syarat keterpenuhan syarat calon. Sehingga KPU Kabupaten 
Mimika atau Termohon (…) 
 

473. KETUA: SALDI ISRA [40:57]  
 

Kan begini, bukan soal syaratnya, di ketentuan itu dikatakan, 
“Apabila terbukti melanggar itu, maka dia bisa dibatalkan sebagai calon.” 
Nah, itu. Jangan Anda menggunakan, ini bukan ada di persyaratan! Di 
persyaratan itu memang tidak ada, tapi ini kan ada ketentuan, kalau 
terbukti melakukan itu, tidak ada izin dari ... apa … kementerian, maka 
dia dapat dibatalkan sebagai pasangan calon. Kan ada itu kan, Anda 
baca itu enggak?  
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474. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [41:25]  
 
Ya. 
 

475. KETUA: SALDI ISRA [41:25]  
 

Nah itu, jadi jangan Anda dudukkan ke pasal soal persyaratan.  
 

476. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [41:25]  
 
Baik. 
 

477. KETUA: SALDI ISRA [41:29]  
 
Silakan, apa yang mau dijelaskan lagi?  
 

478. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [41:31]  
 

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa dalam proses laporan 
tersebut, sampai detik ini kami tidak pernah menerima … apa namanya 
… rekomendasi atau … apa namanya … hasil putusan dari Bawaslu 
terkait dengan (…) 
 

479. KETUA: SALDI ISRA [41:46]  
 

Oke lanjut, apa lagi yang mau disampaikan?  
 

480. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [41:48]  
 

Baik, itu terkait dengan poin pertama dengan laporan yang … apa 
namanya … dalil terkait dengan Pasal 71. 

 
481. KETUA: SALDI ISRA [41:58]  

 
Sekarang Anda fokus ke soal TPS-TPS yang didalilkan 

menggunakan DPT lebih dari 100%.  
 

482. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [42:04]  
 

Baik, Yang Mulia, Terima kasih.  
Yang sub bab yang kedua, dalil terkait dengan yang disampaikan 

oleh Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah terbuk … yang 
mendalilkan bahwa ada 12 distrik di Mimika, partisipasi pemilihnya 
melebih 100%, terhadap … dan terhadap nondistrik lainnya di 
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Kabupaten Mimika, sebagian besar TPS-TPS nya di distrik tersebut 
partisipasinya melebihi 100% … mencapai 100%, bahkan lebih. 

 
483. KETUA: SALDI ISRA [42:34]  

 
Ya. 
 

484. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [42:35]  
 

 Terkait dengan hal tersebut, izin Yang Mulia, kami meny … 
langsung kepada distrik yang didalilkan.  

 
485. KETUA: SALDI ISRA [42:41]  

 
Ya. 
 

486. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [42:41]  
 
Yang pertama, terkait dengan Distrik Agimuga.  
 

487. KETUA: SALDI ISRA [42:47]  
 
Ya. 
 

488. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [42:47]  
 
Pemohon mendalilkan bahwa di … yang pertama jumlah di Distrik 

Agimuga itu DPT-nya sebesar 2 … 822.  
 

489. KETUA: SALDI ISRA [42:56]  
 
Oke. 
 

490. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [42:56]  
 

Namun berdasarkan rekap di kabupaten/kota tentang Rekapitulasi 
DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Mimika, menurut Model D.Hasil Kabupaten/Kota, jumlah 
DPT=813. Terdapat perbe … dianggap terdapat perbedaan jumlah DPT 
atau perubahan … dianggap ada perubahan.  

Dan selanjutnya, terdapat jumlah pengguna hak pilih dan jumlah 
pengguna hak pilih suara yang diterima, termasuk surat cada … suara 
cadangan 2,5% dari DPT. Tidak ada perbedaan data yang ditetapkan 
oleh KPU Kabupaten Mimika, jumlah pengguna hak pilih adalah sebesar 
838. 
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491. KETUA: SALDI ISRA [43:42]  
 
Ya. 
 

492. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [43:42]  
 

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 
dari … adalah 838. Menurut Pemohon, surat suara cadangan itu 2,5% 
seharusnya=20 suara. Jadi menurut Pemohon, jumlah surat suara plus 
surat suara cadangan itu 833, atau melebihi sebesar 5 suara.  
 Nah, terhadap dalil tersebut, kami merespons salah satunya, yang 
pertama, bahwa terhadap perbedaan jumlah DPT di D.Hasil Tingkat 
Kecamatan dan D.Hasil Tingkat Kabupaten terhadap persoalan tersebut, 
Termohon telah melakukan perbaikan dan koreksi pada saat 
pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mimika.  
 

493. KETUA: SALDI ISRA [44:27]  
 
 Oke. 
 

494. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [44:27]  
 
 Perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara tingkat distrik 
dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, berkaitan dengan 
dalil Pemohon.  
 

495. KETUA: SALDI ISRA [44:37]  
 
 Oke, saya harus clear ini, DPT di Agimuga itu, 822? Betul? 
 

496. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [44:44]  
 
 DPT 813.  
 

497. KETUA: SALDI ISRA [44:47]  
 

813. 
 

498. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [44:48]  
 
 Ya. 
 

499. KETUA: SALDI ISRA [44:48]  
 
 Yang didalilkan 822? 
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500. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [44:50]  
 
 Yang di (...)  
 

501. KETUA: SALDI ISRA [44:50]  
 
 Lebih kecil dibandingkan yang didalilkan, ya? Yang Anda jelaskan.  
 

502. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [44:52]  
 
 Yang di distrik … yang di distrik, dalil Pemohon 822 (...) 
 

503. KETUA: SALDI ISRA [44:56]  
 
 Ya.  
 

504. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [44:57]  
 
 DPT-nya, kemudian yang di d … yang ditetapkan, 813.  
 

505. KETUA: SALDI ISRA [45:02]  
 
 Oke. 
 

506. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:03]  
 
 Nah, terhadap hal tersebut, kita melakukan perbaikan angkanya 
yang sesuai dengan penetapan DPT pada saat Rapat Pleno di Tingkat 
Kabupaten.  
 

507. KETUA: SALDI ISRA [45:13]  
 
 Rapat Pleno ketika penetapan hasil?  
 

508. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:16]  
 
 Pada saat rapat rek … rekapitulasi.  
 

509. KETUA: SALDI ISRA [45:17]  
 
 Rekapitulasi? 
 

510. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:18]  
 
 Tingkat kabupaten/kota.  
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511. KETUA: SALDI ISRA [45:20]  
 
 Tingkat kabupaten. Apa yang diperbaiki?  
 

512. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:22]  
 
 Terkait angka DPT-nya, Yang Mulia.  
 

513. KETUA: SALDI ISRA [45:24]  
 
 DPT-nya.  
 

514. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:25]  
 
 Ya, tidak mengubah pada hasil, Yang Mulia.  
 

515. KETUA: SALDI ISRA [45:28] 
 
 Kalau DPT, kan ndak bisa Anda ubah lagi, kan?  
 

516. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:30]  
 
 DP (...)  
 

517. KETUA: SALDI ISRA [45:31]  
 
 Yang harus disesuaikan itu, sekarang harus clear ini. 
 

518. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:34]  
 
 Ya. 
 

519. KETUA: SALDI ISRA [45:35]  
 
 DPT awalnya ketika diumumkan berapa ini? Di Agimuga ini?  
 

520. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:39]  
 
 813, Yang Mulia.  
 

521. KETUA: SALDI ISRA [45:42]  
 
 8 … betul, KPU? 813? Oke.  

Kenapa bisa tertulis 822, itu? Itu per … permohonan saja atau 
memang begitu?  
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522. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:50]  
 
 822 itu ada di penetapan, di D.Rekap (…) 
 

523. KETUA: SALDI ISRA [45:54]  
 
 Oke. 
 

524. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:54]  
 
 Tingkat kecamatan, Yang Mulia. 
 

525. KETUA: SALDI ISRA [45:55]  
 
 Oke. Jadi ini clear, ya?  
 

526. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:56]  
 
 Kesalahan dalam proses (...)  
 

527. KETUA: SALDI ISRA [45:57]  
 
 Berarti … Anda tunggu, saya dulu.  
 

528. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [45:59]  
 
 Siap, siap.  
 

529. KETUA: SALDI ISRA [46:00]  
 
 Anda itu mau meyakinkan saya atau mau meyakinkan diri Anda 
sendiri? Ya? karena ini harus clear loh.  
 Jadi, di Distrik Agimuga itu DPT-nya 813. Oke. Kemudian 
disesuaikan atau diperbaiki, menjadi berapa?  
 

530. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [46:20]  
 
 813. Dari 822 yang di tingkat DPT Rekapitulasi Tingkat 
Kecamatan, Yang Mulia.  
 

531. KETUA: SALDI ISRA [46:28]  
 
 Ya.  
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532. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [46:29]  
 
 Kemudian pada saat rekap tingkat kabupaten/kota, itu 
disesuaikan. Bahwa yang … karena salah penulisan di tingkat kecamatan 
itu menulis DPT-nya seangka 822 itu.  
 

533. KETUA: SALDI ISRA [46:39]  
 
 Ya.  
 

534. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [46:40]  
 
 Kemudian diperbaiki menjadi 8 sat (...)   
 

535. KETUA: SALDI ISRA [46:42]  
 
 813. 
 

536. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [46:44]  
 
 Siap, Yang Mulia.  
 

537. KETUA: SALDI ISRA [46:45]  
 
 Oke, 813.  
 Itu jumlah suara pemilih, berapa suara sahnya? Di Agi … Agimuga 
itu?  
 

538. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [46:52]  
 
 838 semua total pengguna hak pilih, Yang Mulia.  
 

539. KETUA: SALDI ISRA [46:55] 
 
 Oke. Pengguna hak pilihnya, 838, ya. 
 

540. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [46:58]  
 
 Siap, Yang Mulia.  
 

541. KETUA: SALDI ISRA [46:59]  
 
 Berarti … nah ini termasuk yang didalilkan.  
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542. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:01]  
 
 Ya.  
 

543. KETUA: SALDI ISRA [47:02]  
 
 Kenapa jumlah DPT pengguna hak pilihnya lebih besar 
dibandingkan DPT? Ini alasannya ada penambahan 2,5%, kan?  
 

544. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:12] 
 
 Ya, Yang Mulia.  
 

545. KETUA: SALDI ISRA [47:13]  
 
 2,5%. Artinya ini, pengguna hak suara di Distrik Agimuga itu, itu 
lebih dari 100% DPT, kan?  
 

546. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:25] 
 
  Ya, yang didalilkan.  
 

547. KETUA: SALDI ISRA [47:26]  
 
 Nah, lalu Anda jelaskan, Mengapa bisa berlebih?  
 

548. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:30]  
 
 Baik.  
 

549. KETUA: SALDI ISRA [47:30]  
 
 Ada buktinya enggak? Bahwa semua orang di situ (ucapan tidak 
terdengar jelas) menggunakan hak pilihnya, sehingga karena kelebihan, 
ditambah 2,5% itu? Ada buktinya?  
 

550. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:40]  
 
 Kita membuktikannya berdasarkan hasil, karena yang didalilkan 
adalah hanya bersoalan angka-angka saja, Yang Mulia. Kita 
menyampaikan bahwa perolehan hasil ini sesuai dengan (...)  
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551. KETUA: SALDI ISRA [47:50]  
 
 Bukan. Anda punya … menyerahkan … apa … ndak? Masing-
masing TPS itu, ada bukti di TPS-nya? (Ucapan tidak terdengar jelas) 
(...) 
 

552. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:56]  
 
 (Ucapan tidak terdengar jelas) di … di kecamatan dengan di (...)  

 
553. KETUA: SALDI ISRA [47:50]  

 
 Eh! Anda dengar saya! 
 

554. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [48:01]  
 
 Siap.  
 

555. KETUA: SALDI ISRA [48:01]  
 

Kalau mau mencari kebenaran di kecamatan, itu harus lihat dari 
TPS-nya, Anda masukkan ndak, bukti TPS-nya? Bagaimana kami mau 
mengecek? Kan harus ada ini suara C-1 dari TPS, lalu dilakukan … apa … 
rekap di tingkat kecamatan, itu kan lihat ke TPS-nya? Ada enggak, bukti 
TPS-nya? 
 

556. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [48:23]  
 

Kami ada beberapa yang disampaikan, Yang Mulia.  
 

557. KETUA: SALDI ISRA [48:27]  
 

Beberapa itu berapa? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 TPS 
enggak di ami … apa … Agimuga?  
 

558. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [48:34]  
 

Ada. 
 

559. KETUA: SALDI ISRA [48:234]  
 

Ada? Anda masukkan di sini? 
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560. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [48:39]  
 

Di Agimuga belum, Yang Mulia, karena yang didalilkan terkait 
dengan disandingkan di D.Hasil, Yang Mulia, D.Hasil kecamatan 
berdasarkan ini. 
 

561. KETUA: SALDI ISRA [48:50] 
 
  Okelah, pusing saya melihat Anda ini. Ini D.Hasil saja yang Anda 
sampaikan, ya?  
 

562. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [48:58]  
 
 D.Hasil Kecamatan.  
 

563. KETUA: SALDI ISRA [48:59] 
 

Yang TPS-nya ada atau tidak? 
 

564. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [49:02]  
 

Belum disampaikan, Yang Mulia.  
 

565. KETUA: SALDI ISRA [49:05]  
 

Anda mengerti enggak, cara prosesnya ini? Bagaimana kami mau 
mengecek kebenaran di kecamatan itu, kalau tidak ada hasil di TPS-nya?  

Pihak Terkait, punya enggak, datanya? Yang di TPS di masing-
masing distrik? Kalau enggak, nanti ke mana mau dibenarkan ini? KPU-
nya tidak bawa, Pihak Terkait juga tidak bawa. Dan … kan tidak banyak 
ini. Sudah! Apa yang mau Anda jelaskan lagi?  
 

566. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [49:47] 
 

Baik, Yang Mulia, kita … kami lanjutkan terkait dengan (...)  
 

567. KETUA: SALDI ISRA [49:51]  
 

Sekarang begini, coba Anda jelaskan satu yang clear didalilkan 
dia, dengan bukti dari TPS sampai ke kecamatan, mau di distrik mana 
dipilih? Nah, saya longgarkan ini. Kalau Anda mengatakan ini tidak 
didalilkan, Anda cari yang didalilkan Pemohon, Anda jelaskan bagaimana 
rekap di tingkat kecamatan, bagaimana Anda merujuk ke TPS-nya?  
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568. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [50:15]  
 

Baik, Yang Mulia, terkait dengan yang didalilkan oleh Pemohon, 
yang merujuk pada TPS, kami sandingkan dengan T … C.Hasil (...)  
 

569. KETUA: SALDI ISRA [50:22]  
 

Ya, coba Anda kemukakan di mana dia?  
 

570. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [50:25]  
 

Baik. 
  

571. KETUA: SALDI ISRA [50:25]  
 

Anda mengerti, enggak?  
 

572. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [50:27]  
 

Siap, Yang Mulia.  
  

573. KETUA: SALDI ISRA [50:27]  
 

Ini pagi-pagi sudah bikin Hakim marah saja. Coba Anda 
sampaikan satu, di distrik mana mau dipilih?  

 
574. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [50:36]  

 
Baik.  
  

575. KETUA: SALDI ISRA [50:37]  
 

Biar kami coba lihat! Kan sudah diingatkan, ini semuanya berbasis 
bukti-bukti formal … apa … suara di TPS, rekap di kecamatan, rekap di 
kabupaten. Sebagai Penyelenggara, apalagi kan Anda yang pegang 
semua bukti itu.  

KPU, Anda masih simpan enggak, semua suara dari TPS-TPS itu, 
di … apa … di kabupaten?  
 

576. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:05]  
 

Yang Mulia, untuk C.Hasil ada, Yang Mulia.  
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577. KETUA: SALDI ISRA [51:09]  
 

Ada semua C.Hasil, ya? 
 

578. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:11]  
 

Ada beberapa distrik, ada terutama di beberapa distrik itu yang 
memang menurut keterangan dari PPD-nya, itu ada C.Hasil yang hilang, 
Yang Mulia. Kemudian proses penghitungan surat suara itu dilakukan di 
tingkat distrik.  
 

579. KETUA: SALDI ISRA [51:27]  
 

C.Hasil yang hilang itu, di mana saja?  
 

580. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:30]  
 

Satu distrik yang hilang C.Hasilnya itu adalah Distrik Jila, Yang 
Mulia.  
 

581. KETUA: SALDI ISRA [51:34]  
 

Sampai sekarang enggak ditemukan? 
 

582. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:35]  
 

Tidak ditemukan. 
 

583. KETUA: SALDI ISRA [51:37]  
 

Berapa jumlah pemilih distrik … apa namanya?  
 

584. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:39]  
 

Jila, Yang Mulia.  
 

585. KETUA: SALDI ISRA [51:41]  
 

Distrik Jila. Berapa jumlah pemilih di situ? 
 

586. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:43]  
 

DPT-nya=1.430, Yang Mulia. 
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587. KETUA: SALDI ISRA [51:47]  
 

1.430, ya. TPS-nya berapa?  
 

588. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:53]  
 

TPS-nya ada 12.  
 

589. KETUA: SALDI ISRA [51:55]  
 
 12 TPS. Dan ini tidak ditemukan C.Hasilnya?  
 

590. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [51:53]  
 

C.Hasilnya hilang, tetapi surat suaranya sudah dihitung, Yang 
Mulia.  
 

591. KETUA: SALDI ISRA [52:02]  
 

Oh, surat suaranya sudah dihitung lagi?  
 

592. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [52:03]  
 

Surat suaranya sudah dihitung di tingkat distrik.  
 

593. KETUA: SALDI ISRA [52:05]  
 

Oke, dihitung di tingkat distrik. Direkap lagi, enggak?  
 

594. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [52:07]  
 

Direkap lagi, Yang Mulia. 
 

595. KETUA: SALDI ISRA [52:09]  
 

Ditandatangani, enggak?  
 

596. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [52:10]  
 

Untuk Jila ditandatangani. 
 

597. KETUA: SALDI ISRA [52:12]  
 

Ditandatangani oleh semua saksi?  
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598. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [52:14]  
 

Ya.  
 

599. KETUA: SALDI ISRA [52:15]  
 

Nah, ini kan agak lebih clear, ya. Jadi memang itunya hilang, lalu 
kemudian C-nya hilang, C.Hasilnya hilang, lalu kemudian direkap lagi di 
tingkat kecamatan. Kan clear. Ya nanti kami bisa 
mempertimbangkannya, oh, ini kejadiannya, ini yang dilakukan. Nah, itu 
clear yang kayak begitu. Jila. Apa lagi?  
 

600. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [52:34]  
 

Yang hilang itu hanya Jila, Yang Mulia.  
 

601. KETUA: SALDI ISRA [52:35]  
 

Jila, ya. Nah, sekarang coba cari satu yang tidak hilang, yang 
didalilkan.  
 

602. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [52:41]  
 

Ini, Yang Mulia, izin. Yang (...) 
 

603. KETUA: SALDI ISRA [52:42]  
 
 Ya. 
 

604. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [52:43]  
 

Kami menyampaikan di salah satu alat bukti yang kami lampirkan, 
yaitu yang didalilkan terkait dengan … misalnya di TPS 08 Wanagon (...) 

 
605. KETUA: SALDI ISRA [52:54]  

 
Ya. 
 

606. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [52:55]  
 
Wanagon, Distrik Mimika Baru.  

 
607. KETUA: SALDI ISRA [52:57]    

 
 Ya. 
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608. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [52:58]  
 

Jumlah data pemilih (...) 
 

609. KETUA: SALDI ISRA [52:59]  
 

TPS berapa?  
 

610. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:00]  
 

TPS 8, Yang Mulia.  
  

611. KETUA: SALDI ISRA [53:01]  
 

Sebentar, TPS 8 di Distrik Mimika Baru, TPS 8 itu apa namanya?  
 

612. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:09]  
 

TPS 8, 08. 
 

613. KETUA: SALDI ISRA [53:11]  
 

Apa nama kelurahannya? 
 

614. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:12]  
 

Wanagon, Yang Mulia.  
 

615. KETUA: SALDI ISRA [53:15]  
 

Sebentar, saya cek. Wanagon, 8. Nah, apa yang mau Anda 
sampaikan?  
 

616. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:23]  
 

Berdasarkan dalil yang disampaikan, data pemilihnya 582, Yang 
Mulia.  
 

617. KETUA: SALDI ISRA [53:28]  
 
 Oke, 582. 
 

618. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:29]  
 

Pengguna hak pilihnya 596.  
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619. KETUA: SALDI ISRA [53:31]  
 

596, berarti kan berlebihnya 14, ya?  
 

620. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:34]  
 

Ya, Yang Mulia.  
 

621. KETUA: SALDI ISRA [53:35]  
 

Oke, bagaimana Anda menjelaskan?  
 

622. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:36]  
 

Di sini ada pengguna hak pilih tambahan DPK sebesar 14 suara 
(...) 

 
623. KETUA: SALDI ISRA [53:40]  

 
14 orang. 
 

624. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:41]  
 
Siap, Yang Mulia. Dan (...) 

 
625. KETUA: SALDI ISRA [53:42]  

 
14 orang, itu ada buktinya semua?  
 

626. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:47]  
 

Ada, Yang Mulia. 
 

627. KETUA: SALDI ISRA [53:49]  
 

Oke.  
 

628. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:50]  
 

Itu ditandatangani semua saksi.  
 

629. KETUA: SALDI ISRA [53:52]  
 

Ditandatangani semua saksi, ya? 
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630. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [53:53]  
 

Siap, Yang Mulia 
 

631. KETUA: SALDI ISRA [53:54]  
 

Karena ini kan basis mereka yang utama itu, banyak TPS yang 
suara sahnya itu melebihi DPT. Nah, itu basisnya. Nah, kalau ... kalau 
kayak gini kan, harus dibuktikan, datang atau tidak, dan itu yang akan 
kami lihat nanti.  

Oke, apa lagi yang lain, biar semuanya nanti kita periksa.  
 

632. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [54:19]  
 
Terhadap dalil yang tadi itu, ada 12 distrik, Yang Mulia.  

 
633. KETUA: SALDI ISRA [54:23] 

 
 Ya. 
 

634. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [54:24]  
 

Terus yang kemudian ada beberapa distrik yang salah satunya 
Distrik Mimika ... Mimika Timur.  
 

635. KETUA: SALDI ISRA [54:31]  
 
 Ya. 
 

636. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [54:32]  
 

Itu D.Hasil distrik itu ditandatangani oleh seluruh saksi, Yang 
Mulia, terkait dengan (…) 
 

637. KETUA: SALDI ISRA [54:39]  
 

Oke. Terus?  
 

638. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [54:43]  
 

Terus yang selanjutnya, terkait dengan Dalil Pemohon yang 
melebihi 2,5% itu. Izin, Yang Mulia. Bahwa Pemohon keliru atau salah 
dalam menghitung jumlah persentase.  
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639. KETUA: SALDI ISRA [54:53]  
 
 Ya. 
 

640. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [54:54]  
 

Pemohon mendalilkan bahwa persentase itu 2,5% itu di tingkat 
distrik.  
 

641. KETUA: SALDI ISRA [54:59]  
 

Oke. Padahal persentase 2,5% itu berbasis TPS?  
 

642. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:04]  
 

Ya, siap, Yang Mulia.  
 

643. KETUA: SALDI ISRA [55:06]  
 

TPS. Di TPS-TPS berapa saja yang keliru untuk Pemohon, 
menurut Anda?  
 

644. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:09]  
 

Semua distrik ... semua yang didalilkan Pemohon, 12 distrik itu 
salah dalam mendalilkan.  
 

645. KETUA: SALDI ISRA [55:13]  
 

Dia pakai kecamatan semua?  
 

646. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:15]  
 

Siap, Yang Mulia.  
 

647. KETUA: SALDI ISRA [55:16]  
 

Seharusnya basisnya TPS, kan?  
 

648. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:17]  
 

Siap, Yang Mulia.  
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649. KETUA: SALDI ISRA [55:18]  
 

Oke, nanti kita cek. Kalau semua TPS itu 2,5%, ya kan di 
kecamatannya kan 2,5 persen juga rata-ratanya, kan?  
 

650. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:26]  
 

Karena kalau 2,5% itu kalau ada kelebihan koma, itu dinaikkan.  
 

651. KETUA: SALDI ISRA [55:31]  
 
 Oke. 
 

652. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:32]  
 

Itu berdasarkan Ketentuan KPU, Yang Mulia.  
 

653. KETUA: SALDI ISRA [55:34]  
 

Ada yang lain enggak? Cukup?  
 

654. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [55:37]  
 

Cukup, Yang Mulia.  
 

655. KETUA: SALDI ISRA [55:40]  
 

Langsung ke Petitum kalau begitu.  
Ya, silakan, Yang Mulia Pak Arsul.  

 
656. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:43]  

 
Ini KPU mungkin yang bisa menjawab.  
Itu karena tadi basisnya itu adalah ... apa ... penggunaan hak pilih 

yang melebihi DPT atau 100% sesuai DPT. Ada enggak tercatat data 
DPTb dan DPK?  
 

657. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [56:00]  
 

Baik, Pak. Jadi, DPTb dan DPT ... DPK itu sudah, datanya sudah 
ada di dalam D.Distrik, D.Hasil Distrik. 
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658. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:14]  
 

Lah itu tidak ... kan gini, DPTb kan tidak ada dalam DPT, tapi 
karena keadaan tertentu, orang milih di tempat itu. Itu ada enggak 
datanya? Anda punya datanya enggak? Kan begitu, kan? Itu lho.   
 

659. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [56:30]  
 
 Ya, jadi (...)  
 

660. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:32]  
 

Orang tercatat dalam DPT, tapi karena keadaan tertentu, dia 
enggak bisa milih di TPS-nya itu, dia pindah. Ada enggak kejadian 
seperti itu?  
 

661. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [56:40]  
 

Yang Mulia, jadi daftar siapa-siapa yang memilih di TPS itu, 
seharusnya ada di dalam daftar hadir, Yang Mulia. KPU Kabupaten 
Mimika, sampai hari ini kami tidak mendapatkan dokumen itu. Nah, itu 
karena memang tidak ... oleh petugas kami di TPS, mereka tidak meng-
upload itu ke Sirekap, sehingga kami tidak bisa melihat itu. Dan 
kemungkinan, Yang Mulia, itu ada di dalam kotak suara.  
 

662. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:05]  
 
 He em. 
 

663. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [57:08]  
 

Jadi di 497 TPS di Kabupaten Mimika (...)  
 

664. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:09]  
 

Sekarang kotak suaranya ada di mana?  
 

665. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [57:13]  
 

Kotak suaranya ada di gudang kami, Pak, di Timika, Pak. 
 

666. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:13]  
 

He em, oke. Jadi, Anda tidak bisa, enggak dapat rekap atau 
laporan itu enggak ada dari itu tadi secara berjenjang?  
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667. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [57:24]  
 

Secara berjenjang, itu kami peroleh informasi D.Hasil Distrik hasil 
rekapan (...)  
 

668. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:24] 
 
 Ya.   
 

669. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [57:31]  
 

Yang dilakukan secara berjenjang.  
 

670. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:37]  
 

Ya. Nah, itu ada enggak berapa DPT, kemudian ... apa ... DPTb, 
DPK, ada enggak data itu? Karena kan, klipnya Pemohon itu kan 
persoalan 100% atau bahkan lebih dari 100%, jumlah pemilih 
dibandingkan dengan DPT.  
 

671. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [58:00]  
 

Baik, Yang Mulia. Untuk D.Hasil Kabupaten/Kota, itu merupakan 
rekapan dari seluruh 18 distrik. Di sini ada, Yang Mulia, data pemilih 
tambahan dan pemilih DPK.  
 

672. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:16]  
 
 He em.  
 

673. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [58:19]  
 
 Pemilih (...)  
 

674. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:19]  
 

Itu Anda serahkan jadi bukti juga?  
 

675. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [58:22]  
 

Ya, siap, Yang Mulia.  
 

676. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:23]  
 

Oke, nanti kami cek. Coba, bukti P[sic!] berapa itu?  
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677. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [58:26]  
 

Ini T-60, Yang Mulia.  
 

678. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:28]  
 

T-60, oke. Terima kasih.  
 

679. KETUA: SALDI ISRA [58:32]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Cukup, ya? Kalau yang untuk 256, silakan.  
Oh, ya. Petitumnya belum, ya? Nah itu penting itu. Kalau enggak, 

nanti dibilang mengabulkan Permohonan Pemohon nanti.  
 

680. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [58:48]  
 

Izin menyampaikan, Petitum, Yang Mulia. 
 

681. KETUA: SALDI ISRA [58:48]  
 
 Silakan, ya.  
 

682. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [58:53]  
 

Petitum. 
Berdasarkan uraian sebagian tersebut di atas, Termohon 

memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi. 
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten 

Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 9 
Desember Tahun 2024, Pukul 23.34 WIT.  

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 (...)   

 
683. KETUA: SALDI ISRA [59:41]  

 
Itunya enggak usah dibacakan, ya.  
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684. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [59:41] 
 
 Siap, Yang Mulia. Dianggap dibacakan (...)  
 

685. KETUA: SALDI ISRA [59:44]  
 

Kalau sudah di (ucapan tidak terdengar jelas) yang lama itu, 
enggak usah dibacakan lagi.  
 

686. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [59:47]  
 

Siap, kami anggap dibacakan perolehan suaranya. 
 

687. KETUA: SALDI ISRA [59:46]  
 
 Ya.  
 

688. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [59:48]  
 

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

689. KETUA: SALDI ISRA [59:59]  
 
 Oke. Sekarang 256, masih Mimika, silakan.  
 

690. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:02]  
 
 Siap, terima kasih, Yang Mulia. 
 

691. KETUA: SALDI ISRA [01:00:03]  
 

Ada ndak yang berbeda, yang mau diterangkan? Karena 
Pemohonnya ini kan beda, ya?  
 

692. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:07]  
 
 Pemohonnya beda, Yang Mulia. 
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693. KETUA: SALDI ISRA [01:00:08]  
 

Ya, apa ... apa hal yang spesifik? Kalau tadi soal kelebihan-
kelebihan, itu sama penjelasan KPU? 
 

694. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:16]  
 
 Ya, untuk (…)  
 

695. KETUA: SALDI ISRA [01:00:16]  
 

Kalau soal (...)  
 

696. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:17]  
 
 Izin, Yang Mulia. 
 

697. KETUA: SALDI ISRA [01:00:18]  
 
 Ya. 
 

698. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:18]  
 

Untuk … apa ... perkenankan kami untuk membacakan poin 
Eksepsi juga.  
 

699. KETUA: SALDI ISRA [01:00:23]  
 

Ya, Eksepsi tuh, sudah lah (...)  
 

700. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:24]  
 
 Ah, siap. 
 

701. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]  
 

Saya … kita sudah paham lah, kalau Eksepsi itu, jangan Anda 
habiskan waktu dengan Eksepsi itu.  
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702. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:28]  
 
 Siap, siap, Yang Mulia. 
 

703. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]  
 

Ya. Eksepsi itu kan standar, pokoknya seb ... sejelas apa pun 
Permohonan Pemohon, akan dibilang kabur oleh ... apa ... oleh 
Termohon itu, gitu.  

Jangan dibacakan ... yang poin-poin! Ini satu, terkait dengan ... 
apa namanya ... mutasi, pengangkatan pejabat tuh, ada tambahan baru?  
 

704. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:50]  
 

Tambahan ... kalau untuk mutasi, sama, Yang Mulia.  
 

705. KETUA: SALDI ISRA [01:00:53]  
 

Sama jawabannya? 
 

706. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:00:54]  
 
 Siap. 
 

707. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]  
 

Kalau terkait dengan kelebihan DPT itu? Tidak didalilkan? Tidak 
didalilkan. Apa yang berbeda? Coba disampaikan. Silakan. 
 

708. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:01:19]  
 

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan … apa ... di halaman 36. 
 

709. KETUA: SALDI ISRA [01:01:34]  
 
 Ya, apa yang mau disampaikan? 
 
 
 
 



79 
 

 
 

710. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:01:36]  
 

Terkait dengan ap ... penambahan, Yang Mulia, terkait dengan ... 
apa lagi namanya ... Aparatur Sipil Negara yang tidak netral.  
 

711. KETUA: SALDI ISRA [01:01:44]  
 
 Ya. 
 

712. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:01:46] 
 

Itu ... terhadap surat suara (ucapan tidak terdengar jelas) 
tertentu, sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada 
TPS 12 Kelurahan Wanagon.  
 

713. KETUA: SALDI ISRA [01:01:55]  
 
 Ya. 
 

714. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:01:56]  
 

Yang terletak di Perumahan Pemda Mimika.  
 

715. KETUA: SALDI ISRA [01:01:59]  
 
 Ya. 
 

716. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:01:59]  
 

Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa oknum ASN tersebut, 
karena semua saksi pasangan calon hadir pada saat itu, Yang Mulia.  
 

717. KETUA: SALDI ISRA [01:02:06]  
 

Dan tanda tangan?  
 

718. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:07]  
 

Dan ... ya.  
 



80 
 

 
 

719. KETUA: SALDI ISRA [01:02:09]  
 
 Oke. 
 

720. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:10]  
 

Saksi hadir dan bertanda tangan pada Form C.Hasil, serta tidak 
terdapat keberatan dari saksi, serta rekomendasi dari pengawas TPS.  
 

721. KETUA: SALDI ISRA [01:02:18]  
 

Oke.  
 

722. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:19]  
 
 Siap, Yang Mulia. 
 

723. KETUA: SALDI ISRA [01:02:21]  
 

Apa lagi?  
 

724. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:22]  
 

Untuk selanjutnya juga, dalam halaman 37. Bahwa dalam 
Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adanya dugaan 
penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar=80 
suara di TPS 1.  
 

725. KETUA: SALDI ISRA [01:02:37]  
 

Ya.  
 

726. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:38]  
 

Distrik Wania, pada saat dilakukan pemungutan suara, hal ini 
disebabkan adanya pengerahan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 
1, dan kotak suara diambil, kemudian disembunyikan oleh orang tak 
dikenal selama 2,5 jam.  
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727. KETUA: SALDI ISRA [01:02:51]  
 

Itu betul, ya?  
 

728. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:53]  
 

Ini ti ... tidak (…) 
 

729. KETUA: SALDI ISRA [01:02:52]  
 
Betul atau tidak? 
 

730. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:02:54]  

 
Tidak betul, Yang Mulia.  

 
731. KETUA: SALDI ISRA [01:02:55]  

 
Ya, coba apa penjelasannya?  

 
732. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 

[01:02:56]  
 

Bahwa terkait dalil tersebut, perlu Termohon jelaskan, bahwa 
Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian pengawasan 
TPS, dan Panwas Distrik Wania berkenaan PSU yang pada pokoknya 
terdapat 6 TPS.  

Di TPS 1 Kadun Jaya, TPS 1 Kampung Nawaripi, TPS 25 ... eh … 
TPS 5 Inauga, TPS 11 Inauga, TPS 16 Inauga, dan TPS 18 Inauga.  

Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum 
sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Wania kepada 
PPD Distrik Wania, dan menanggapi pihak-pihak dalam rangka 
pendalaman materi rekomendasi.  

Berdasarkan telasa ... telaah hukum tersebut, Termohon 
menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Kadun Jaya, Distrik 
Wania, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wak ... bupati 
dan wakil bupati dan TPS 1 Kampung Nawaripi, Distrik Wania, untuk 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati ... dan wakil bupati.  
 

733. KETUA: SALDI ISRA [01:03:52]  
 

Jadi di 1 TPS itu, dilakukan PSU?  
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734. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:03:55]  
 

Di 1 TPS dilakukan PSU, Yang Mulia.  
 

735. KETUA: SALDI ISRA [01:03:57]  
 

TPS yang lain?  
 

736. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:00]  
 

Di 2 TPS (...) 
 

737. KETUA: SALDI ISRA [01:04:01]  
 
TPS apa lagi? TPS 01, Nawapiri[sic!], Distrik Wania, TPS berapa 

lagi?  
 

738. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:07]  
 

TPS … TPS 1, Kampung Kadun Jaya. 
 

739. KETUA: SALDI ISRA [01:04:11]  
 
 Kadun Jaya. 
 

740. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:11]  
 

 Distrik Wania.  
 

741. KETUA: SALDI ISRA [01:04:13]  
 
 Oke. 
 

742. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:14]  
 

Untuk angka 4 bahwa dalam Permohonannya, Pemohon 
mendalilkan bahwa adanya intimidasi di TPS 17 Kwamki, Distrik Mimika 
Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang menyaksikan 
pemungutan dan penghitungan suara.  
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Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena saksi 
Pemohon hadir dan menandatangani Formulir C.Hasil. Untuk selanjutnya 
kami buktikan di Bukti T-9, Yang Mulia. 
 

743. KETUA: SALDI ISRA [01:04:39]  
 
 Oke. 
 

744. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:40]  
 

 Ternyata tidak ada, tidak terdapat keberatan dari saksi ataupun 
rekomendasi dari Panwas.  
 

745. KETUA: SALDI ISRA [01:04:46]  
 
 Oke. Lanjut! 
 

746. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:49]  
 

Selanjutnya bahwa dalam Permohonannya juga, Pemohon 
mendalilkan bahwa adanya pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 
yang melakukan pelarangan akses ke TPS 5, Karang Senang.  

Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena semua 
saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C.Hasil Bupati.  
 

747. KETUA: SALDI ISRA [01:05:09]  
 
 Oke. 
 

748. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:00]  
 

Dan tidak terdapat keberatan dari saksi, serta tidak terdapat 
rekomendasi dari Panwas.  
 

749. KETUA: SALDI ISRA [01:05:13]  
 
 Oke. Lanjut, apa lagi? 
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750. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:05:24]  
 

Dan terhadap tuduhan terkait (ucapan tidak terdengar jelas), 
Yang Mulia, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan adanya 
perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.Hasil 
Salinan dan D.Hasil Salinan di Kecamatan Kwanki Naram … Narama. 
 

751. KETUA: SALDI ISRA [01:05:38]  
 
 Ya. 
 

752. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:05:38]  
 

 Pada C.Hasil Salinan, jumlah suara Pemohon sebesar=3.419, 
sedangkan pada D.Hasil Salinan justru berubah d … menjadi=2.818.  
 

753. KETUA: SALDI ISRA [01:05:49]  
 

Itu di halaman berapa ini di sini?  
 

754. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:05:51]  
 

Halaman 41, Yang Mulia.  
 

755. KETUA: SALDI ISRA [01:05:55]  
 

Sebentar. Oke, lanjut. Apa itu yang bisa Anda jelaskan? Jadi, 
3.419 berubah menjadi (...)  
 

756. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:06:03]  
 
 Ya. 
 

757. KETUA: SALDI ISRA [01:06:03]  
 

 2.818. Berarti hilangnya itu sekitar (...)  
 

758. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:06:07]  
 
 600. 
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759. KETUA: SALDI ISRA [01:06:07]  
 

 601 suara.  
 

760. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:06:07]  
 
 601 suara. 
 

761. KETUA: SALDI ISRA [01:06:10]  
 
 Oke. 
 

762. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:00]  
 
 Yang Mulia. Serta Termohon mendapatkan tambahan suara 
sebesar 600 suara untuk pasangan calon.  
 

763. KETUA: SALDI ISRA [01:06:14]  
 
 Oke. 
 

764. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:06:15]  
 

Berdasarkan D.Hasil Salinan Distrik Kwamki Narama, tanpa 
memberitahukan kepada saksi Pemohon. Bahwa menurut Termohon, 
dalil tersebut mengada-ada karena jumlah suara antara yang tercatat 
dalam D.Hasil distrik dengan D.Hasil kabupaten, jumlahnya sama.  

Pada Pleno di tingkat distrik tidak ada keberatan. Keberatan 
disampaikan saat Pleno di tingkat kabupaten.  

Bahwa berdasarkan data D.Hasil kecamatan KWK, Distrik Kwamki 
Narama, dokumen ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, 
termasuk saksi Pemohon, sehingga menurut Termohon, saksi Pemohon 
tidak ada keberatan.  
 

765. KETUA: SALDI ISRA [01:06:50]  
 
 Oke. 
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766. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:06:51]  
 

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa 
dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken 
terbukti dengan perolehan suara Pemohon tercatat nol atau nihil, 
sedangkan sistem noken secara konsisten tidak diberlakukan secara 
meluruh … menyeluruh di Kabupaten Mimika.  
 

767. KETUA: SALDI ISRA [01:07:08]  
 
 Oke. 
 

768. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:07:08]  
 

Itu berdasarkan Keputusan KPU 1774 dan seterusnya (...)  
 

769. KETUA: SALDI ISRA [01:07:11]  
 
 Ya. 
 

770. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:04:00]  
 

Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia. 
 

771. KETUA: SALDI ISRA [01:07:14]  
  

Mimika tidak termasuk yang pakai noken, ya?  
 

772. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:07:15]  
 

Tidak, tidak termasuk, Yang Mulia. 
 

773. KETUA: SALDI ISRA [01:07:16]  
 
 Oke. 
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774. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:07:16]  
 

Kemudian bahwa di angka 11, bahwa terkait dalil Pemohon 
berkaitan dengan noken, Termohon menyampaikan bahwa Kabupaten 
Mimika tidak termasuk daerah yang dapat melaksanakan sistem noken.  
 

775. KETUA: SALDI ISRA [01:07:27]  
 

Oke, itu sudah clear, sudah ditegaskan tadi.  
 

776. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:07:29]  
 

Siap.  
 

777. KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]  
 

Apa lagi?  
 

778. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:07:31]  
 

Untuk lanjut ke Petitum, Yang Mulia.  
 
KETUA: SALDI ISRA [01:07:32]  
 

Oke.  
 

779. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:07:36]  
 

Petitum. 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi. 
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.   
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupatan Mimika Nomor 61 Tahun 2024 
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
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Kabupatan Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari 
Sabtu, tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT. 

3. Menetapkan … Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 yang benar 
adalah sebagai berikut. 

 
780. KETUA: SALDI ISRA [01:08:29] 

 
 Oke, enggak usah dibacakan.  
 

781. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:08:30]  
 

Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia. 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 
 

782. KETUA: SALDI ISRA [01:08:36] 
  

Cukup? 
 

783. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:08:37]  
 

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. 
 

784. KETUA: SALDI ISRA [01:08:39]  
 

Cukup, ya? Kalau begitu, Anda saya minta tolong boleh, ya? 
Tolong Anda ambil yang jatuh. 
 

785. KUASA HUKUM TERMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR 
[01:08:45] 
 
 Siap. 
 

786. KETUA: SALDI ISRA [01:08:47]  
 

Silakan. Cukup, ya, Termohon? 
Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara 272, silakan. 
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787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:01]  
 

Terima kasih Yang Mulia.  
 

788. KETUA: SALDI ISRA [01:09:02] 
 
 Ya. 
 

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:03]  
 

Mohon izin, menyampaikan keterangan Pihak Terkait. 
 

790. KETUA: SALDI ISRA [01:09:06] 
 
 Oke. 
 

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:03]  
  

Terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 272 dan 
selanjutnya mohon dianggap dibacakan. 
 

792. KETUA: SALDI ISRA [01:09:14] 
 
 Ya. 
 

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:15]  
  

Kepada Yang Mulia (...)  
 

794. KETUA: SALDI ISRA [01:09:16]  
 

Itunya, enggak usah, Pak. Itu yang penting-penting saja. 
Eksepsi enggak usah dibacakan, biar kita yang mempelajarinya 

itu. 
 
 



90 
 

 
 

795. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:22]  

 
Siap. Eksepsi (...) 
 

796. KETUA: SALDI ISRA [01:09:24]  
 

Masuk ke Pokok Permohonan saja, terutama dua isu besar tadi. 
Satu soal … apa … pengangkatan pejabat itu, yang kedua soal suara-
suara yang berlebih di TPS itu. 
 

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:36]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk (...)  
 

798. KETUA: SALDI ISRA [01:09:37]  
 

Silakan. 
 

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:09:37]  
 

Pokok Permohonan akan disampaikan oleh rekan kami. 
 

800. KETUA: SALDI ISRA [01:09:41] 
  

Kalau begitu, menyesal juga saya suruh potongnya, enggak dapat 
jatah, Bapak, jadinya. 

Silakan, lanjut! 
 

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:46] 
 
 Izin, Yang Mulia.   
 

802. KETUA: SALDI ISRA [01:09:46]  
 

Oh, ini gabung, ya? 
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803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:48]  
 

Gabung, Yang Mulia. 
 

804. KETUA: SALDI ISRA [01:09:48]  
 

Oke. Silakan, Pak Heru. 
 

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:52]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Jadi berkenaan dengan Pokok Permohonan, ada beberapa (...) 

 
806. KETUA: SALDI ISRA [01:09:56] 

 
 Ya. 
 

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:56]  
  

Hal penting yang kami sampaikan. 
Pertama, yang perlu kami tekankan bahwa Johannes Rettob itu 

Calon Bupati, Pihak Terkait, itu bukan sebagai Bupati Mimika, tapi Wakil 
Bupati Mimika Periode 2019-2024. 
 

808. KETUA: SALDI ISRA [01:10:16]  
 
 Ya. 
 

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:16]  
 

Yang merupakan pasangan dari Bupati Eltinus Omaleng. 
Nah, kami sampaikan bahwa pada saat selesai masa jabatan, di 

akhir jabatannya, tanggal 6 September (...) 
 

810. KETUA: SALDI ISRA [01:10:30] 
 
 Ya. 
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811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:30]  
  

Diterbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai Wakil Bupati, 
di situ disebutkan memberhentikan dengan hormat Johannes Rettob, 
Wakil Bupati Mimika. Kami sampaikan di Bukti PT-36, di situ disebut 
dengan jelas. 
 

812. KETUA: SALDI ISRA [01:10:44] 
 
 Ya. 
 

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:44]   
 

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Johannes 
Rettob adalah Bupati Mimika, telah terbantahkan. 
 

814. KETUA: SALDI ISRA [01:10:49] 
 
 Oke. 
 

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:49] 
   

Kemudian, Yang Mulia. Berkenaan dengan tuduhan tentang 
melakukan mutasi, Yang Mulia. 
 

816. KETUA: SALDI ISRA [01:10:59] 
 
 Ya. 
 

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:59]  
 

Kami nyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 itu tidak pernah 
melakukan mutasi. Jadi, kami sampaikan bahwa keputusan atau petikan 
keputusan yang beredar, yang bertanggal 30 Juli (…) 
 

818. KETUA: SALDI ISRA [01:11:16] 
 
 Ya. 
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819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:17]  
  

Sebagaimana didalilkan Pemohon itu, baru pertama diketahui oleh 
Calon Bupati Pihak Terkait melalui media, Yang Mulia. 
 

820. KETUA: SALDI ISRA [01:11:25] 
 
 Oke. 
 

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:25] 
 

 Yang ternyata dokumen tersebut dibuat dan ditandangani oleh Pj 
Sekda, yang induk dari petikan keputusan tersebut tidak pernah ada, jadi 
keputusannya memang tidak pernah ada. 

Hal penting yang kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa memang di 
bulan Desember 2023, ada mutasi besar-besaran oleh Bupati Eltinus. 
Kami sampaikan di uraian 3.2 halaman 15, Keterangan Pihak Terkait.  

Jadi penataan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Mimika, itu dilakukan atas rekomendasi Komisi ASN tanggal 6 
Maret. Penataan kembali ini diajukan oleh Bupati Pejabat, Plt Bupati 
Mimika kepada … kepada (...) 
 

822. KETUA: SALDI ISRA [01:12:19]  
 

Pak Heru, sebentar, ya.  
 

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:20]  
 

Ya. 
 

824. KETUA: SALDI ISRA [01:12:20]  
 

Ini kami mau ... apa … mau coba kontes penjelasan tadi. 
 

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:29]  

 
Ya. 
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826. KETUA: SALDI ISRA [01:12:29]  
 
 Pihak Terkait, tanggal 9 Juni itu Bupati Mimika Johannes Rettob, 

di sini tertulis Bupati, dikeluarkan di Timika tanggal 09 Juni 2024, itu 
terjadi … apa namanya … terhitung mulai tanggal 10 Juni, jabatan ini 
sebagai pelaksanaan, sekretaris daerah, juga melaksanakan tugas 
sebagai Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Dewan.  

Kemudian, ini ada lagi 24 Juni, masih Johannes Rettob, tapi ini 
ada Plt-nya di surat ini, nanti bisa dicek, apa namanya itu ... menunjuk 
Marthen Tappi Malisa, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan. Ada juga ini 
tanggal 29 Juni, Bupati Mimika Johannes Rettob, itu kemudian Laiko ... 
ya, ini memerintahkan Laiko Fredi Lali, Jabatan Pelaksana pada Distrik 
Alama, Kabupaten Mimika. Silakan. 

 
827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 

272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:33] 
 

 Baik, Yang Mulia, kalau untuk penunjukan tersebut, memang 
karena untuk mengisi kekosongan jabatan, yang 3 orang itu, nah. 

 
828. KETUA: SALDI ISRA [01:12:41]  

 
Penunjukan karena?  
 

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:42] 

 
Kekosongan jabatan. 
 

830. KETUA: SALDI ISRA [01:12:43]  
 
Kekosongan jabatan? 
 

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:43] 

 
Nah. 
 

832. KETUA: SALDI ISRA [01:12:43]  
 
Oke.  
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833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:43] 

 
Yang kami sampaikan. 
 

834. KETUA: SALDI ISRA [01:12:45]  
 
Ya. 
 

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:45] 

 
Beredarnya petikan keputusan, Yang Mulia.  
 

836. KETUA: SALDI ISRA [01:12:48]  
 
Ya. Apa itu keputusan apa, nomor berapa, Pak?  
 

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:50] 
 

Petikan keputusan, ada … ada banyak. 
 

838. KETUA: SALDI ISRA [01:12:52]  
 

Ya. 
 

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:13:52] 

 
Petikan keputusan kalau tidak … ada 12, Yang Mulia.  
 

840. KETUA: SALDI ISRA [01:12:55]  
 
Ya. 
 

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:01] 

 
Petikan Keputusan tanggal 30 Juni Nomor 824. 
 

842. KETUA: SALDI ISRA [01:14:05] 
 

Ya. 
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843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:06] 

 
Ada di, Bukti PT-8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai dengan 22, Yang 

Mulia. 
 

844. KETUA: SALDI ISRA [01:14:16] 
 
Ya. Itu PT, ya?  
 

845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:17] 

 
Itu (…) 
 

846. KETUA: SALDI ISRA [01:14:18] 
 
PT berapa? 
 

847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:18] 

 
PT. 
 

848. KETUA: SALDI ISRA [01:14:19] 
 
PT berapa? 
 

849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:20] 

 
PT-8 sampai dengan PT-22.  
 

850. KETUA: SALDI ISRA [01:14:23] 
 
Oke, kita cek sebentar.  
 

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:24] 

 
Ya. 
 

852. KETUA: SALDI ISRA [01:14:25] 
 
Tolong PT-8 sampai PT-22. Apa itu ceritanya itu, Pak Heru?  
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853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:33] 

 
Jadi petikan keputusan tersebut sama sekali tidak pernah dibuat 

oleh Johannes Rettob selaku Plt Bupati. Jadi itu petikan itu beredar tanda 
tangan Sekda.  

 
854. KETUA: SALDI ISRA [01:14:44] 

 
Oke, yang tanda tangan Sekda (…) 
 

855. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:14:47] 

 
Kami sampaikan, Yang Mulia, ini minta waktu sedikit. Pada saat 

itu, memang sedang ada proses Permohonan Pengembalian para Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas 
atas rekomendasi Komisi ASN, Yang Mulia. Jadi ada mutasi besar-
besaran di bulan Desember 2023 oleh Bupati Eltinus, yang kemudian 
menimbulkan gejolak protes, kemudian Komisi ASN turun, terbitlah 
rekomendasi tanggal 6 Maret, di mana di situ ditegaskan kepada … 
memerintah Kabupaten mimika untuk mengembalikan kepada jabatan 
semula.  

 
856. KETUA: SALDI ISRA [01:15:20] 

 
Itu rekomendasi KSAN[sic!], ya?  
 

857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:15:29] 
 

Ya, rekomendasi KASN.  
 

858. KETUA: SALDI ISRA [01:15:30] 
 
  Di PT berapa?  

 
859. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 

272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:15:31] 
 
Di PT-49, Yang Mulia.  

 
860. KETUA: SALDI ISRA [01:15:33] 

 
Sebentar, kita cek. Oke, PT-49 itu Komisi Aparatur Sipil Negara?  
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861. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:15:45] 
 

Ya. 
 

862. KETUA: SALDI ISRA [01:15:46] 
 
Di poin berapa yang memerintahkan, Pak? Ini berdasarkan surat 

Bupati Mimika nomor bla, bla, bla ... apa … terkait pengangkatan dan 
penunjukan pelaksana bla, bla, bla ... diketahui bahwa 4 pejabat 
pimpinan diberhentikan tanpa melalui prosedur yang sesuai. Sebentar, 
ya. 
 Kemudian 2 pejabat promosi dalam jabatan tinggi pratama[sic!] 
melalui proses prosedur yang sesuai.  
 Kemudian, dijelaskan lebih lanjut oleh pelapor, bahwa Saudara 
Bupati Mimika diketahui tidak memilih dan melantik. Panjang juga ini, 
Pak … Pak Heru.  
 Perintahnya untuk mengembalikan itu, di poin berapa? Halaman 
berapa, Pak?  
 

863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:16:30]  
 
 Sebentar, Yang Mulia. 
 

864. KETUA: SALDI ISRA [01:16:43]  
 
 Jadi, meninjau kembali SK Bupati, membatalkan surat ini.  
 Kemudian, untuk pejabat sebagainya (ucapan tidak terdengar 
jelas), mohon Saudara Bupati Mimika memilih dan mengangkat pejabat. 
Untuk pejabat 96 huruf e, merupakan peserta seleksi terbuka, tidak 
saudara pilih pada Sekretaris DPD, namun saudara angkat pada jabatan.  
 Oke, rekomendasi hasil pengawasan bersifat mengikat, wajib 
ditindaklanjuti, dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
pejabat berwenang. Atas ... pengawasan … atas hasil pengawasan yang 
tidak ditindaklanjuti, (ucapan tidak terdengar jelas) akan 
merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi.  
 Ini tanggal berapa ini, Pak?  
 

865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:23]  
 
 Ini tanggal 6 Maret, Yang Mulia.  
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866. KETUA: SALDI ISRA [01:17:25]  
 
 6 Maret 2024? 
 

867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:27]  
 
 2024. 
 

868. KETUA: SALDI ISRA [01:17:28]  
 
 Nah, ini kemudian yang dilaksanakan oleh Pak Johannes Rettob 
itu?  
 

869. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:31]  
 
 Ya, jadi belum … bukan, Yang Mulia.  
 

870. KETUA: SALDI ISRA [01:17:33]  
 
 Bukan? Oke. 
 

871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:34]  
 
 Jadi, itu petikan keputusan itu, tidak pernah diterbitkan oleh John 
Rettob. Jadi itu, nanti di belakang kami sampaikan.  
 

872. KETUA: SALDI ISRA [01:17:40]  
 
 Oke. 
 

873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:40]  
 
 Ada rekomendasi Komisi ASN. 
 

874. KETUA: SALDI ISRA [01:17:42]  
 
 Ya. 
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875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:42]  
 
 Sebagaimana tadi di Bukti PT-49.  
 

876. KETUA: SALDI ISRA [01:17:44]  
 
 Ya. 
 

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:45]  
 
 Kemudian, Plt Bupati mengajukan permohonan kepada Menteri 
Dalam Negeri.  
 

878. KETUA: SALDI ISRA [01:17:51]  
 
 Ya.  
 

879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:51]  
 
 Ya, permohonan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.  
 

880. KETUA: SALDI ISRA [01:17:54]  
 
 Ya.  
 

881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:54]  
 
 Ini Permohonan ini diajukan 13 Juni 2024.  
 

882. KETUA: SALDI ISRA [01:17:57]  
 
 Ya.  
 

883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:58]  
 
 Kami sampaikan di Bukti PT-56 dan 57.  
 

884. KETUA: SALDI ISRA [01:18:01]  
 
 Ya.   
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885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:01]  
 
 Nah, sementara proses permohonan itu … sementara 
permohonan itu diproses di Kementerian Dalam Negeri, turun juga 
rekomendasi.  
 

886. KETUA: SALDI ISRA [01:18:08]  
 
 Dari? 
 

887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:08]  
 
 Dari komisi … dari Ombudsman Republik Indonesia. 
 

888. KETUA: SALDI ISRA [01:18:11]  
 
 Ya.   
 

889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:11]  
 
 Ombud … ombud … Ombudsman RI Provinsi Papua. 
 

890. KETUA: SALDI ISRA [01:18:15]  
 
 Ya.  
 

891. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:15]  
 
 Yang tertanggal 2 Juli 2024.  
 

892. KETUA: SALDI ISRA [01:18:18]  
 
 Oke.  
 

893. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:18]  
 
 Kami sampaikan di Bukti PT-54 dan PT-55.  
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894. KETUA: SALDI ISRA [01:18:21]  
 
 Ya.  
 

895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:21]  
 
 Di situ ditegaskan agar dalam waktu 30 hari, membatalkan SK 
Bupati Nomor 821 yang diterbitkan Bupati Eltinus Omaleng di … di bulan 
jan … Desember 2023.  
 

896. KETUA: SALDI ISRA [01:18:34]  
 
 Oke.  
 

897. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:35]  
 
 Nah. Oleh karena itu, kemudian, sambil menunggu, setelah terbit 
rekomendasi dari ORI tadi, dijawablah surat permintaan tadi yang 13 
Juni.  
 

898. KETUA: SALDI ISRA [01:18:47]  
 
 Oke. 
 

899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:47]  
 
 Jadi, bupati … Plt Bupati Mimika minta persetujuan kepada 
Mendagri. Di tengah … di tengah menunggu proses itu, terbitlah 
rekomendasi dari ORI. Kemudian di 23 Juli, Menteri Dalam Negeri 
menjawab, Yang Mulia, bahwa Permohonan yang disampaikan pada 
tanggal … pada bulan Juni, tanggal 13 Juni, belum bisa diproses. 
Kenapa? Karena harus melalui tahapan, ya, yang disampaikan melalui 
Aplikasi Siola. Yang pertama. 
 Yang kedua, juga harus melampirkan surat pertimbangan teknis 
dari BKN.  
 

900. KETUA: SALDI ISRA [01:19:25]  
 
 Oke. 
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901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:26]  
 
 Begitu. Atas dasar itu, kemudian langsung ditindaklanjuti dengan 
permohonan pertimbangan teknis ke BKN. Dengan dua surat, Yang 
Mulia, 29 Juli dan 27 Agustus (...)  
 

902. KETUA: SALDI ISRA [01:19:36]  
 
 Ya.  
 

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:37]  
 
 2024. Kami sampaikan di Bukti PT-59 dan PT-61.  
 

904. KETUA: SALDI ISRA [01:19:41]  
 
 Oke. 
 

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:42]  
 
 Nah, pertimbangan teknis itu kemudian dari BKN baru disetujui di 
tanggal 2 September, Yang Mulia.  
 

906. KETUA: SALDI ISRA [01:19:50]  
 
 2? 
 

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:50]  
 
 2 September 2024.  
 

908. KETUA: SALDI ISRA [01:19:53]  
 
 Oke. 
 

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:53]  
 
 Pertek[sic!] itu terbit.  
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910. KETUA: SALDI ISRA [01:19:54]  
 
 Oke. 
 

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:54]  
 
 Dengan Bukti PT-62.  
 Nah, sehari kemudian, ditindaklanjuti Permohonan kepada 
Mendagri untuk menindaklanjuti pengembalian kepada jabatan-jabatan 
yang sebagaimana dire … rekomendasikan oleh ASN.  
 

912. KETUA: SALDI ISRA [01:20:06] 
   
 He eh.    
 

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:06]  
 

Nah, sementara persetujuan dari Mendagri belum turun, masa 
periode John Rettob sebagai Wakil Bupati berakhir 6 September.  
 

914. KETUA: SALDI ISRA [01:20:16] 
 
 Ya. 
 

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:17]  
 

Nah, itu satu hal.  
Kemudian yang kedua, Yang Mulia, sementara proses persetujuan 

pengembalian ke … kepada jabatan se … semula itu masih dalam proses, 
ada beberapa pejabat yang tidak sabar menunggu, mengajukan 
permohonan pengunduran diri. Permohonan pengunduran diri, kami 
dapat datanya, diajukan pada 3 Juni 2024.  
 

916. KETUA: SALDI ISRA [01:20:40] 
 
 Oke. 
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917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:40]  
 

Disampaikan melalui BP … BKPSDM, disampaikan kepada Plt 
Bupati, kemudian diberikan disposisi tertanggal 20 Juli, setuju diproses 
sesuai perundangan-perundangan.  

Nah, karena masih menunggu proses persetujuan dari Mendagri, 
maka tidak pernah ... dari BPSDM pun tidak pernah men … menyiapkan 
draft keputusan pengunduran diri itu. Karena apa, Yang Mulia? BPSDM 
juga mengetahui bahwa nama-nama yang mengundurkan diri itu adalah 
bagian dari pejabat yang sedang dalam proses permintaan persetujuan 
Pertek[sic!] kepada BKN. 
 

918. KETUA: SALDI ISRA [01:21:18]  
 
 Oke.  
 

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:21:19]  
 

Jadi, menunggu proses itu. Nah, tanpa diketahui oleh bupati, 
beredarlah petikan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah. Nah, atas beredarnya petikan keputusan itu, kemudian ada 
surat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Bupati Papua Tengah untuk 
melakukan konfir … apa (...)  

 
920. KETUA: SALDI ISRA [01:21:40]  

 
 Gubernur.  
 

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:21:40]  
 

Melalui gubernur, mohon maaf … melalui Gurbernur Papua 
Tengah untuk mengklarifikasi dan membi … melakukan pembinaan. Di 
ter … diterjunkanlah Inspektorat Provinsi Papua Tengah untuk 
mengklarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.  

Nah, kami sampaikan di hal … eh, di halaman 18 poin 3.14, 
klarifikasi itu dilakukan oleh Inspektorat pada tanggal 29 Agustus 2024. 
 

922. KETUA: SALDI ISRA [01:22:07]  
 
 Oke.  
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923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:22:07]  
 

Nah, hasil klarifikasi itu disampaikan dalam Laporan Nomor 700 
tanggal 5 September, kami sampaikan di Bukti PT-66, di antaranya 
menyatakan bahwa sejak ditunjuk menjadi Plt Bupati Mimika, per 
tanggal 24 April, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 
20 Mei 2024, Johannes Rettob belum pernah melaksanakan pelantikan 
dan pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana. Kemudian, 
selanjutnya juga dijelaskan, dari dalam hasil klarifikasi tersebut, terdapat 
12 orang pejabat definitis … definitif yang dilantik 5 Desember 2023 oleh 
Bupati Omaleng, mengundurkan diri dari jabatan secara sadar dan tanpa 
paksaan dari pihak mana pun, dan meminta dikembalikan ke OPD BPKAD 
Kabupaten Mimika sebagai pelaksana.  

Nah, saat ini,  maksudnya pada saat klarifikasi itu, surat 
keputusan pemberhentian 12 orang pejabat yang mengundurkan diri 
tersebut, masih proses di BKPSDM.  

Demikian, Yang Mulia, setelah sehari ini … ini … ini klarifikasinya 
adalah tanggal 29 Agustus, sehari setelah Inspektorat melakukan 
klarifikasi turun ke Mimika, Pj Sekretaris Daerah itu menarik petikan 
keputusan tersebut, Yang Mulia. Ini dilakukan juga tanpa sepengetahuan 
ataupun dengan koordinasi dengan (...)  
 

924. KETUA: SALDI ISRA [01:23:36]  
 

Jadi, yang ada di PT-8 tadi sampai PT berapa? Yang ada tanda 
tangan Bupati Mimika itu, Pak Johannes Rettob, itu?  
 

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:23:45]  
 

Tanda tangan Sekda ... Plt Sekda, Yang Mulia.  
 

926. KETUA: SALDI ISRA [01:23:47]  
 

Ini kan ada dua, nih.  
 

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:23:48]  
 

Ada tiga yang Plt, Yang Mulia, karena untuk mengisi kekosongan 
jabatan, selebihnya itu petikan keputusan (...) 
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928. KETUA: SALDI ISRA [01:23:54]  
 

Ya.  
 

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:23:54]  
 

Yang ditanda tangan oleh Sekda dan itu tidak pernah dibuat oleh 
Plt Bupati, Yang Mulia. 
 

930. KETUA: SALDI ISRA [01:24:00]  
 

Tanda tanagnnya Sekda, betul?  
 

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:01] 
 
 Ya. 
 

932. KETUA: SALDI ISRA [01:24:02]  
 

Tapi di sini kan ada Bupati Mimika-nya, ttd ini.  
 

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:04]  
 

Ya. Tapi itu tidak benar, Yang Mulia. Karena tidak pernah ada 
proses ... keputusan induknya belum pernah dibuat. BPSDM belum 
pernah memproses pengunduran diri 12 orang yang tadi disposisi 
tanggal 30 Juli, Yang Mulia.  
 

934. KETUA: SALDI ISRA [01:24:18]  
 
 Oke. 
 

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:20]  
 

Jadi itu sudah … ketika diklarifikasi oleh Inspektorat bahwa 
memang tidak pernah Plt Bupati itu menerbitkan keputusan mutasi, 
sebagaimana dimohonkan oleh mereka. 
 

936. KETUA: SALDI ISRA [01:24:31]  
 

Coba ini dijelaskan satu ini. 
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937. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:33]  

 
Ya. 
 

938. KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]  
 
Yang menunjuk Marthen Tappi Malissa. Ini kan ada tangan-

tangan Plt Bupati Mimika 24 Juni nih, Johannes Rettob.  
 

939. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:43]  
 

Ya, itu di luar 12 orang, Yang Mulia. Karena untuk mengisi 
kekosongan.  
 

940. KETUA: SALDI ISRA [01:24:47]  
 

Yang ini? Kalau yang ini?  
 

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:49]  
 

Ya.  
 

942. KETUA: SALDI ISRA [01:24:50]  
 

Kalau yang ini, Anda benar kan, ya?  
 

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:51]  
 

Ya benar.  
 

944. KETUA: SALDI ISRA [01:24:52]  
 

Karena ini mengisi kekosongan.  
 

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:53]  
 

Ya, untuk mengisi kekosongan. Jadi ada dasar aturannya. 
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946. KETUA: SALDI ISRA [01:24:54] 
 
 Oke. 
 

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:24:55]  
 

Karena memang harus berjalan, terutama berkaitan dengan 
keuangan.  
 

948. KETUA: SALDI ISRA [01:24:59]  
 

Bukan alasan mutasi?  
 

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:00]  
 

Bukan.  
 

950. KETUA: SALDI ISRA [01:25:02]  
 

Tapi kalau yang ini, yang PT-8 sampai PT berapa tadi?  
 

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:05]  
 

PT-8 sampai PT-22.  
 

952. KETUA: SALDI ISRA [01:25:09]  
 

Oke.  
 

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:10]  
 

22. 
 

954. KETUA: SALDI ISRA [01:25:11]  
 

Sebentar. Sebentar. Sampai PT-22 itu Anda bantah, ya?  
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955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:19]  
 

Bantah, Yang Mulia. Itu hanya petikan yang dibuat oleh P ... P … 
apa?  
 

956. KETUA: SALDI ISRA [01:25:24]  
 

Ada enggak hasil rekomendasi yang berkaitan dengan ini, yang 
menyatakan bahwa ini tidak benar?  
 

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:30]  
 

Ya itu tadi, Yang Mulia, hasil pemeriksaan Inspektorat.  
 

958. KETUA: SALDI ISRA [01:25:33]  
 

Di PT berapa?  
 

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:40]  
 

PT-66, Yang Mulia.  
  

960. KETUA: SALDI ISRA [01:25:41]  
 

Sebentar. PT-66. Oke. Ini hasil laporan hasil koordinasi atas 
pembinaan dan pengawasan bidang kepegawaian. Nah, yang poin yang 
menyatakan itu di mana, Pak ... Pak Heru?  
 

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:26:04]  
 

Sebentar, Yang Mulia.  
 

962. KETUA: SALDI ISRA [01:26:05]  
 

Ya. “Dengan ini, Pihak 1 dan Pihak 2 telah melakukan 
pembahasan sehubungan dengan adanya informasi bahwa Plt Bupati 
Mimika melakukan mutasi dan pemberhentian demosi Pejabat 
Administrasi ke Jabatan Pelaksana sebanyak 12 orang, tanpa melalui 
Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis … 
apa namanya ... Kepegawaian Negara, dan diperoleh hasil sebagai 
berikut. Satu, terkait surat Mendagri tentang mutasi dan pemberhentian 
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dan demosi Pejabat Administrasi ke Jabatan Pelaksana belum diterima 
oleh pihak BP ... BP ... BKPSDM Kabupaten Mimika. Bahwa sejak 24 April 
2024, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob tidak melakukan pelantikan 
maupun pemberhentian pejabat definitif pelaksana.” Itu yang maksud?  
 

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:27:21]  
 

Benar, Yang Mulia.  
 

964. KETUA: SALDI ISRA [01:27:22]   
 

Oke, biar kita tandai ini, Pak. Ini memang soal-soal yang rumit 
kayak begini. Oke, “Pejabat 12 orang tersebut mengajukan pengunduran 
diri dari jabatan definitif secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun 
untuk menjadi pelaksana pada kantor BPKAD Kabupaten Mimika. 
Namun, beberapa pegawai menolak pejabat tersebut sebagai pelaksana. 
Pejabat yang mengundurkan diri tersebut sebelumnya dilantik pada 
tanggal 5 Desember 2023, SK pemberhentian pejabat yang 
mengundurkan diri masih sementara, diproses oleh DKP, SDM, 
Kabupaten Mimika.” Itu ya, yang dimaksud, ya?  
 

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:03]  
 

Benar, Yang Mulia.  
 

966. KETUA: SALDI ISRA [01:28:04]  
  

Oke, nanti kami dalami. Cukup ini, Pak Heru, ada atau ada lagi 
yang mau ditambahkan?  
 

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:09]  
 

Ada, Yang Mulia.  
 

968. KETUA: SALDI ISRA [01:28:10]  
 

Apa, silakan.  
 

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:11]  
 

Jadi (...)  
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970. KETUA: SALDI ISRA [01:28:12]  
 

Jadi, kalau sedikit ada kelebihan waktu, mohon dipahami, supaya 
kami mengerti ini apa yang terjadi sesungguhnya. Silakan.  
 

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:21]  
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kelonggaran waktunya.  
Terhadap isu, mohon maaf, kami pakai kalimat kata isu kalau 

tidak tepat. Dugaan mutasi pejabat yang beredar, Calon Bupati Pihak 
Terkait, sudah beberapa kali dilaporkan ke Bawaslu, Yang Mulia.  
 

972. KETUA: SALDI ISRA [01:28:37]  
 
 Oke.  
 

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:38]  
 

Dan sudah juga diklarifikasi.  
 

974. KETUA: SALDI ISRA [01:28:37]  
 
 Oke.  
 

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:38]  
 

Dari klarifikasi tersebut, sebagaimana fakta yang diungkapkan 
sama dengan apa yang dilaporkan (...)  
 

976. KETUA: SALDI ISRA [01:28:46]  
 

Nanti kita tanya ke Bawaslu.  
 

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:47]  

 
Ya.  
 

978. KETUA: SALDI ISRA [01:28:48]  
 
Yang lain apa lagi?  
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979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:49]  
 

Tidak ... tidak terbukti, Yang Mulia.  
Selanjutnya, berkenaan dengan perjalanan kedinasan, kami 

uraikan di halaman 19, kemudian kronologis mutasi Pimpinan Tinggi 
Pratama, Administrator, dan Pengawas oleh Bupati Eltinus pada 
Desember 2023, kemudian kronologis rekomendasi ASN ... KASN dan 
Ombudsman, sampai dengan terbitnya pertimbangan teknis, kami 
uraikan secara rinci di poin-poin berikutnya, Yang Mulia, mohon (...)  
 

980. KETUA: SALDI ISRA [01:29:20]  
 
 Ya. 
 

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:21]  
 

Telah dianggap dibacakan dan (...)   
 

982. KETUA: SALDI ISRA [01:29:24]  
 

Nanti kita baca itu.  
 

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:26]  
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

984. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]  
 

Sekarang masuk ke soal kelebihan-kelebihan itu, ada yang mau 
dijelaskan?  
 

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:29]  
 

Selanjutnya, benar, Yang Mulia. 
 

986. KETUA: SALDI ISRA [01:29:31]  
 
 Ya.  
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987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:32]  
 

Akan disampaikan oleh rekan kami.  
 

988. KETUA: SALDI ISRA [01:29:32]  
 

Silakan.  
 

989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:29:40]  
 

Izin, Yang Mulia. Kami (...)  
 

990. KETUA: SALDI ISRA [01:29:41]  
 
 Ya. 
 

991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:29:42]  
 

Melanjutkan terkait dengan tanggapan terhadap dalil tentang 
pelanggaran di Distrik-Distrik Wilayah Kabupaten Mimika, perkenankan 
Pihak Terkait menanggapi dalam keterangannya ini hanya dituduhkan 
kepada Pihak Terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai 
berikut.  

Atas dalil pelanggaran di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, 
Provinsi Papua Tengah, disampaikan bantahan dan klarifikasi bahwa 
ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan 
membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS 
pada Distrik Agimuga. Pemohon baru mempermasalahkan ketika 
mengetahui suaranya kalah dari Pihak Terkait dan berada pada posisi 
paling bawah.  
 

992. KETUA: SALDI ISRA [01:30:17]  
 
 Oke. 
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993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:30:19]  
 

Poin Nomor 4 sampai 5, sampai dengan yang seterusnya untuk 
setiap distrik.  
 

994. KETUA: SALDI ISRA [01:30:24]  
 

Dianggap dibacakan, ya?  
 

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:30:26]  
 

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.  
 

996. KETUA: SALDI ISRA [01:30:28]  
 

Ya. Langsung ke Petitum. Atau ada poin lain yang mau 
disampaikan?  
 

997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:30:33]  
 

Cukup, Yang Mulia. Kami langsung Petitum. 
 

998. KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]  
 

Cukup, langsung petitum.  
 

999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:30:37]  
 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait 
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:  

Dalam Eksepsi.  
1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Mimika, Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang 
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Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 
2024 yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024, pada Pukul 
23.34 WIT.  

3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan 
seterusnya (...)  

 
1000. KETUA: SALDI ISRA [01:30:55]  

 
Oke, itu tidak usah dibacakan itu, Pak.  
 

1001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARVEY J. DANGEUBUN 
[01:30:57]  

 
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 
Hormat Kuasa Hukum, ditandatangani.  
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
1002. KETUA: SALDI ISRA [01:31:20]  

 
Oke. Sekarang masuk ke 256. Ada yang poin yang berbeda 

enggak? Yang lain yang tadi dianggap kalau ada yang bersamaan form 
... apanya ... dalilnya, nanti dianggap sama, kalau ada yang lain yang 
berbeda, yang harus dijelaskan. Silakan.  
 

1003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:34]  
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia (...)  
 

1004. KETUA: SALDI ISRA [01:31:36]  
 

Kalau bisa waktunya diirit, ya. Tadi sudah kelebihan waktu di 
nomor sebelumnya.  
 

1005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:36]  
 

Baik. 
 

1006. KETUA: SALDI ISRA [01:31:38]  
 
 Silakan. 
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1007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:39]  
 

Sedikit ... sedikit tambahan, Yang Mulia.  
 

1008. KETUA: SALDI ISRA [01:31:39]  
 
 Ya. 
 

1009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:40]  
 

Mengenai Eksepsi kami setuju untuk dianggap dibacakan.  
 

1010. KETUA: SALDI ISRA [01:31:41]  
 
 Ya.  
 

1011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:43]  
 

Perkenaan dengan keterangan atau klarifikasi Pihak Terkait atas 
tuduhan mutasi, sebagaimana sudah disampaikan di perkara 
sebelumnya.  
 

1012. KETUA: SALDI ISRA [01:31:52]  
 
 Ya.  
 

1013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:54]  
 

Itu sama persis. Namun, ada satu yang perlu kami juga 
sampaikan dalam Persidangan ini bahwa kami juga sudah 
mengklarifikasi, jadi kep ... langsung kepada p ... Pj Sekda Kabupaten 
Mimika, atas terbitnya petikan keputusan yang ditandatangani yang 
bersangkutan.  
 

1014. KETUA: SALDI ISRA [01:32:14]  
 
 Ya. 
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1015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:32:15]  
 

Nah, kemudian, sudah dijawab, jawaban itu ada di PT-69, Yang 
Mulia. Bahwa pada pokoknya me ... Pj Sekda itu menyatakan bahwa 
Petikan SK Mutasi beberapa ASN, terdapat kekeliruan, kata Pj Sekda itu, 
dan telah dibatalkan dengan SK pembatalan tanggal 30 Agustus.  
 

1016. KETUA: SALDI ISRA [01:32:33]  
 

Itu dilampirkan ndak, SK pembatalannya?  
 

1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:32:36]  
 

Dilampirkan, Yang Mulia.  
 

1018. KETUA: SALDI ISRA [01:32:37]  
 
 Oke. 
 

1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:32:37] 
 

Kemudian, selama masa jabatan, disampaikan oleh Pj Sekda 
tersebut, selama masa jabatan p ... Plt Bupati Mimika, tidak pernah 
dilakukan pelantikan atau rolling pejabat di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Mimika.  
 

1020. KETUA: SALDI ISRA [01:32:50]  
  

Itu sama dengan rekomendasi tadi, ya?  
 

1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:32:52]  
 
 Ya, jadi (...)  
 

1022. KETUA: SALDI ISRA [01:32:53]  
 

Oke. Apa yang lain, Pak Heru?  
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1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:32:54]  
 

Jadi, berdasarkan uraian fakta tersebut, terbukti bahwa Johannes 
Rettob tidak pernah melakukan mutasi.  

Kemudian yang lain, berkenaan dengan dalil pelanggaran TSM 
yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara ini. Jadi, pelanggaran-
pelanggaran yang didalilkan berkenaan dengan ASN tidak netral, 
intimidasi, penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak 
profesional, kemudian politik uang. Kami sampaikan dalam … secara 
ringkas, di halaman 39.  

 
1024. KETUA: SALDI ISRA [01:33:27]  

 
Ya. 
 

1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:33:28]  

 
Jawaban kami di perkara ini. Terhadap dalil Permohonan tersebut, 

tentang pelanggaran yang bersifat sistematis, dimana Johannes Rettob 
saat menjabat Bupati Mimika, telah dibantah dan diklarifikasi bahwa 
yang bersangkutan bukan Bupati Mimika, sehingga unsur pelanggaran 
sistematis tidak terbukti.  

Kemudian berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat 
terstruktur, dengan terlibatnya ASN yang tidak lain adalah bawahan 
Johannes Rettob sabat ... saat menjabat bupati, dalil tersebut juga telah 
dibantah dan diklarifikasi bahwa Johannes Rettob tidak melakukan 
mutasi, sebagaimana fakta hukum yang kami uraikan di atas, sehingga 
unsur sistematis tidaklah terbukti.  

Termasuk juga mengenai dalil pelanggaran masif, Pemohon tidak 
te ... tidak terdapat uraian dalam Permohonan itu, tentang terjadinya 
pelanggaran yang tersebar di hampir semua daerah di Kabupaten Mimika 
dan Pemohon juga tidak pernah menguraikan tempatnya terjadi di 
mana, sehingga unsur masif pun, tidak terbukti.  

Atas dasar argumentasi tersebut, maka dalil Permohonan yang 
menyatakan telah terjadi pelanggara ... pelanggaran TSM, tidak terbukti 
menurut hukum.  

Selanjutnya, dalam Petitum dibacakan oleh rekan kami.  
 

1026. KETUA: SALDI ISRA [01:34:37]  
 
 Sebentar, sebelum ke Petitum. 
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1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:38]  
 
 Ya. 
 

1028. KETUA: SALDI ISRA [01:34:39]  
 
 Itu surat ... apa tadi ... Sekda tadi, Pejabat Sekda, ya? 
 

1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:42]  
 
 Ya. 
 

1030. KETUA: SALDI ISRA [01:34:42]  
 

Yang mengatakan bahwa petikan itu keliru, itu di PT berapa?  
 

1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:46]  
 

69, Yang Mulia.  
 

1032. KETUA: SALDI ISRA [01:34:47]  
 

69, tolong dicek. PT-69 untuk Perkara Nomor?  
 

1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:53]  
 

272 dan 256. 
 

1034.  KETUA: SALDI ISRA [01:34:55]  
 

Ini sam ... sama, ya? Apanya (…) 
 

1035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:56]  
 

Sama, Yang Mulia.  
 

1036. KETUA: SALDI ISRA [01:34:57]  
 

Coba lihat. Ini Sekretariat Daerah, Direktorat Hukum dan Advokasi 
Publik, itu ya? Klarifikasi, tindak lanjut, menindaklanjuti Surat Direktorat 
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Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Mimika Tahun 2024 tentang Klarifikasi, tertanggal 16 Januari 
2025, dengan ini kami menyampaikan klarifikasi pemerintah daerah. 
Bahwa terkait dugaan mutasi. Oke, nanti kita akan baca ini. Selama 
masa jabatan Plt, ini sama dengan yang tadi. Oke, nanti kita akan nilai.  

Lanjut(…)   
 

1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:35:41]  
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1038. KETUA: SALDI ISRA [01:35:42]  
 

Ke Petitum. 
 

1039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY RONDONUWU GOHA 
[01:35:47]  
 
 Izin membacakan Petitum, Yang Mulia. 
 

1040. KETUA: SALDI ISRA [01:35:49]  
 
 Silakan. 
 

1041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: WELLY RONDONUWU GOHA 
[01:35:50] 
 
 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait 
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut. 
 Dalam Eksepsi. 

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara. 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024, tentang Penetapan 
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 
yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT. 

3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Mimika Nomor 38 tentang penetapan pasangan 
calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
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Mimika Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan 
keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024, 
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 
2024, tanggal 23 September 2024. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Ditandatangani.  
 

1042. KETUA: SALDI ISRA [01:37:01]  
 

Terima kasih. Cukup, ya.  
Sekarang Bawaslu Kabupaten Mimika. Ini untuk langsung kedua 

nomor saja, ya. Nanti dimulai dari 272, nanti kalau ada penegasan di 
256, ditambahkan saja. Silakan.  
 

1043. BAWASLU: ARFAH [01:36:00]  
 

Ya. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

1044. KETUA: SALDI ISRA [01:37:22]  
 

Waalaikumsalam.  
 

1045. BAWASLU: ARFAH [01:37:44]  
 

Izin, Yang Mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika akan 
menyampaikan keterangan berkaitan dengan Permohonan 272 dan 256.  
 

1046. KETUA: SALDI ISRA [01:37:34]  
 
 Ya. 
 

1047. BAWASLU: ARFAH [01:37:35]  
 

Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71. 
 

1048. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]  
 
 Ya. 
 

1049. BAWASLU: ARFAH [01:37:38]  
 

 Ini hampir sama dengan Permohonan 256 dan (...)  
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1050. KETUA: SALDI ISRA [01:37:44]  
 
 Ya. 
 

1051. BAWASLU: ARFAH [01:37:44]  
  

272. Jadi kami untuk (...)  
 

1052. KETUA: SALDI ISRA [01:37:46]  
 

Gabung saja, ya? 
 

1053. BAWASLU: ARFAH [01:37:47]  
 
  Ya. 
 

1054. KETUA: SALDI ISRA [01:37:47]  
 

Dianggap itu untuk kedua Nomor, silakan!  
 

1055. BAWASLU: ARFAH [01:37:50]  
 

Bahwa berkaitan dengan dalil pena … penanganan pelanggaran 
yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, berkaitan dengan 
pelanggaran serius berupa pergantian pejabat 6 bulan sebelum 
penetapan pasangan calon, sebagaimana yang dilakukan oleh 
Permohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.  
a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima 6 laporan, yang 

pada pokoknya adalah berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Pasal 
71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dengan nomor terlapor … 
terlapor Johannes Rettob. 

b. Bahwa dari 6 laporan tersebut, terdapat 4 laporan yang disampaikan 
pada hari yang sama. Jadi Laporan Nomor 1 sampai 4 ini sama 
harinya.  

 
1056. KETUA: SALDI ISRA [01:38:34]  

 
Kapan itu, Pak?  

 
1057. BAWASLU: ARFAH [01:38:34]  

  
Tanggal 17 September, Yang Mulia.  
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1058. KETUA: SALDI ISRA [01:38:37]  
 

17 September, ya?  
 

1059. BAWASLU: ARFAH [01:38:40]  
  

Ya.  
 

1060. KETUA: SALDI ISRA [01:38:40]  
 

17 September itu belum ada penetapan pasangan calon kan? 
Sudah belum? 
 

1061. BAWASLU: ARFAH [01:38:45]  
 

Belum ada, Yang Mulia. 
 

1062. KETUA: SALDI ISRA [01:38:46]  
  

Oke, penetapan kapan di situ KPU? 22, ya?  
 

1063. BAWASLU: ARFAH [01:38:49]  
 

Tanggal 22, Yang Mulia.  
 

1064. KETUA: SALDI ISRA [01:38:50]  
 

Oke, lanjut.  
 

1065. BAWASLU: ARFAH [01:38:55]  
 

Laporan 1 ... Laporan 01 LP/PB Kabupaten Mimika/, ini dianggap 
dibacakan, Yang Mulia.  
 

1066. KETUA: SALDI ISRA [01:39:03]  
 

Ya.  
 

1067. BAWASLU: ARFAH [01:38:05]  
 

Lima, terdapat Laporan Nomor 06 LP/PB/Kab/33.10/IX (...)  
 

1068. KETUA: SALDI ISRA [01:39:19]  
 
 Ya. 
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1069. BAWASLU: ARFAH [01:36:00]  
  

/2024, yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 
September 2024. 

Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat 
formil dan materiil dengan dilengkapi bukti-bukti baru, sehingga 
diregistrasi dan ditindaklanjuti.  
 

1070. KETUA: SALDI ISRA [01:39:35]  
 

Oke.  
 

1071. BAWASLU: ARFAH [01:39:35]  
 

Laporannya dengan Nomor Registrasi 05.  
 

1072. KETUA: SALDI ISRA [01:39:38]  
 

Oke, lanjut.  
 

1073. BAWASLU: ARFAH [01:39:40]  
 

Dan bahwa Laporan Nomor  007 LP/PB/Kab dan seterusnya, itu 
kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang 
pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian, 
diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Nomor Laporan 06/REG. 

 
1074. BAWASLU PERKARA NOMOR 256 DAN 272/PHPU.BUP-

XXIII/2025: ARFAH [01:40:00]  
 

Bahwa ... 7. Bahwa pada pokoknya, Laporan dengan Nomor 
Registrasi 05 dan seterusnya (...) 
 

1075. KETUA: SALDI ISRA [01:40:15] 
 
 Ya. 
 

1076. BAWASLU: ARFAH [01:40:15] 
    

Dan laporan (...)  
 

1077. KETUA: SALDI ISRA [01:40:15] 
 

05 dan 06, ya?  
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1078. BAWASLU: ARFAH [01:40:16] 
 
 Ya.  
 

1079. KETUA: SALDI ISRA [01:40:16] 
 
 Terus? 
 

1080. BAWASLU: ARFAH [01:40:18] 
 
Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan 

pemeriksaan terhadap pelapor, Robert Kambu, terlapor dan joa … 
terlapor dan Joha … Johannes Rettob, dan pihak pihak (...) 
 

1081. KETUA: SALDI ISRA [01:40:31] 
  
 Terlapor, atas nama, ya? 
 

1082. BAWASLU: ARFAH [01:40:33] 
 
 Ya. 
 

1083. KETUA: SALDI ISRA [01:40:33] 
 

Terlapor atas nama Johannes Rettob, ya? Oke  
 

1084. BAWASLU: ARFAH [01:40:36] 
 

Yaitu, Kepala BKPSDM. 
 

1085. KETUA: SALDI ISRA [01:4039] 
 
 Ya. 
 

1086. BAWASLU: ARFAH [01:40:39] 
 

Atas nama, Ever Lukas Hindom. 
 

1087. KETUA: SALDI ISRA [01:40:42] 
 
 Ya. 
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1088. BAWASLU PERKARA NOMOR 256 DAN 272/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ARFAH [01:40:42] 
 

Dan Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte dan Kepala BPKAD 
atas nama Marten Melisa, serta memperhatikan hal segai … berikut. 
 

1089. KETUA: SALDI ISRA [01:40:56] 
 
 Ya. 
 

1090. BAWASLU: ARFAH [01:40:56] 
 

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. 
 

1091. KETUA: SALDI ISRA [01:41:00] 
 

Oke, itu soal ketentuan-ketentuan itu, oke, dianggap dibacakan. 
Hasilnya apa, Pak?  

 
1092. BAWASLU: ARFAH [01:41:07] 

 
Hasil pengawas (…) 

 
1093. KETUA: SALDI ISRA [01:41:10] 

 
Silakan. 

 
1094. BAWASLU: ARFAH [01:41:21] 

 
Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status 

Laporan Nomor 06. 
 

1095. KETUA: SALDI ISRA [01:41:30] 
 

Terus, Pak. 
 

1096. BAWASLU: ARFAH [01:41:30] 
 

006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 … tanggal 5 
Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran 
administrasi dan pidana pemilihan, melainkan berpotensi melanggar 
peraturan perundang-undangan lainnya, vide buk … (vide Bukti PK-
36.8.17). 
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1097. KETUA: SALDI ISRA [01:42:01] 
 

Terus? 
 

1098. BAWASLU: ARFAH [01:42:02] 
 

Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana 
yang dimaksud pada angka 7, telah diterbitkan status laporan 
permohonan … Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah laporan 
bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan pidana 
pemilihan, melainkan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
lainnya. 
 

1099. KETUA: SALDI ISRA [01:42:22] 
 

Oke. 
 

1100. BAWASLU: ARFAH [01:42:23] 
 

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. 
Pokok Permohonan lainnya izinkan kami membacakan secara 

terpisah. 
 

1101. KETUA: SALDI ISRA [01:42:30] 
 
 Ya. 
 

1102. BAWASLU: ARFAH [01:42:30] 
 

Untuk setiap Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 
masing-masing untuk Perkara 2 … 225[sic!] dan 272. 
 

1103. KETUA: SALDI ISRA [01:42:37] 
 

272 dan 256. Silakan.  
 

1104. BAWASLU: ARFAH [01:42:56] 
 

Ini tentang … bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan 
mengenai partisipasi pemilihan 100% DPT, angka 1 sampai 17, halaman 
17-59. Terhadap dalil Pemohon tersebut. 
 

1105. KETUA: SALDI ISRA [01:47:09] 
 

Ya. 
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1106. BAWASLU: ARFAH [01:47:09] 
 

Berikut keterangan Bawaslu. 
Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

dimohonkan bahwa pelanggaran serius terhadap prinsip pemilihan 
langsung, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil, pelanggaran … terhadap 
sistem pemilihan. Bahwa sampai dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten 
Mimika diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, tidak dapat … tidak 
terdapat laporan, serta temuan berkaitan dengan pelanggaran tata cara 
dan prosedur pemilihan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran 
pada kontes pemilihan dengan prinsip on (...) 
 

1107. KETUA: SALDI ISRA [01:47:43] 
 

One man one vote? 
 

1108. BAWASLU: ARFAH [01:47:44] 
 
 Ya. 
 

1109. KETUA: SALDI ISRA [01:47:45] 
 
 Terus? 
 

1110. BAWASLU: ARFAH [01:47:45] 
 

Khusus untuk distrik-distrik yang sebagaimana disebutkan dalam 
Pokok Permohonannya, Yang Mulia. 
 

1111. KETUA: SALDI ISRA [01:47:50]  
 

Oke, lanjut. 
 

1112. BAWASLU: ARFAH [01:47:52] 
 

Bahwa pada pokoknya, permohonan berasumsi tidak terjadi 
pemilihan …. pemilihan secara langsung yang … dengan berdasarkan 
penyandingan data berupa Bukti D.Hasil Distrik Kecamatan sebagai tolok 
ukur pemilihan secara langsung atau tidak terhadap hal tersebut, 
Bawaslu menyampaikan. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak 
ditemukan dugaan pelanggaran penggunaan tata cara pemilihan dengan 
menggunakan sistem noken atau pemilihan tidak berdasarkan prinsip on 
my one[sic!]. 

 
 



130 
 

 
 

1113. KETUA: SALDI ISRA [01:44:21]  
 

One vote. 
 

1114. BAWASLU: ARFAH [01:44:21]  
 

Ya. 
 

1115. KETUA: SALDI ISRA [01:44:22] 
 

Oke. 
 

1116. BAWASLU: ARFAH [01:44:22]  
 
Pada distrik … 12 distirik.  
 

1117. KETUA: SALDI ISRA [01:44:25] 
 
Oke, jadi tidak ada noken di situ, ya?  

 
1118. BAWASLU: ARFAH [01:44:27]  

 
Tidak ada sistem noken, Yang Mulia. 

 
1119. KETUA: SALDI ISRA [01:44:29]  

 
Itu di ... kalau ditanya Bawaslu, ketika terjadi rekap di tingkat 

distrik atau kecamatan itu, distrik?  
 

1120. BAWASLU: ARFAH [01:44:36]  
 

Ya, distrik. 
 

1121. KETUA: SALDI ISRA [01:44:37]  
 

Distrik, tanda tangan enggak semua saksi pasangan calon?  
 

1122. BAWASLU: ARFAH [01:44:49]  
 

Tidak semua, Yang Mulia.  
 

1123. KETUA: SALDI ISRA [01:44:50]  
 

Tidak semua?  
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1124. BAWASLU: ARFAH [01:44:51]  
 

Ya.  
 

1125. KETUA: SALDI ISRA [01:44:51]  
 

KPU, di distrik mana yang pasangan calon tidak tanda tangan?  
 

1126. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:44:57]  
 

Seingat saya saja, Yang Mulia, ya. 
 

1127. KETUA: SALDI ISRA [01:44:59]  
 
Ya. 

 
1128. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:01]  

 
Di Distrik Agimuga misalnya hanya Saksi Paslon 01 yang 

menandatangani. 
 

1129. KETUA: SALDI ISRA [01:45:06] 
 

Oke. 
 

1130. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:07]  
 

Kemudian di Distrik Jita juga sama, Yang Mulia. 
 

1131. KETUA: SALDI ISRA [01:45:13] 
 
Oke. Kalau begitu, pertanyaannya saya ubah, di luar tadi yang 

tidak ditemukan C-1, ya.  
 

1132. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:21]  
 
Ya. 
 

1133. KETUA: SALDI ISRA [01:45:22] 
 
Di distrik apa tadi, Jila ya?  

 
1134. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:23]  

 
Jila. 
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1135. KETUA: SALDI ISRA [01:45:24]  
 

Jila, nah itu di TPS-TPS lain ditandatangani enggak oleh Saksi, C-1 
nya?  
 

1136. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:31]  
 

TPS atau distrik, Yang Mulia?  
 

1137. KETUA: SALDI ISRA [01:45:33]  
 

Di TPS. 
 

1138. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:33]  
 

Oh di TPS, di TPS juga di ... terutama di sir … pesisir … di daerah 
pesisir, Yang Mulia. 

 
1139. KETUA: SALDI ISRA [01:45:38]  

 
Ya. 
 

1140. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:39]  
 
Itu tidak ditandatangani C.Hasil-nya, ada beberapa yang tidak 

ditandatangani. 
 

1141. KETUA: SALDI ISRA [01:45:42]  
 

Ada beberapa yang tidak tanda tangan? 
 

1142. TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [01:45:44]  
 

Di daerah pesisir, Yang Mulia. 
 

1143. KETUA: SALDI ISRA [01:46:11]  
 

Oke, Terima kasih, Pak.  
Silakan lanjutkan. Apa lagi, Pak? Yang penting tidak ada noken di 

sini, itu penegasannya sama sesuai dengan … apa namanya … PKPU, ya. 
Tidak ada noken karena ini tidak termasuk daerah yang diberlakukan 
noken. Apa lagi?  
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1144. BAWASLU: ARFAH [01:46:12]  
 

Yang selanjutnya, Yang Mulia. 
 

1145. KETUA: SALDI ISRA [01:46:14] 
 

Ya. 
 

1146. BAWASLU: ARFAH [01:46:14]  
 
Mohon izin. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan 

mengenai Pemohon telah membuat laporan pada Bawaslu angka 19 
halaman 65-66 terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan 
Bawaslu.  

Bahwa terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran telah 
dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, sebagaimana 
mekanisme penanganan yang diatur dalam peraturan Perbawaslu 
adapun berkaitan dengan laporan yang disebutkan oleh Pemohon, dapat 
disampaikan keterangan sebagai berikut. 

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan 
pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan tanda bukti 
penyampaian laporan Nomor 02, itu Bukti PK-36.8.52. 

 
1147. KETUA: SALDI ISRA [01:47:09] 

 
Oke. Nah begini, Pak, pertanyaannya, Pak, berapa laporan yang 

masuk ke Bapak ini, selama pilkada ini? 
 

1148. BAWASLU: ARFAH [01:47:15]  
 

Laporan. 
 

1149. KETUA: SALDI ISRA [01:47:17] 
 

Jumlahnya.  
 

1150. BAWASLU: ARFAH [01:47:18]  
 

45, Yang Mulia.  
 

1151. KETUA: SALDI ISRA [01:47:20] 
 
45, ya? 
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1152. BAWASLU: ARFAH [01:47:20]  
 
Ya. 
 

1153. KETUA: SALDI ISRA [01:47:21] 
 

 45 laporan, Dari 45 laporan ini, Pak, berapa yang ditindaklanjuti 
yang diregistrasi? 

 
1154. BAWASLU: ARFAH [01:47:35]  

 
10, Yang Mulia.  
 

1155. KETUA: SALDI ISRA [01:47:36] 
 
10, dari 10 yang diregistrasi, berapa yang terbukti? 
 

1156. BAWASLU: ARFAH [01:47:44]  
 

Jadi, Yang Mulia (...) 
 

1157. KETUA: SALDI ISRA [01:47:45] 
 

Ya. 
 

1158. BAWASLU: ARFAH [01:47:46] 
 
 Tidak ada yang terbukti karena ada beberapa yang kami 

meminta kepada pelapor, untuk melengkapi berkas-berkas. Dan ternyata 
selama di hari yang ditentukan, sesuai yang Perbawaslu, itu pelapor itu 
tidak melengkapi, Yang Mulia.  
 

1159. KETUA: SALDI ISRA [01:48:03]  
 
 Karena tidak melengkapi, sehingga kemudian tidak dilanjutkan, 
ya?  
 

1160. BAWASLU: ARFAH [01:48:05]  
 
 Ya, tidak dilanjutkan, Yang Mulia.  
 

1161. KETUA: SALDI ISRA [01:48:07]  
  
 Oke, jadi tidak ada yang terbukti satu pun?  
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1162. BAWASLU: ARFAH [01:48:10]  
 
 Ya.  
 

1163. KETUA: SALDI ISRA [01:48:10]  
 
 Nah, kami sekarang mau minta ini penjelasan, soal yang 
kelebihan-kelebihan 100% tadi, apa yang bisa dijelaskan, KPU … 
Bawaslu? Silakan, Ibu yang mau menjelaskan?  
 

1164. BAWASLU: DIANA MARIA DAYME [01:48:45]  
 
 Sebentar ya, Pak.  
 

1165. KETUA: SALDI ISRA [01:48:45]  
 
 Ya. Nah, itu dikasih Bapak itu. Nah, kalau sem … sem … 
semencari … sementara mencari, ada ndak laporan terkait dengan 
kelebihan itu? Ke Bawaslu?  
 

1166. BAWASLU: ARFAH [01:50:20]  
 
 Izin, Yang Mulia. Tidak ada.  
 

1167. KETUA: SALDI ISRA [01:50:21]  
 
 Tidak ada laporan, ya? 
 

1168. BAWASLU: ARFAH [01:50:22]  
 
 Ya, sampai (...)  
 

1169. KETUA: SALDI ISRA [01:50:23]  
 
 Jadi sampai ke rekap di Tingkat Kabupaten?  
 

1170. BAWASLU: ARFAH [01:50:26]  
 
 Ya.  
 

1171. KETUA: SALDI ISRA [01:50:27]  
 
 Setelah rekab di kabupaten, juga tidak ada laporan ke Bawaslu?  
 Silakan, Pak.  
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1172. BAWASLU: YUSUF HERRU SRAUN [01:50:37]  
 
 Izin, Yang Mulia. 
 

1173. KETUA: SALDI ISRA [01:50:37]  
 
 Ya.  
 

1174. BAWASLU: YUSUF HERRU SRAUN [01:50:37]  
 
 Terkait dengan laporan … terkait dengan laporan kelebihan dalam 
rekapitulasi, tidak pernah ada laporan.  
 

1175. KETUA: SALDI ISRA [01:50:46]  
 
 Sampai perkara ini masuk ke Mahkamah Konstitusi? 
 

1176. BAWASLU: YUSUF HERRU SRAUN [01:50:48]  
 
 Sampai perkara ini masuk di Mahkamah. 
 

1177. KETUA: SALDI ISRA [01:50:49]  
 
 Tidak ada laporan ke Bawaslu?  
 

1178. BAWASLU: YUSUF HERRU SRAUN [01:50:50]  
 
 Tidak ada laporan.  
 

1179. KETUA: SALDI ISRA [01:50:51]  
 
 Oke. Oke, cukup. Nanti, kalau … itu semua diserahkan ke kami, 
kan? Bukti-buktinya?  
 

1180. BAWASLU: ARFAH [01:50:57]  
 
 Ya. 
 

1181. KETUA: SALDI ISRA [01:50:58]  
 
 Oke, nanti kita cek. Apa lagi yang mau disampaikan Bawaslu?  
Silakan.  
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1182. BAWASLU: ARFAH [01:51:01]  
 
 Soal di … izin, Yang Mulia.  
 

1183. KETUA: SALDI ISRA [01:51:05]  
 
 Ya.  
 

1184. BAWASLU: ARFAH [01:51:05]  
 
 Di … apa … Permohonan 256.  
 

1185. KETUA: SALDI ISRA [01:51:09]  
 
 Ya. Di 256 apa yang mau ditegaskan, Pak?  
 

1186. BAWASLU: ARFAH [01:51:31]  
 
 Soal ASN tidak netral, Yang Mulia.  
 

1187. KETUA: SALDI ISRA [01:51:34]  
 
 Ya.  
 

1188. BAWASLU: ARFAH [01:51:35]  
 
 Bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan dalam 
persidangan ini, tidak dapat … tidak terdapat laporan berkaitan dengan 
dugaan pelanggaran netralitas ASN.  
 

1189. KETUA: SALDI ISRA [01:51:45]  
 
 Ya.  
 

1190. BAWASLU: ARFAH [01:51:46]  
 
 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS Kelurahan 
Wanagon, Distrik Mimika Baru, sebagaimana yang termuat dalam 
Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.02.00/030/2024 itu vide 
Bukti-32. 
 

1191. KETUA: SALDI ISRA [01:52:11] 
 
 Ya. 
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1192. BAWASLU: ARFAH [01:52:12]  
 

Dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS 
berkenaan[sic!] dengan pemungutan suara ulang oleh Panwas Distrik 
Mimika Baru yang direkomendasikan. 
 

1193. KETUA: SALDI ISRA [01:52:23]  
 

Ya, ada lagi?  
 

1194. BAWASLU: ARFAH [01:52:26] 
 
  Ini soal intimidasi, Yang Mulia. 
 

1195. KETUA: SALDI ISRA [01:52:29]  
 

Ya.  
 

1196. BAWASLU: ARFAH [01:52:29] 
 

Bahwa terdapat satu laporan intimidasi, sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pokok Permohonan yang dilaporkan oleh Siti Khadijah.
  
 

1197. KETUA: SALDI ISRA [01:52:35]  
 
 Ya.  
 

1198. BAWASLU: ARFAH [01:52:36]  
 

Dengan Nomor Laporan 037/LP/PB/ kop … kop … 
Kab/36.04/12/2024 (vide 8.35)[sic!]. Bahwa berdasarkan hasil kajian 
awal, laporan memenuhi syarat fromil, namun belum memenuhi syarat 
materiil, sehingga pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi 
laporan.  
 

1199. KETUA: SALDI ISRA [01:53:07]  
 

Oke. Lalu dilengkapi atau tidak?  
 

1200. BAWASLU: ARFAH [01:53:12]  
 

Tidak. 
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1201. KETUA: SALDI ISRA [01:53:12]  
 

Ya.  
 

1202. BAWASLU: ARFAH [01:53:12]  
 

 Tidak mele … melengkapi, Yang Mulia.   
 

1203. KETUA: SALDI ISRA [01:53:14]  
 

Oke, lanjut, apa lagi?  
 

1204. BAWASLU: ARFAH [01:53:21] 
 

Ini penyelenggara yang tidak bertanggung jawab dan tidak 
profesional, Yang Mulia. 
 

1205. KETUA: SALDI ISRA [01:53:25]  
 

Ya, kalau penyelenggara itu Bapak berdua, kan?  
 

1206. BAWASLU: ARFAH [01:53:27] 
 

Ya.  
 

1207. KETUA: SALDI ISRA [01:53:27]  
 

KPU satu, Bawaslu satu. Silakan, Pak, bagaimana Bapak 
menjelaskan?  
 

1208. BAWASLU: ARFAH [01:53:34]  
 

Bawaslu Kabupaten Mimika bekerja dengan prinsip-prinsip serta 
dengan berpedoman pada perilaku penyelenggara pem … pemilu dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang yang dimaksud ... sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan pera … Peraturan 
Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Asas Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanganan 
pelanggaran.  

Pemilihan Kepala Daerah serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan 
Umum. Bukan pedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 
tentang sistem per … perbukuan, sebagaimana yang disebutkan di 
halaman 13 dalam Pokok Permohonan Pemohon, Yang Mulia.  
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1209. KETUA: SALDI ISRA [01:54:30]  
 

Silakan! 
 

1210. BAWASLU: ARFAH [01:54:31]  
 

Tidak ter … dua. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya 
masyarakat yang tidak diberikan surat undangan pemilih dan tidak diberi 
tahunya jumlah surat suara seluruhnya kepada Saksi Pemohon di TPS 01 
di Dingo Narama.  

Tiga. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya pertemuan 
panitia Distrik PPD dengan pe … Pengawas Distrik atau Pandis Mimika 
Barat Tengah di Hotel Serayu untuk mengubaca C.Hasil.  

Empat, tidak terdapat laporan berkaitan dengan pemilihan su … 
pengalihan suara Permohonan sebesar=100 suara yang dilakukan oleh 
Ketua KPPS dan TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole, Distrik Kwamki 
Narama, serta tidak terdapat keberatan khusus, pada peristiwa 
pergeseran suara TPS 01 dan TPS 02, pada saat rekapitulasi tingkat 
distrik, Yang Mulia.  

 
1211. KETUA: SALDI ISRA [01:55:33]  

 
Oke. Apa lagi, Pak? Cukup? 

 
1212. BAWASLU: ARFAH [01:55:40]  

 
Ya.  
 

1213. KETUA: SALDI ISRA [01:55:41]  
 

Cukup. Oke, terima kasih.  
 

1214. BAWASLU: ARFAH [01:55:44]  
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1215. KETUA: SALDI ISRA [01:55:45]  
 
 Ya. Terima kasih, jadi ini … apa … Mimika, sudah selesai, 
sekarang matikan miknya, Pak.  
 Kuasa Hukum Pemohon, tadi menyerahkan dokumen ini ke kami. 
Ini apa … apa, bagaimana menyebut dokumen ini? Silakan, Pak Wakil 
Kamal.  Dokumen yang diserahkan ke Mahkamah ini, dokumen apa ini?  
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1216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:19]  
 

Kemarin Mahkamah pada sidang sebelumnya mempertanyakan 
kepada kami. 
 

1217. KETUA: SALDI ISRA [01:56:23] 
 
 Ya. 
 

1218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:24]  
 

Tentang rincian jumlah TPS yang memiliki partipasi pemilih 100% 
atau lebih 100%, berapa TPS.  
 

1219. KETUA: SALDI ISRA [01:56:32]  
 
 Oke. 
 

1220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:33]  
 

Mahkamah. Kemudian kami menjawab dalam tertulis hari ini, 
Yang Mulia.  
 

1221. KETUA: SALDI ISRA [01:56:37]  
 

Ini fungsinya diletakkan bukan bagian dari Permohonan, ya?  
 

1222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:40]  
 

Bukan, tapi penjelasan (...) 
 

1223. KETUA: SALDI ISRA [01:56:42]  
 
 Penjelasan (…) 
 

1224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:43]  
 

Menjawab terhadap (...)  
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1225. KETUA: SALDI ISRA [01:56:44]  
 

Tidak juga bukti, ya?  
 

1226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:45]  
 

Bukan, Yang Mulia.  
 

1227. KETUA: SALDI ISRA [01:56:46]  
 
 Oke. 
 

1228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:47]  
 

Tapi berdasarkan jawabannya (...) 
 

1229. KETUA: SALDI ISRA [01:56:50]  
 

Perintah kemarin, lalu dibuat ini, ya?  
 

1230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:52]  
 

Ya, Yang Mulia. 
 

1231. KETUA: SALDI ISRA [01:56:53]  
 
 Oke. 
 

1232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:54]  
 

Pertanyaan-pertanyaan MK kemarin. 
 

1233. KETUA: SALDI ISRA [01:56:54]  
 
 Ya. 
 

1234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:55]  
 

Kami jawab yang ini, Yang Mulia. 
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1235. KETUA: SALDI ISRA [01:56:55]  
 

Oke, terima kasih. Cukup. 
Kita masuk sekarang ke ... atau ada yang mau ditambahkan Yang 

Mulia? Pak Arsul? Pak Ridwan? Ini karena sudah asik, jadi lupa ini. 
Kabupaten Muaro Jambi. Yang Mulia Pak Arsul, silakan mohon dipimpin.  
 

1236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256 DAN 
272/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:57:25] 
 

Mohon izin bergeser dulu, Yang Mulia.  
 

1237. KETUA: SALDI ISRA [01:57:27]  
 

Silakan kalau mau bergeser. Tapi pendapatnya ndak boleh 
bergeser, ya.  
 

1238. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:08]  
 

Baik, terima kasih.  
Sekarang Nomor 139, ya, Kabupaten Muaro Jambi. Silakan, 

Termohon menyampaikan jawaban, pokok-pokoknya.  
 

1239. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:58:22]  
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Untuk Perkara 139 yang hadir ada Bapak Supriadi, Anggota Divisi 

Hukum dan saya sendiri Nurhidayat dari Firma Hicon.  
 

1240. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:36]  
 
 Ya.  
 

1241. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:58:37]  
 

Nah, perkenankan dari Termohon untuk menyampaikan pokok-
pokok jawaban dari Termohon, Yang Mulia.  
 

1242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:42]  
 
 Ya. 
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1243. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:58:43]  
 

Yang pertama, untuk Kewenangan Mahkamah. Termohon untuk 
dianggap dibacakan.  
 

1244. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:51]  
 
 Ya. 
 

1245. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:58:52]  
 

Untuk Tenggang Waktu Permohonan.  
 

1246. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:54]  
 

Enggak bilang Mahkamah tidak berwenang, ya?  
 

1247. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:58:57]  
 

Mahkamah ... menurut hemat kami bahwa dalil Pemohon yang 
diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil 
pemilihan, Yang Mulia.  
 

1248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:05]  
 
 Oke. 
 

1249. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:59:06]  
 

Jadi, menurut kami, Mahkamah tidak berwenang juga, Yang 
Mulia.  
 

1250. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:08]  
 
 Ya. 
 

1251. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:59:09]  
 

Yang kedua, terkait dengan tenggat waktu pengajuan 
permohonan. 

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon sudah 
melewati tenggat waktu karena diajukan di hari keempat, Yang Mulia. 
 
 
 



145 
 

 
 

1252. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:22]  
 
 Ya. 
 

1253. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:59:23]  
 

Untuk Kedudukan Pemohon, menurut Pemohon … eh, menurut 
Termohon, Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan 
Permohonan Pemohonan … Permohonan Pemohon.  
 

1254. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:37]  
 

Apa? 158 terlewati?  
 

1255. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [01:59:40]  
 

Betul, Yang Mulia. Ini ada di … apa namanya … bahwa selisih 
perolehan suara akhir antara Pemohon dengan Bambang Bayu Suseno 
dan Junaidi H. Mahir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro 
Jambi Nomor 4 yang memperoleh suara terbanyak adalah 12.686 suara 
atau suara atau 5,49% dari total suara. Dengan demikian, menurut 
Termohon (...)  
 

1256. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:06]  
 
 Oke.  
 

1257. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:13]  
 

Pemohon tidak memenuhi syarat formil.  
 

1258. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:09]  
 
 Oke, lanjut.  
 

1259. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:10]  
 

Untuk mengajukan permohonan.  
 

1260. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:13]  
 

Soal objek permohonan.  
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1261. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:18]  
 

Nah, untuk Permohonan Eksepsi, terkait dengan Permohonan 
Pemohon tidak jelas, ini di sini saya sampaikan bahwa ada satu, 
Permohonan Pemohon bukan perselesaian hasil pemilihan.  

Yang kedua, terdapat (...)  
 

1262. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:30]  
 
 Ya.  
 

1263. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:31]  
 

Ketidaksinkronan antara TPS-TPS yang dipersoalkan pada Posita 
dengan Petitum. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.  
 

1264. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:38]  
 
 Ya. 
 

1265. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:40]  
 

Yang ketiga, Permohonan Pemohon diajukan lebih dari satu objek 
Permohonan, Yang Mulia.  
 

1266. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:44]  
 
 Oke. 
 

1267. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:46]  
 

Mohon dianggap dibacakan.  
Yang keempat, Permohonan Pemohon kehilangan objek. Mohon 

dianggap dibacakan, Yang Mulia.  
 

1268. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:49]  
 

Ya. Tadi lebih dari satu objek? 
 

1269. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:52]  
 
 Betul, Yang Mulia. 
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1270. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:53]  
 

Yang ini kehilangan objek.  
 

1271. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:54]  
 

Betul.  
 

1272. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:56]  
 

Bagaimana itu penjelasannya?  
 

1273. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:00:58]  
 

Untuk diajukan, untuk eksepsi terkait dengan Permohonan 
Pemohon diajukan lebih dari satu objek permohonan. Bahwa Pemohon 
mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada 
hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.27 WIB. Dengan objek 
Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1385 Tahun 
2024, dan seterusnya.  
 

1274. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:27]  
 
 Ya.  
 

1275. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:01:29]  
 

Yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 
Desember 2024, Pukul 00.05 WIB, dan ditandai dengan kode Bukti P-1 
oleh Pemohon.  

Bahwa kemudian, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan 
pada hari Rabu, tanggal 11 Desember, pukul 23.17.53 WIB bahwa 
ternyata objek Permohonan Pemohon bukan lagi Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1385, dan seterusnya. 
Yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, yang oleh Pemohon 
ditandai dengan kode Bukti P-1, melainkan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 1555 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dan seterusnya.  
 

1276. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:21]  
 
 Oke, cukup.  
 
 
 



148 
 

 
 

1277. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:02:22]  
 

Bahwa meskipun dalam Ketentuan PMK 3/2024 diperkenankan 
bagi Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan, dalam 
penalaran yang wajar, tidak dapat dimaknai oleh Pemohon untuk 
mengubah objek Permohonan dalam Perbaikan Permohonannya. Karena 
jika (...)   
 

1278. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:37]  
 

Oke, cukup. Sudah bisa dipahami.  
 Pokok Permohonan. 
 

1279. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:02:37] 
 
Baik, baik.  Terima kasih, Yang Mulia.  
Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.  

 
1280. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:49]  

 
 Ya.  
 

1281. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:02:50]  
 

Untuk jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon 
mengenai adanya pengaburan antara suara sah dan suara tidak sah, 
selama proses pemilihan.  

Bahwa yang pertama bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara 
rinci di mana, kapan, bagaimana cara Termohon mengaburkan antara 
suara sah dan suara tidak sah.  
 

1282. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:07]  
 
 Ya.  
 

1283. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:03:08]  
 

Bahwa faktanya, dari 203 TPS di tiga kecamatan, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Pemohon, ada saksi Pemohon yang hadir di TPS, 
tanda tangan pada C.Hasil Bupati di 168 TPS pada TPS yang 
dipersoalkan oleh Pemohon. Selain dari pada (...)  
 

1284. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:25]  
 

Ini Kecamatan Mestong, Jambi Luar Kota, dan Kumpeh Ulu, ya?  
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1285. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:03:30]  
 

Kumpeh Ulu. Betul.  
 

1286. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:31]  
 
 Oke.  
 

1287. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:03:33]  
 

Selain daripada itu, tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan 
keberatan atau mengisi Formulir Model C Keberatan Saksi TPS, di 203 
TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya.  
 

1288. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:44]  
 
 Oke.  
 

1289. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:03:46]  
 

Bahwa terhadap hasil perolehan suara tahap akhir, pasca PSU a 
quo, saksi Pemohon yang bernama Ahmad Azhari telah menandatangani 
Formulir D.Hasil Kabupaten KWK-Bupati, serta tidak mengajukan 
keberatan pada rapat plenor[sic!] ... Rapat Pleno Rekapitulasi 
Perhitungan suara tersebut. Artinya, Pemohon telah menerima seluruh 
tahapan pemilihan, pemungutan, dan rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 
Tahun 2024.  
 

1290. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:13]  
 
 Oke. 
 

1291. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:04:14]  
 

Yang selanjutnya, Yang Mulia, Jawaban Termohon terhadap 
adanya pengarahan dan intimidasi kepada para Kepala Desa, Petugas 
KPPS dan serta ASN secara masif dan merata. Jawaban Termohon angka 
9, halaman 21 (...)  
 

1292. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:28]  
 
 Ya. 
 
 



150 
 

 
 

1293. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:04:29]  
 

Sampai dengan 22.  
Bahwa ter … bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa, kapan, di 

mana, dan bagaimana cari ... cara dari pihak-pihak yang melakukan 
pengarahan dan intimidasi kepada Kepala Desa, petugas KPPS, serta 
ASN, secara masif. Hal tersebut hanya tuduhan yang mengada-ngada, 
tidak benar dan tidak berdasar.  

Bahwa apabila terdapat dugaan intimidasi dan/atau pengarahan 
kepada ASN, Kepala Desa dan at ... dan anggota KPPS, merupakan 
menjadi kewenangan Bawaslu dan sentra ... Sentra Gakkumdu untuk 
menindaklanjutinya, dan juga dapat ditegaskan bahwa Termohon akan 
menindaklanjuti kepada setiap rekomendasi atau putusan yang diberikan 
oleh Bawaslu.  

Bahwa selama Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapat 
informasi, rekomendasi, atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Muaro 
Jambi atas dalil tersebut di atas.  
 

1294. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:28]  
 
 Oke. 
 

1295. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:05:29]  
 

Yang selanjutnya, jawaban Termohon (...)  
 

1296. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:30]  
 

Ini, kalau tabel-tabel ini, dianggap dibacakan, ya?  
 

1297. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:05:33]  
 

Untuk tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.  
 

1298. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:34]  
 
 Ya, oke. 
 

1299. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:05:37]  
 

Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil hasil perolehan suara 
Pilkada di Muaro Jambi telah dicemari oleh penggunaan hak ... oleh 
penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak 
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mempunyai hak pilih dan tidak mempunyai KTP, dan tidak memiliki surat 
keterangan dari Disdukcapil di berbagai TPS di (...)  
 

1300. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:55]  
 
 Oke. 
 

1301. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:05:56]  
 

203 TPS, jawaban Termohon, angka 10 sampai angka … halaman 
49, Yang Mulia.  
 

1302. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:05]  
 
 Ya. 
 

1303. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:06:06]  
 

Bahwa pemilih yang memilih di 203 TPS yang tersebar di 3 
kecamatan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan 
Permohonannya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan 
memenuhi syarat sebagai pemilih, serta memilih hak pilih pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024.  
 

1304. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:28]  
 
 Oke. 
 

1305. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:06:28]  
 

Bahwa dalam menentukan orang-orang yang memenuhi syarat 
memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya, Termohon telah 
melaksanakan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2000 ... 2024, serta Termohon 
memastikan, bagi pemilih yang sudah terdaftar dan terdaftar dalam DPT, 
dapat menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS a quo, dengan 
memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Bahwa terhadap nama-nama yang termaktub di dalam tabel 
halaman 17-30 Perbaikan Permohonan, meru ... merupakan pemilih yang 
telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki hak pilih, serta 
telah terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro 
Jambi Tahun 2024, dan memiliki … dan memiliki Nomor Induk 
Kependudukan, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk dan/atau Identitas 
Kependudukan Digital.  
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1306. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:23]  
 
 Ya. 
 

1307. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:07:24]  
 

Bahwa terhadap nama-nama yang termaktub di dalam tabel 
jawaban Termohon, halaman 26 sampai dengan halaman 48, dapat 
Termohon jelaskan sebagai berikut.  

Bahwa terhadap nama-nama yang ada pada ta ... yang ada pada 
tabel di Kecamatan Mestong jawaban Termohon halaman 26 sampai 
halaman 33, jumlah total pemilih yang belum rekam KTP-el yang hadir di 
TPS, sebanyak 13 pemilih. Terhadap nama-nama yang ada pada tabel, di 
Kecamatan Jambi Luar Kota, jumlah total pemilih yang belum rekam 
KTP-el hadir di TPS sebanyak 24 pemilih. 
 

1308. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:0] 
  
  Oke. 
 

1309. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:08:0]  
 

 Terhadap nama-nama yang pada tabel di Kecamatan Kumpeh 
Ulu, jumlah total pemilih yang belum rekam KTP-el yang hadir di TPS 
sebanyak 13 pemilih.  

Bahwa terhadap hal-hal yang telah Termohon sampaikan pada 
tabel tersebut, merupakan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai 
pemilih dan memiliki hak pilih, sebagaimana ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Pemilihan PKPU 7/2024 dan Surat Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 2734 seterusnya, serta Peraturan Perundang-
Undangan lainnya. 

Selanjutnya, Yang Mulia, jawaban Termohon terhadap dalil yang 
pada pokoknya memiliki buk … Termohon yang memiliki bukti. 
 

1310. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:46]  
 

 Sebentar, itu kan belum rekam, tapi diberikan hak pilih? 
 

1311. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:08:50]  
 

 Betul, Yang Mulia. 
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1312. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:00]  
 

 Jadi judgement-nya atas dasar apa itu? Memastikan bahwa dia 
penduduk setempat. 
 

1313. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:08:58]  
 

 Untuk membawa biodata pemilih, Yang Mulia. 
 

1314. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:01]  
 

Biodata pemilih?  
 

1315. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:09:03]  
 
 Ya. 
 

1316. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:03]  
  

Disampaikan kepada siapa itu?  
 

1317. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:09:06]  
 

Ada keterangan domisili yang diserahkan ke KPPS, Yang Mulia. 
 

1318. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:11] 
  
  Oke. 
 

1319. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:09:12]  
 

 Untuk diperiksa. 
 

1320. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:13]  
 
  Oke. Ya sudah, nanti kami nilai, ya. 
 

1321. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:09:16]  
 
 Baik. Jawaban Termohon terhadap dalil yang pada pokoknya 
Pemohon memiliki bukti berupa surat keterangan tertulis dari pemilih 
yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak memiliki Surat Keterangan 
Disdukcapil yang pada tanggal 27 November 2024 diberikan surat 
keterangan untuk menggunakan hak pilih di TPS, menurut Termohon 
adalah sebagai berikut. 
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Bahwa terhadap nama-nama pemilih yang tercantum dalam tabel 
Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 17 sampai dengan halaman 
30, apabila dijumlahkan adalah sebanyak 563 pemilih. 

Bahwa setelah Termohon melakukan inzage pada tanggal 14 
Januari 2024 terhadap alat bukti permohon … Pemohon ... Pemohon 
hanya mengajukan bukti surat pernyataan sebanyak 141 yang ditandai 
dengan kode Bukti P-601 sampai dengan P-741, yang mana bukti 
tersebut sangat jauh berbeda dengan pernyataan dalil klaim yang 
disampaikan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya. 

Bahwa setelah Termohon mencermati alat bukti permohon 
dengan kode Bukti P-601 sampai dengan P-741 berupa surat 
pernyataan, nampaknya merupakan surat pernyataan yang standar atau 
template. 
 

1322. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:28]  
 

 Ya sudah, cukuplah soal surat pernyataan itu. 
 

1323. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:010:30]  
 
 Baik. 
 

1324. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:31]  
 
  Nanti kami yang nilai, ya. 
 

1325. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:10:33]  
 
 Baik. Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap jawaban Termohon 
terhadap dalil terbit rekomendasi Bawaslu yang menyatakan terdapat 
(...)  
 

1326. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:39]  
 
  Ya. 
 

1327. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:10:39]  
 

Pelanggaran administrasi pemilihan di 203 TPS pada 3 kecamatan 
angka 19 halaman 32 sampai dengan 20, halaman 33 (...)  
 

1328. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:00]  
 
  Ya. 
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1329. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:10:50]  
 

 Bahwa Termohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari 
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor 206 dan seterusnya, 
tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 11 
Desember 2024. Terhadap dugaan Pelanggaran Pemohon … 
pelanggaran administrasi pemilihan atas laporan saksi Pemohon dengan 
Nomor Registrasi 001 dan seterusnya yang diajukan oleh saksi Pemohon 
dengan jumlah terlapor sebanyak 203 KPPS di 3 kecamatan dengan 
perincian 89 KPPS di Kecamatan Jaluko, Jambi Luar Kota, Yang Mulia. 
 

1330. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:26]  
 
  Ya. 
 

1331. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:10:26]  
 

 70 KPPS di Kecamatan Mestong dan 44 KPPS di Kecamatan 
Kumpeh Ulu. Bahwa atas laporan tersebut, berdasarkan hasil-hasil kajian 
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro 
Jambi, dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang 
dilakukan oleh 13 orang … anggota KPPS di 13 TPS. 
 

1332. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:45]  
 
  Ya. 
 

1333. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:10:45]  
 

Karena tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian antara … antara 
pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau biodata penduduk yang 
ditunjukkan oleh pemilih pada saat pemungutan suara di TPS. 
Sedangkan terhadap 190 orang anggota KPPS pada 190 TPS, dinyatakan 
tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. 
 

1334. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:05] 
 
 Oke. Cukup. 

Petitum, sekarang. 
 

1335. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:12:10] 
 

Petitum. Mohon izin. 
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1336. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:11] 
 
 Ya. 
 

1337. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:12:11] 
 

Berdasarkan uran … uraian sebagaimana tersebut di atas, 
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi. 
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara ... dalam Pokok Permohonan. 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk selu … seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 155 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1385 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang 
ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 pada 
pukul 21.45 WIB. 

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, 
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. 

 
1338. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:11] 

 
 Ya. 
 

1339. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:13:11] 
 

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. 

Hormat takzim, Termohon dan Para Kuasa Hukumnya.  
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
1340. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:21] 

 
Terima kasih.  
KPU, ini di antara 4 pasang calon ini, ada yang petahana bupati 

atau wakil bupati? Pasangan nomor berapa ini?  
 

1341. TERMOHON: SUPRIADI [02:13:36] 
 

Petahana, habis jabatan ta … tahun 2022.  
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1342. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:38] 
 

Oh, mantan bupati. Itu pasangan nomor?  
 

1343. TERMOHON: SUPRIADI [02:13:43] 
 

Nomor Urut 3, itu bupatinya, kemudian Nomor Urut 4, itu wakil 
bupati.  
 

1344. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:49] 
 

Masnah Busro dan Zulkifli, kemudian Nomor 4, siapa yang bupati 
wakil bupati? Bambang Bayu Suseno dan Junaidi.  
 

1345. TERMOHON: SUPRIADI [02:13:56] 
 

Wakil Bupati Masnah pada periode 2017-2022.  
 

1346. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:02] 
 

Oke, terus Bambang Bayu Suseno, ini?  
 

1347. TERMOHON: SUPRIADI [02:14:04] 
 

Wakil bupati. 
  

1348. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:04] 
 

Wakil bupati. Oke, oke. Terima kasih.  
Baik, Pihak Terkait, ada? Silakan, menyampaikan pokok-pokok 

keterangannya.  
 

1349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:14:17] 
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
Merujuk kepada Pasal Pasal 2 … apa … Pasal 29 ayat (3), 

Peraturan Mahkamah Konstitusi, di sini Pihak Terkait diminta 
mengargumentasikan masalah … masalah Kewenangan Mahkamah, 
kemudian legal standing dari Pemohon, dan ini tidak kami bacakan, Pak .  
 

1350. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:54] 
 

Ya oke, dianggap dibacakan, ya?  
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1351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:14:56] 
 

Ya, dianggap dibacakan.  
 

1352. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:57] 
 

Pokoknya bagi Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang begitu, 
ya?  
 

1353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:00] 
 

Ya, benar.  
 

1354. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:01] 
 
 Oke. 
 

1355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:01] 
 

Nah, kemudian dalam Pokok Permohonan, pada prinsipnya kami 
sama Termohon, Pihak Terkait bersama Termohon itu tidak jauh 
berbeda, Pak.  
 

1356. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:10] 
 
 Oke. 
 

1357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:11] 
 

Tidak jauh berbeda.  
 

1358. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:12] 
 

Itu yang disampaikan yang berbeda saja.  
 

1359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAIFUL EFENDI [02:15:15] 
 

Ya, cuma argumentasi saja yang berbeda dan data-data yang 
kami miliki, Pak.  
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1360. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:19] 
 

Ya, silakan.  
 

1361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:20] 
 

Baik.  
 

1362. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:23] 
 

Ini kalau tidak jauh berbeda itu, sudah tadinya diskusi atau 
gimana?  
 

1363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:28] 
 

Tidak pernah diskusi, Pak.  
 

1364. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:29] 
 

Oh, enggak pernah diskusi?  
 

1365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:30] 
 

Cuma saya baru dengar sekarang ini, Pak.  
 

1366. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:32] 
 
 Oh gitu. Yang didiskusikan apa? Honorariumnya masing-masing 
saja. 
 

1367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:36] 

 
Baik, Yang Mulia.  
Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan pada Pokok 

Permohonannya adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran-
pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak 
karena tidak mempunyai e-KTP. 
 

1368. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:50] 
 
 Oke. 
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1369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:15:50] 
 

Yang tersebar di 203 TPS, 46 desa, dan 3 wilayah kecamatan.  
Bahwa menurut hemat … apa … Pihak Terkait, itu adalah tidak 

benar dan tidak berdasar.  
 

1370. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:01] 
 

Oke. 
 

1371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:02]  
 

Karena menurut data dan fakta yang dapat dihimpun oleh Pihak 
Terkait terhadap 291 pemilih dari 563 kalau dari Permohonan dari 
Pemohon. 

 
1372. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:13] 

 
He em. 
 

1373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:13]  

 
 Itu berjumlah 263. 
 

1374. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:14] 
 
He em 
 

1375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:15]  

 
Tetapi setelah kami hitung, itu ada double (ganda).  
 

1376. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:19] 
 
Ya. 
 

1377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:20] 
 

Sehingga kami mendapatkan 25 … 262.  
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1378. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:23] 
 
Ya. 
 

1379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:23] 

 
Eh, 3[sic!] ... eh, 562[sic!], Yang Mulia. 
 

1380. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:26] 
 
Ya. 
 

1381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:27] 
 

Ya, jadi kami hanya berpedoman kepada dan apa … di 562-nya.  
 

1382. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:32] 
 
Ya. 

 
1383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 

MAIFUL EFENDI [02:16:32]  
 

Nah, dari 562 itu, 291 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Tetap yang telah merekam dan juga telah memiliki e-KTP yang tersebar 
di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mestong, Kecamatan Jambi Luar Kota, 
dan Kecamatan Kumpeh Ulu, dan di 42 desa, serta di 149 TPS.  

 
1384. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:52] 

 
Ya. 
 

1385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:16:53]  
 

Dengan tabel tidak perlu kami bacakan.  
 

1386. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:55]  
 

Oke. Ya, Jadi jumlahnya berapa yang terdaftar di DPT, tapi belum 
rekam e-KTP?  
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1387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:05]  
 

Ya. 
 

1388. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:05]  
 

Di Mestong berapa?  
 

1389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:07] 
 

Kalau di … kalau di Mestong, ini sudah ... kami tabelnya ada, 
Yang Mulia. 

 
1390. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:11]  

 
Ya. 
 

1391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:11]  
 

Bahwa berdasarkan data dan fakta 271 pemilih, belum rekam e-
KTP, tapi terdaftar di dalam (…) 

 
1392. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:17]  

 
Oke. 
 

1393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:17]  

 
DPT.  
 

1394. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:19]  
 

Di Jambi Luar Kota?  
 

1395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:21]  
 

Jambi Luar … Mestong, Kecamatan Mestong, Kecamatan Jambi 
Luar Kota (...)  
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1396. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:24]  
 

Ya.  
 

1397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:25]  
 

Dan Kecamatan Kumpeh Ulu.  
 

1398. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:26]  
 

Kumpeh Ulu.  
 

1399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:27]  
 

Ya, itu ada tabelnya. 
 

1400. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:29]  
 
Oke. 
 

1401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:29]  

 
Nama-nama pemilih, Yang Mulia.  

 
1402. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:33]  

 
Oke, baik. Silakan lanjut.  
 

1403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:34]  
 

Nah kemudian bahwa dari tabel tersebut, 271 orang yang belum 
merekam e-KTP tersebut telah terdaftar di daftar pemilih tetap dan 
seluruhnya telah berumur di atas 17 tahun.  
 

1404. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:47]  
 

Ya. 
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1405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:17:47]  

 
Dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 

2016 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari 
pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin 
mempunyai hak memilih. Di Pasal 57 menyatakan untuk dapat 
menggunakan pemilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai 
pemilih.  

 
1406. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:04]  

 
Ya. 
 

1407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:18:04]  

 
Nah kemudian berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka 

secara hukum sejumlah 271 orang yang belum rekam e-KTP, akan tetapi 
terdaftar di DPT dan telah berumur lebih dari 17 tahun, menurut Pasal 
56 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 dinyatakan telah mempunyai 
hak memilih.  

 
1408. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:21]  

 
Oke. 
 

1409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:18:21]  
 

Ya. Bahwa dari data 21 orang pemilih yang terdaftar di DPT, tapi 
belum rekam e-KTP tersebut, berdasarkan daftar hadir di TPS yang kami 
dapatkan, yang kami lihat sebanyak 11 orang pemilih yang telah memilih 
mencoblos di TPS pada saat Pemungutan Suara Pilkada Bupati dan Wakil 
Bupati Muaro Jambi tanggal 27 November 2024, memenuhi kualifikasi di 
Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang ... huruf e, Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016. Nama-nama tidak perlu kami sebutkan, Yang Mulia.  

 
1410. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:57]  

 
Oke. 
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1411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: 
MAIFUL EFENDI [02:18:57]  
 

Bahwa untuk Kecamatan Mestong … untuk Kecamatan Mestong 
berdasarkan data dan fakta yang Pihak Terkait temui, tidak ada pemilih 
yang atau mencoblos lebih dari 1 orang, termasuk dalam kualifikasi ... 
yang termasuk ke dalam kualifi[sic!] Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-
Undang 10 Tahun 2016.  

Kemudian bahwa untuk Kecamatan Jaluko, termasuk dalam 
kualifikasi Pasal 112 ayat e[sic!] … ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 
Tahun 2016, yaitu memilih lebih dari 1 orang di TPS, tersebar di 3 desa, 
3 TPS, yaitu 3 dari Desa Kademangan TPS 3 dengan jumlah mata pilih 
371 mata pilih. Desa Mendalo Darat TPS 15 dengan jumlah mata pilih 
394 mata pilih. Desa Mujah[sic!] … Muhajirin TPS 7 dengan jumlah mata 
pilih 485 mata pilih. 

Bahwa dari Kecamatan Kumpeh Ulu, termasuk dalam kualifikasi 
Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 adalah 
pemilih yang memilih lebih dari 1 orang, yaitu berada di 2 TPS, yaitu di 
TPS 2 desa Sipin Teluk Duren dengan mata pilih 346 mata pilih, dan di 
TPS 4 Desa Sipin Teluk Duren dengan jumlah mata pilih 445 mata pilih.  
 Bahwa untuk lebih jelas, Pihak Terkait uraikan dalam tabel 
berikut.  
 

1412. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:11]  
 
 Ya, tabe … tabel dianggap dibacakan. 
 

1413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:20:13]  
 
 Dibacakan.  
 

1414. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:14] [02:20:14]  
 

Ya.  
 

1415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:20:15]  
 
 Bahwa jika melihat jumlah mata pilih yang tersebar di 5 TPS, di 4 
desa, di 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Jaluko, Kecamatan 
Kumpeh Ulu, dengan jumlah mata pilih seluruhnya 2.041 mata pilih 
tersebut, maka sangat tidak signifikan mempengaruhi selisih perolehan 
suara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pihak Pemohon dalam 



166 
 

 
 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 27 November 
2024, yaitu sebesar 12.686.  
 

1416. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:41]  
 
 Oke. Ya, cukup.  
 

1417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:20:43]  
  

Ya.  
 

1418. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:44]  
  
 Apa lagi? Atau langsung ke Petitum? Sudah bisa kita tangkap.  
 

1419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:20:47]  
 
 Baik, yang untuk selanjutnya, hampir sama dengan (...)  
 

1420. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:50]  
 

Ya.  
 

1421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:20:51]  
 
 Apa … Termohon.  
 Kemudian, Petitum. 
 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait 
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut.  
 Dalam Eksepsi. 

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan untuk seluruhnya.  
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
 Dalam Pokok Permohonan. 

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
 Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1555 Tahun 2004 … 2024 
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1385 
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Muaro Jambi Tahun 2024.  
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 Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 
Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tidak perlu kami 
bacakan.  
 

1422. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:36]  
 

Ya.  
 

1423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
139/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAIFUL EFENDI [02:21:37]  
 
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.  

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.  
 

1424. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:47]  
 
 Terima kasih, Pihak Terkait 139.  
 Silakan, giliran berikutnya Bawaslu. Terutama mohon yang 
dijelaskan yang terkait dengan kerja pengawasan, Pak, baik temuan 
maupun laporan, kalau ada.  
 Silakan.  
 

1425. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:22:10]  
 
 Siap, izin, Yang Mulia.  
 Keterangan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Perkara Nomor 139. 
Mohon dianggap dibacakan. 
 Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Panel II Mahkamah 
Konstitusi.  

Assalamualaikum wr. wb.  
Sebelumnya izin kami perkenalkan diri. Nama Dedi Wayudi 

sebagai Ketua. Kami hadir bersama Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Pak 
Indra. Untuk rekan kami Pak Elfi dan Pak Asnawi hadir secara daring.  
 Mohon, Yang Mulia, terhadap keterangan kami yang tidak kami 
bacakan, dianggap dibacakan.  
 

1426. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:42]  
 
 Ya. Baik.  
 

1427. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:22:43]  
 
 Sebelum kami masuk ke pokok laporan yang terhadap … laporan 
yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, izin kami 
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menyampaikan terlebih dahulu terhadap Permohonan angka 3 pada 
halaman 11 dan 12, sebagaimana keterangan kami pada halaman 4 dan 
5, Yang Mulia.  
 

1428. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:02]  
 
 Ya.   
 

1429. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:03]  
 
 Bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi data yang kami miliki, 
sebagaimana TPS yang disebar … yang dilaporkan ke MK. Kami 
mengecek dari 3 kecamatan ini, terdapat ada perbedaan, Yang Mulia. 
Terhadap suara sah yang diajukan Pemohon, itu 58.719. Sementara data 
yang kami miliki dari 203 TPS itu 63.380.  
 

1430. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:26]  
 

Oke.  
 

1431. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:27]  
 
 Untuk suara tidak sah yang diajukan Pemohon=2.584. Untuk 
suara sah yang kami miliki 266 … 2.622.  
 

1432. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:35]  
 

Oke. 
 

1433. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:36]  
 
 Sementara suara pemilihnya 61.303 dari Pemohon.  
 

1434. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:39]  
 

Ya. 
 

1435. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:40]  
 
 Untuk yang data Bawaslu 66.002.  
 

1436. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:43]  
 
 Ya.  
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1437. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:45]  
 
 Oke, selanjutnya pada pokok (...)   
 

1438. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:47]  
 
 6.602[sic!] ini, tiga kecamatan itu, ya?  
 

1439. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:50] 
 
 Ya, siap, Yang Mulia. 
 

1440. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:50]  
 
 Suara tidak … apa (…) 
 

1441. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:53]  
 
 Total dari 203 TPS.  
 

1442. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:56]  
 
 Ya, jumlah suara pemilih, ya?  
 

1443. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:23:57]  
 
 Ya.  
 

1444. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:58]  
 
 Ya, Oke.  
 

1445. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:24:01]  
 

Selanjutnya, Yang Mulia, pada Pokok Permohonan angka 4 dan 6 
halaman 12. Angka 7, pada halaman 13. Angka 8, 9, halaman 14. Angka 
12 (...) 
 

1446. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:12]  
 
 Ya.  
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1447. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:24:13]  
 

Dan seterusnya, terkait dengan pemilih non KTP-el, mohon maaf, 
Yang Mulia. 
 

1448. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:18]  
  
 Ya.  
 

1449. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:24:19] 
 

Ketika ada penulisan kekurangan el-nya (...)  
 

1450. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:21] 
 
 Ya.  
 

1451. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:24:22] 
 

Kami mohon … apa … bisa diperbaiki. 
 

1452. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:23]  
 
 Baik, ya. Bisa dipahami.  
 

1453. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:24:24]  
 

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan upaya 
pencegahan yang berupa Surat Imbauan Nomor 151 pada tanggal 26 
September 2024.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten 
Muaro Jambi Nomor 2.1 tanggal 24 September, Laporan Nomor 5.2 
tanggal 28 Oktober, Laporan Nomor 6 tanggal 20 November 2024. Dari 
hasil yang kami lakukan pengawasan, masih terdapat data pemilih non-
KTP-el per tanggal 20 November 2024 sebanyak=1.574 yang tersebar di 
11 kema … kecamatan. 
 

1454. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:05]  
 
 Oke.  
 

1455. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:06]  
 

 Untuk kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, masih terdapat 
sekitar 475 pemilih non-KPT-el pada tanggal … ter tanggal 20 November.  
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1456. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:17] 
 
 Ya.  
 

1457. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:18]  
 

Sementara untuk by name, by address, dan sebaran TPS-nya 
kami tidak mendapatkan salinan, Yang Mulia. Kami cuma mendapatkan 
(...)  
 

1458. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:23]  
 

Apa hasil pemeriksaan Bawaslu, terhadap yang temuan itu? Yang 
tidak ber-KTP itu? Apa? Tapi mereka tetap … apa … mereka adalah 
warga setempat? 
 

1459. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:36]  
 

Izin, Yang Mulia, kami cuma mendapatkan … apa … jumlahnya 
saja, rekapitulasi (...)  

 
1460. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:41]  

 
Jumlahnya? Tapi tidak melakukan (...)  

 
1461. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:41]  

 
Tapi by name, by address-nya tidak kami dapatkan. 
 

1462. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:44]  
 

Oke, ya.  
 

1463. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:46]  
 

Ini terkait koordinasi dengan Dukcapil dan KPU. 
 

1464. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:49]  
 

Oke. 
 

1465. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:49]  
 

Kami cuma mendapatkan sebaran … jumlahnya saja. 
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1466. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:52]  
 

Oke. 
 

1467. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:25:52]  
 

Siap, izin melanjutkan, Yang Mulia. Terhadap … apa … 
Permohonan yang berkaitan dengan non-KTP-el yang menggunakan hak 
pilih tersebut, berdasarkan laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten 
Muaro Jambi, ini ada dua laporan, Yang Mulia. 
 

1468. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:10] 
 
 Ya.    
 

1469. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:26:10]  
 

Yang pertama, LP-1 itu … LP-1 itu adalah orang lain yang 
melaporkan, sementara untuk LP-2 itu adalah tim dari pihak Pemohon.  
 

1470. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:25] 
 
 Ya.    
 

1471. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:26:25]  
 

Sebagaimana keterangan kami pada halaman 10 sampai dengan 
13.  
 

1472. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:31] 
 
 Ya.    
 

1473. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:26:31]  
 

Untuk vide Buktinya itu, dari 24 sampai dengan 3 … 35.  
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima laporan dugaan 

pelanggaran Nomor 03 pada tanggal 2 Desember, pada tanggal 4 
Desember, laporan ini belum memenuhi syarat formil dan materiil, yang 
mana syarat formilnya itu melengkapi identitas terlapor, untuk syarat 
materiilnya itu uraian kejadian (...)  
 

1474. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:57]  
 

Ada berapa laporan pelanggaran?  
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1475. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:26:59]  
 

Laporan pelanggaran pada saat rekap, dua, Yang Mulia. 
 

1476. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:04]  
 

2? Oke, terus apa tindak lanjutnya?  
 

1477. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:08]  
 

Terhadap LP-2 ini, pada tanggal 6 Desember, setelah melengkapi 
syarat formil dan materiil, sehingga kami register dan kami lakukan 
klarifikasi pada tanggal 7 sampai dengan 11 Desember. 
 

1478. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:22] 
 
 Oke.  
 

1479. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:22]  
 

Yang mana pada LP-02 ini, pelapor menyampaikan 2… 2 saksi dan 
2 surat keterangan … 2 surat keterangan.  

 
1480. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:33]  

 
Itu menyangkut berapa KPPS itu, kalau menurut laporan?  

 
1481. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:37]  

 
Kalau LP-nya itu sama, Yang Mulia, 203 TPS. 

 
1482. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:40] 

 
 Oke.  
 

1483. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:41]  
 

Kecamatannya sama, desa yang diajukannya sama, tetapi 
pelapornya yang berbeda.  
 

1484. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:46]  
 
 Oke. 
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1485. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:47]  
 

Kalau hari pelaporannya sama.  
 

1486. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:48]  
 
 Sama, ya?  
 

1487. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:49]  
 
 Ya.  
 

1488. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:51]  
 

Terus?  
 

1489. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:27:52]  
 

Yang membedakan di LP-02 ini adalah saksi yang dihadirkan 
kepada kami dan surat keterangan itu ada dua, pada saat kami lakukan 
pemeriksaan, atas nama saksi Yudi Afriansyah itu tidak hadir, kami 
panggil sebanyak dua kali, Yang Mulia.  
 

1490. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:08]  
 
 Ya. 
 

1491. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:09]  
 

Selanjutnya atas nama Titin Asmara. 
 

1492. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:10]  
 
 Oke. 
 

1493. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:11]  
 

Ini saksi yang membuat surat pernyataan, tetapi menerangkan 
atas nama orang lain.  
 

1494. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:16]  
 
 Oke. 
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1495. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:17] 
  

Dia menerangkan atas nama Tiara Novelia.  
 

1496. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:20]  
 
 Oke. 
 

1497. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:21]  
 

Sementara pada saat klarifikasi kepada KPPS bahwa atas nama 
Tiara Novelia ini hadir dan menunjukkan foto KTP di HP.  
 

1498. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:30]  
 
 Oke. Kesimpulannya Bawaslu saja. 
 

1499. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:34] 
 
 Oke, siap. 
 

1500. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:35]  
 
 Dari semua laporan pelanggaran itu, apa? 
 

1501. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:37]  
 

Terhadap LP yang 02 ini adalah bukan pelanggaran pemilihan. 
Sementara untuk LP yang satunya lagi, ada (...) 

 
1502. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:43]  

 
Ya. 
 

1503. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:44]  
 
Pelanggaran dan telah kami rekomendasikan ke KPU Kabupaten 

Muaro Jambi.  
 

1504. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:50]  
 

Ya. Itu yang menyangkut 13 KPPS itu?  
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1505. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:28:53]  
 

Ya. 13 KPPS, Yang Mulia.  
 

1506. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:55]  
 

Oke, ya. Dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU?  
 

1507. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:29:00]  
 

Siap, sudah.  
 

1508. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:01]  
 
 Oke. Terus. 
 

1509. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:29:06]  
 

Untuk LP yang 01 ini telah direkomendasikan ke KPU dan sudah 
ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi. 
 

1510. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:13]   
 
 Oke. 
 

1511. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:29:14]  
 

Dan diberikan sanksi peringatan tertulis oleh KPU Kabupaten 
Muaro Jambi. Sementara yang membedakan dari LP yang 01 dan 02 ini, 
kalau di LP yang 01 ini yang disampaikan saksi kepada kami itu dan 
surat pernyataan sebanyak 47, Yang Mulia. 
 

1512. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:32]  
 

Oke. itu sudah cukup yang penting bagi saya ... kami ... apa ... 
hasil akhirnya saja dari proses yang dilakukan oleh KPU lah, ya, oleh 
Bawaslu. Oke, terus selanjutnya?  
 

1513. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:29:48]  
 

Oke. Selanjutnya terhadap (...) 
 

1514. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:52]  
 

Pelanggaran apa lagi?  
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1515. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:29:54]  
 

Masih yang sama, Yang Mulia. Karena pokok dalam laporan itu 
adalah yang pemilih non-KTP-el, yang sama dengan laporannya ke kami.  

 
1516. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:01]  

 
Oke. 
 

1517. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:30:02]  
 
Sementara dari laporan yang masuk ke kami itu, yang awalnya 

adalah melaporkan pemilih non-KTP-el yang menggunakan hak pilih. 
Sementara dalam surat pernyataan yang kami terima, semuanya itu 
adalah yang berbunyi.  

Sebentar, Yang Mulia. 
 

1518. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:30]  
 

Ya, ini kan yang akhirnya muaranya ada rekomendasi. 
 

1519. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:30:38]  
 
Siap. 
 

1520. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:39]  
 
Terhadap 13 KPPS itu, kan? 
 

1521. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:30:41]  
 
KPPS, ya. 
 

1522. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:42]  
 
Ya sudah. Artinya yang lain kan, dianggap tidak terbukti, begitu. 

KPPS yang lain, selebihnya di luar yang 13. 
 

1523. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:30:48]  
 

Belum tentu, Yang Mulia. Karena memang dari 203 ini. 
 

1524. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:52]  
 
Ya. 
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1525. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:30:53]  
 
Untuk yang dihadirkan kepada kami itu, ada sebanyak 47.  

 
1526. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:57]  

 
 Oke. 
  

1527. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:30:58]  
 

Dari 47 ini, itu KPPS-nya sebanyak 18 cuma.  
 

1528. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:02] 
 
 Oke. 
 

1529. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:31:03]  
 

Tersebar di 18 TPS. 
 

1530. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:04]  
 
 Ya, ya. 
 

1531. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:31:05]  
 

Selebihnya itu tidak kami periksa karena TPS-TPS yang selebihnya 
itu tidak ada surat pernyataan dan bukti lanjutan, Yang Mulia.  
 

1532. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:15]  
 

Oke, baik. Apa lagi yang hal yang lain, yang di luar itu, ada lagi 
enggak? Di luar yang pelanggaran soal KPPS itu? 
 

1533. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:31:26]  
 

Terhadap yang ditanyakan Yang Mulia, pada saat Sidang pertama 
itu kepada Ketua KPU, itu bahwa saksi sebanyak 203 yang tidak tanda 
tangan.  
 

1534. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:39] 
 
 Ya. 
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1535. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:31:40]  
 

Sementara setelah kami periksa, berdasarkan data yang kami 
miliki, Yang Mulia. Dari saksi Pemohon itu sebanyak 170 yang ... apa 
namanya ...  ada tanda tangan.  
 

1536. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:51]  
 
 170 ada tanda tangan yang dipersoalkan. 
 

1537. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:31:52]  
 

170 ada tanda tangan dan 33 tidak tanda tangan. 
 

1538. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:54] 
 
 Oke. 
 

1539. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:31:55] 
 
Untuk di TPS. Sementara untuk di tingkat kecamatan, itu 3 

kecamatan, tidak tanda tangan.  
 

1540. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:03]  
 
 Oke.  
 

1541. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:03]  
 

Selebihnya itu tanda tangan. Kecamatan yang tidak tanda tangan, 
salah satunya adalah di Kecamatan Jambi Luar Kota, yang diajukan oleh 
Pemohon.  

Untuk di tingkat kabupaten, juga tidak tanda tangan.  
 

1542. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:15]  
 

Pemohon?  
 

1543. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:18]  
 
 Ya.  
 

1544. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:20]  
 

Saksi Pemohon? 
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1545. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:18]  
 
 Ya.  
 

1546. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:20]  
 

Baik. Cukup Bawaslu? Atau ada yang mau ditambahkan lagi?  
 

1547. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:26]  
 

Yang terakhir, Yang Mulia, terhadap nama-nama yang dalam 500 
(...)  
 

1548. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:32]  
 
 He em.  
 

1549. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:33]  
 

563 itu, kami hanya memeriksa berdasarkan absen yang kami 
miliki adalah sebanyak 50 orang yang ada dilaporkan kepada kami, Yang 
Mulia.  
 

1550. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:43]  
 
 Oke.  
 

1551. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:45]  
 

Selebihnya tidak kami periksa. 
 

1552. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:45]  
 
 Oke.  
 

1553. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:55]  
 

Karena kami menganggap ini (...)  
 

1554. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:48]  
 

Itu dilaporkan apa?  
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1555. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:50]  
 

Yang dilaporkan kepada kami dalam LP-1 dan LP-2 itu.  
 

1556. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:57]  
 
 Oke.  
 

1557. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:32:58]  
 

Dari 50 yang kami periksa ini, itu 42 orang ternyata tidak ada 
dalam dalil, dari nama yang kami terima.  
 

1558. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:08]  
 
 He em. Ya, ya.  
 

1559. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:10]  
 

42 tidak ada dalam dalil, sementara 8 orangnya ada dalam dalil 
Permohonan.  
 

1560. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:14]  
 

Oke.  
 

1561. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:15]  
 
 Nah, dari 8 (...)  
 

1562. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:15]  
 

Bapak, terima dari siapa? Pelapor? 
 

1563. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:17]  
 

Ya, dari pelapor.  
 

1564. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:17]  
 

Pelapor, ya, oke.  
 

1565. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:19]  
 
Pada saat laporan masuk ke kami, Desember yang lalu.  
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1566. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:26]  
 
 Ya.  
 

1567. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:28]  
 

Oke, dari 8 yang ada dalam dalil ini, 5 orang itu tidak tahu, tidak 
tahu kami punya KTP atau tidak karena pada saat (...)  
 

1568. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:36]  
 
 Oke.  
 

1569. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:38]  
 

Klarifikasi itu, tidak hadir.  
 

1570. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:39] 
 
 Oke.  
 

1571. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:41]  
 

Oke, satu orang ada KTP dan hadir.  
 

1572. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:42]  
 
 Ya.  
 

1573. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:44]  
 

Setelah kami cek absen. Satu orang, tidak tahu karena tidak 
punya KTP atau tidak. Karena pada saat klarifikasi itu tidak membawa 
KTP.  
 

1574. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:52]  
 
 Ya.  
 

1575. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:33:54]  
 

Dan satu orang lagi ada dalam KTP, ada KTP, tetapi kami 
klarifikasi itu karena bukan saksi yang atas nama Tiara tadi.  
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1576. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:03]  
 

Baik. Cukup, ya?  
 

1577. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [02:34:02]  
 

Cukup, Yang Mulia.  
 

1578. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:01]  
 

Baik, terima kasih, Bawaslu.  
Dengan demikian untuk mendengarkan jawaban dan keterangan 

Perkara 139, sudah selesai dan kami kembalikan kepada Yang Mulia 
Ketua Panel.  
 

1579. KETUA: SALDI ISRA [02:34:24]  
 

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul. 
Sekarang kita masuk ke Fak Fak Nomor 188. Silakan. 
Pak Pieter Ell ini baru ketemu pula kita ini. Lebih banyak Panel 1 

atau Panel 3 ini? Ada di mana-mana. Tapi sepatunya bagus sekali ini, 
Pak Pieter Ell. Pihak Terkait untuk Fak Fak sudah? Oke, Bawaslu?  

Silakan, Termohon untuk Perkara 188 menyampaikan pokok-
pokok ... apa ... bantahan atau jawaban, maksimal 15 menit.  
 

1580. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:35:22]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1581. KETUA: SALDI ISRA [02:35:24]  
 

Silakan.  
 

1582. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:35:26]  
 

Assalamualaikum wr. wb. 
 

1583. KETUA: SALDI ISRA [02:35:30]  
 

Waalaikumsalam. 
 

1584. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:35:30]  
 

Salam sejahtera untuk kita semua.  
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Izin, Yang Mulia. Perkara 188 Kabupaten Fak Fak ini cukup 
menarik, Yang Mulia.  
 

1585. KETUA: SALDI ISRA [02:35:39]  
 
 Ya.  
 

1586. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:35:41]  
 

Karena ini mengulang kembali peristiwa 2020, di mana Pemohon 
ketika itu adalah sebagai Pihak Terkait.  
 

1587. KETUA: SALDI ISRA [02:35:47]  
 
 Ya.  
 

1588. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:35:49]  
 

Dan Pihak Terkait adalah Pemohon. Nah, 2025 ini posisinya 
berganti tempat saja, Yang Mulia. 
 

1589. KETUA: SALDI ISRA [02:35:53]  
 
 Oke. 
 

1590. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:35:58]  
 

Jadi, Pihak Terkait, Pemohon yang dulunya sekarang menjadi 
Pihak Terkait. Kemudian Pihak Terkait menjadi Pemohon. Dan Termohon 
tetap sama, kira-kira begitu, Yang Mulia.  
 

1591. KETUA: SALDI ISRA [02:36:09]  
 

Ini ... ini susah, kalau orang ada nostalgia dengan perkara ini.  
Silakan, Pak Pieter Ell.  

 
1592. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:36:15]  

 
Dan dalam Putusan 4 tahun lalu, Mahkamah menggunakan Pasal 

158, dan selisih suara ketika itu adalah 825. Saat ini selisih suara antara 
Pemohon dan Termohon adalah 3.000-an. Jadi kami berharap, jika 
memungkinkan, Mahkamah menggunakan … mengesampingkan Pasal 1 
... eh, menggunakan Pasal 158 untuk menolak Permohonan Pemohon 
karena tidak memenuhi atau melewati ambang batas.  
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1593. KETUA: SALDI ISRA [02:36:54]  
 

Oke, lanjut (...)  
 

1594. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:36:54]  
 
 Untuk Eksepsi (...)  
 

1595. KETUA: SALDI ISRA [02:36:54]  
 

Nanti kita nilai.  
  

1596. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:36:57]  
 

Kemudian dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan ada 6 
hal, yang didalilkan oleh Pemohon.  
 

1597. KETUA: SALDI ISRA [02:37:19]  
 
 Ya. 
 

1598. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:37:10]  
 

Semuanya itu kami bantah karena tidak benar, terutama Pemohon 
ini adalah incumbent, Yang Mulia.  

 
1599. KETUA: SALDI ISRA [02:37:20]  

 
Ya. 
 

1600. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:37:21]  
 
Jadi, apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini, tidak benar.  
Yang pertama, soal dugaan tidak dilakukannya verifikasi pemilih, 

itu juga tidak benar karena berdasarkan penelusuran dari Termohon, itu 
... apa yang didalilkan oleh Pemohon, itu tidak benar. Karena KPPS telah 
melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur untuk semua TPS.  
 

1601. KETUA: SALDI ISRA [02:37:51]  
 
 Ya, silakan, lanjut. 
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1602. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:37:53]  
 

Kemudian yang kedua, soal keabsahan kotak suara, itu juga tidak 
benar, Yang Mulia. Karena kotak suara itu dijaga ketat oleh aparat 
keamanan dan kotak suara itu memang tersegel sampai saat ini.  

Poin yang ketiga, Yang Mulia, tentang dugaan pemilih ganda dan 
pemilih yang diwakili, itu lagi-lagi tidak benar, Yang Mulia.  

 
1603. KETUA: SALDI ISRA [02:38:30]  

 
Ya. 

 
1604. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:38:20]  

 
Apalagi yang didalilkan itu di Fak Fak Selatan di TPS 05, di 

Kelurahan Wagom, itu tidak terbukti (...)  
 

1605. KETUA: SALDI ISRA [02:38:29]  
 
 Oke. 
 

1606. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:38:29]  
 
Yang Mulia. 

 
1607. KETUA: SALDI ISRA [02:38:30]  

 
 Ya. 
 

1608. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:38:30]  
 

Wagom ini, dalam kota, Yang Mulia.  
 

1609. KETUA: SALDI ISRA [02:38:32]  
 

Oke. 
 

1610. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:38:34]  
 
Kemudian poin ke-6, Yang Mulia, dugaan pemilih tidak berhak.  
Bahwa adanya pemilih yang tidak berdomisili yang menggunakan 

hak pilih, itu juga tidak benar, Yang Mulia.  
Dan selanjutnya poin ke-6 tentang dugaan pemilih di bawah 

umur. Ini berdasarkan penelusuran dari Termohon, itu tidak pernah ada 
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laporan dari Bawaslu, maupun temuan tentang adanya dalil yang 
dituduhkan oleh Pemohon.  

Dan yang terakhir poin ke-6 tentang tuduhan adanya dugaan 
pelanggaran TSM. Justru kami bingung juga, Yang Mulia. Karena 
Pemohon ini adalah seperti yang tadi saya jelaskan, incumbent.  

Terkait dengan tuduhan bahwa telah menghilangkan hak atau 
melakukan TSM oleh Termohon, itu kami jelaskannya, Yang Mulia. 
Bahwa memang benar, Pemohon ini pernah didiskualifikasi oleh 
Termohon, padas ... berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Kemudian 
Pemohon ini mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dan 
putusan Mahkamah Agung itu mengabulkan Permohonan Pemohon.   

Setelah itu, Pemohon ini kemudian diakomodir oleh Termohon 
dan mengikuti proses selanjutnya. Jadi, ya durasinya kurang-lebih (...)  
 

1611. KETUA: SALDI ISRA [02:40:10]  
 
 Itu putusan … apa … Mahkamah Agungnya nomor berapa, Pak 
Pieter Ell? Ada, ya? 
 

1612. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:40:15] 
 
  Ada, ada, ada. 
 

1613. KETUA: SALDI ISRA [02:40:16]  
 
 Oke, nanti kita cek. Lanjut! 
 

1614. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:40:17] 
  
 Ya. Jadi Pemohon ini hanya kurang-lebih 10 hari tidak mengikuti 
proses kampanye, tetapi setelah putusan kemudian diakomodir kembali 
dan bisa mengikuti proses selanjutnya sampai selesai.  
 

1615. KETUA: SALDI ISRA [02:40:34]  
 
 Oke. 
 

1616. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:40:35] 
  

Itu yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia.  
Kemudian masuklah ke (...)  

 
1617. KETUA: SALDI ISRA [02:40:41]  

 
 Petitum, silakan! 
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1618. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:40:41] 
  

Petitum. 
Bahwa kami menyatakan SK, kami minta untuk SK yang 

ditetapkan oleh KPU itu tetap berlaku sah dan perolehan suara yang 
benar itu Nomor Urut 1=20.818 ... 20.818 untuk Nomor Urut 1. 
Sementara Nomor Urut 2 atas nama Samaun Dahlan dan Donatus 
Nimbitkendik dengan perolehan suara=24.775 ... 24.775 suara, Yang 
Mulia.  
 

1619. KETUA: SALDI ISRA [02:41:30]  
 
 Oke. 
 

1620. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:40:00] 
  

Demikian, terima kasih, Yang Mulia, atas perhatiannya.  
Terima kasih.  

 
1621. KETUA: SALDI ISRA [02:41:33]  

 
Terima kasih.  
Sekarang, Pihak Terkait!  

 
1622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:40:00]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

1623. KETUA: SALDI ISRA [02:41:39]  
 
 Waalaikumsalam. 
 

1624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:40:00]  
 

Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia, saya Yasin Djamaludin dan 
didampingi oleh rekan saya, Janses Sihaloho.  

Izin, Yang Mulia, Keterangan Pihak Terkait, kami ada mengajukan 
Eksepsi yang tadi saya pikir hampir sama dengan yang diajukan (...)  
 

1625. KETUA: SALDI ISRA [02:41:56]  
 
 Oke. 
 



189 
 

 
 

1626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:40:00]  
 

Oleh pihak (...)  
 

1627. KETUA: SALDI ISRA [02:41:58]  
 

Lanjut saja ke Pokok Permohonan.  
 

1628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:00]  
 

Pokok-Pokok Permohonan. Di dalam Permohonan Pemohon, Yang 
Mulia, Pemohon mendalilkan ada 9 pelanggaran yang terjadi. 
 

1629. KETUA: SALDI ISRA [02:42:09]  
 
 Ya. 
 

1630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:10]  
 

 Di 40 TPS, yang menurut Pemohon mencemarkan 13.197 suara.  
 

1631. KETUA: SALDI ISRA [02:42:19]  
 
 Oke. 
 

1632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:19]  
 

Secara umum, kami ingin menjelaskan bahwa di 40 TPS ini sudah 
berjalan dengan baik, dihadiri oleh penyelenggara, pengawas, dan para 
saksi. Dan seluruh dokumen terkait dengan hasilnya sudah 
ditandatangani oleh para saksi.  
 

1633. KETUA: SALDI ISRA [02:42:38]  
 
Baik di TPS maupun di distrik? 

 
1634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:39]  
 

Ya, itu pun sudah kami ajukan bukti-bukti, Yang Mulia.  
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1635. KETUA: SALDI ISRA [02:42:43]  
 
 Oke. 
 

1636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:44]  
 

Kemudian, hal-hal lain yang tadi mungkin kurang-lebih sudah 
dijelaskan oleh KPU, hampir sama.  
 

1637. KETUA: SALDI ISRA [02:42:51]  
 

Bapak sudah komunikasi dengan Pak Pieter Ell, enggak? Belum, 
ya?  
 

1638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:54]  
 

Saya kurang kenal dengan beliau.  
 

1639. KETUA: SALDI ISRA [02:42:56]  
 

Kurang kenal atau tidak kenal, Pak?  
 

1640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:42:58]  
 

Lihat di televisi saja, karena sering menonton beliau di televisi. 
 

1641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:43:04]  
 

Lanjut!  
 

1642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:43:04]  
 

Baik, Yang Mulia, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh 
Pemohon, mungkin pelanggaran Nomor 1, pelanggaran berupa tidak 
dilakukan verifikasi, tadi jawabnya sama bahwa di TPS ada saksi.  
 

1643. KETUA: SALDI ISRA [02:43:18]  
 
 Ya. 
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1644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:43:19]  
 

Kemudian, pelanggaran Nomor 2 yang didalilkan tidak menjaga 
dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur, sehingga 
kotak suara menjadi diragukan, hampir sama jawabannya, Yang Mulia.  
 

1645. KETUA: SALDI ISRA [02:43:30]  
 
 Ya. 
 

1646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:43:31]  
 

Di TPS yang bersangkutan juga dihadiri oleh saksi-saksi kedua 
belah pihak.  

Untuk pelanggaran bagian C, mungkin dilanjutkan oleh (...)  
 

1647. KETUA: SALDI ISRA [02:43:42]  
 

 Pak Janses? 
 

1648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YASIN DJAMALUDIN [02:43:42]  
 
 Ya. Pak Janses. 
 

1649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JANSES E. SIHALOHO [02:43:45]  
  

Izin, Yang Mulia, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh dari 
Termohon. Ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan.  

Satu, tentang dalil tuduhan di bawah umur. Setelah kami 
melakukan proses inzage, ternyata di bawah umur, yang satu orang itu 
adalah … dalil satu orang itu adalah tidak benar karena ada di DPT, itu 
sudah kami buktikan, Yang mulia. 
 

1650. KETUA: SALDI ISRA [02:44:09] 
 
 Oke. 
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1651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JANSES E. SIHALOHO  [02:44:10]   
 

Nah, terus yang selanjutnya, masalah dalil terkait dengan di 
bawah … apa … selain di bawah umur tadi, ada juga masalah batas 
waktu dan sebagainya, itu Berita Acaranya sudah kami buktikan semua. 

Dan selanjutnya, tadi masalah diskualifikasi, Yang Mulia. 
 

1652. KETUA: SALDI ISRA [02:44:30] 
 
 Ya. 
 

1653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JANSES E. SIHALOHO [02:44:31]  
  

Mungkin, sedikit mengklarifikasi tadi apa yang disampaikan 
Termohon saja. Nah, memang pernah Pemohon in … Pemohon ini 
didiskualifikasi oleh KPU, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. 
 

1654. KETUA: SALDI ISRA [02:44:44] 
 
 Ya. 
 

1655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JANSES E. SIHALOHO [02:44:44] 
   

Nah, selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah 
Agung, tapi belum putus di Mahkamah Agung, sudah ada keputusan KPU 
Papua Barat untuk menganulir, Yang Mulia. 

Jadi, pas diajukan Permohonan ke Mahkamah Agung, dianulir 
sebelumnya, belum ada putusan, dianulir oleh kapa … KPU Papua Barat. 

Nah, selanjutnya karena ada K … putusan tadi KPU Papua Barat, 
sehingga putusan dari Mahkamah Agung adalah berdasarkan notoire 
feiten informasi bahwa KPU Papua Barat sudah mencabut, sehingga 
dianggap objek sengketa tidak … tidak ada. 

Sehingga atas dasar ini, Yang … Yang Mulia, yang dirugikan 
sebenarnya adalah Pihak Terkait sendiri, Yang Mulia, karena tuduhan-
tuduhan dasar diskualifikasi tadi, tidak pernah dibantah dan tidak pernah 
juga diuji di Mahkamah Agung, Yang Mulia. 
 

1656. KETUA: SALDI ISRA [02:45:40] 
 
 Oke.   
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1657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JANSES E. SIHALOHO [02:45:40] 
 

Demikian, Yang Mulia. Selanjutnya kami lanjut ke Petitum. 
 

1658. KETUA: SALDI ISRA [02:45:45] 
 
 Ya. 
 

1659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JANSES E. SIHALOHO [02:45:46] 
 

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas. 
Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, 

untuk memberikan putusan sebagai berikut. 
Dalam Eksepsi. 
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. 
Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. 
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas. 
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Permohonan. 
1. Menolak Permo … Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Fak Fak 

Nomor 2831 dan selanjutnya. 
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir, dianggap dibacakan. 
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Kuasa tertanda. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
1660. KETUA: SALDI ISRA [02:46:29] 

 
Terima kasih, Pak Janses. 
Bawaslu, silakan. 

 
1661. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN  [02:46:35] 

 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
1662. KETUA: SALDI ISRA [02:46:36] 

 
 Ya. 
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1663. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:46:37] 
 

Assalamualaikum wr. wb.  
 

1664. KETUA: SALDI ISRA [02:46:40] 
 
 Waalaikumsalam. 
 

1665. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:46:40] 
 

Shalom. Om Swastiastu. Nama Buddhaya. Salam kebajikan untuk 
kita semua. 

Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Yang hadir pada Sidang 
hari ini Ketua Bawaslu Kabupaten Fak Fak Arifin Takamokan, didampingi 
oleh Anggota Bawalsu Kabupaten Fak Fak, Siofanus Irfam Kareth. 
 

1666. KETUA: SALDI ISRA [02:46:56] 
 
  Silakan. 
 

1667. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:46:58] 
 

Bahwa resume yang dibacakan di hadapan Sidang Mahkamah ini 
adalah berdasarkan keterangan tertulis, serta 86 alat bukti yang telah di-
Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Fak Fak, dan ditandatangani 
serta disampaikan sebelumnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, 
dengan keterangan sebagai berikut. 

Pertama, bahwa terkait perolehan suara Pemohon sebagai 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bawaslu Fak Fak 
berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 
Bupati/Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Fak Fak, terdapat keberatan dari 
Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang tidak menandatangani Model 
D.Hasil Kabko KWK Bupati/Wali Kota. 

Selanjutnya, terhadap keberatan a quo, dituangkan dalam Model 
D.Kejadian Khusus. 
 

1668. KETUA: SALDI ISRA [02:47:43] 
 
 Oke. 
 

1669. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:47:44] 
 

Atau keberatan saksi. 



195 
 

 
 

Bahwa selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati, seperti yang diuraikan pada tabel Nomor Urut … 1, 
Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara=20.818, Nomor 
Urut 2 mendapatkan perolehan suara=24.775. 
 

1670. KETUA: SALDI ISRA [02:47:59] 
 
 Ada enggak keberatan di tingkat ... apa, Pak, di tingkat 
kabupaten? 
 

1671. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:48:06] 
 

Tidak ada keberatan. 
 

1672. KETUA: SALDI ISRA [02:48:07] 
 
Oke, lanjut. 
 

1673. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:48:06] 
 
Yang kedua bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya 

mendalilkan tidak adanya verifikasi terhadap pemilihan yang dilakukan 
oleh KPPS bahwa terdapat dua laporan yang diterima oleh Bawaslu 
Kabupaten Fak Fak, yakni Laporan Nomor 023/LP seterusnya dianggap 
telah dibacakan dan Laporan Nomor 035/LP seterusnya dianggap telah 
dibacakan tanggal 2 Desember 2024. 

Selanjutnya berdasarkan kajian awal terhadap laporan a quo, 
tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan 
laporan. 

 
1674. KETUA: SALDI ISRA [02:48:38] 

 
Oke, lanjut. 
 

1675. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:48:39] 
 
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 16 TPS 

di Distrik Fak Fak Tengah dan 1 TPS di Kampung Torea Distrik Pariwari 
diperoleh informasi tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus, serta 
temuan dugaan pelanggaran pemilihan. 

Tiga. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya 
meragukan keabsahan surat suara disebabkan KPPS, tidak menjaga dan 
mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur. Bahwa terdapat 
satu laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diterima Bawaslu Fak 
Fak dengan Nomor 045/LP, seterusnya dianggap telah dibacakan. Dan 
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berdasarkan hasil kajian ... berdasarkan hasil kajian awal laporan a quo 
tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan 
laporan. 

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Distrik Tomage, 
Panwas Distrik Teluk Patipi, dan Panwas Distrik Pariwari pada saat 
pendistribusian logistik pemilihan diperoleh informasi tidak terdapat 
keberatan atau kejadian khusus, serta dugaan pelanggaran pemilihan. 

Bahwa terkait dalil Pemohon adanya pemilih yang mencoblos lebih 
dari satu surat suara pada TPS 02 Kelurahan Fak Fak Selatan, Distrik Fak 
Fak dan TPS 05 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari bahwa terdapat 
Laporan Nomor 018/LP[sic!] …eh, /PL seterusnya dianggap telah 
dibacakan dan Laporan Nomor 020/LP seterusnya dianggap telah 
dibacakan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Fak Fak . Selanjutnya 
berdasarkan kajian awal laporan a quo, tidak dapat diregistrasi karena 
pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan. 

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 02 
Kelurahan Fak Fak Selatan, Distrik Fak Fak dan Pengawas TPS di TPS 05 
Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari diperoleh informasi pelaksanaan 
pemungutan dan penghitungan suara pada TPS a quo tidak dapat … 
tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dan dugaan pelanggaran 
pemilihan. 

 
1676. KETUA: SALDI ISRA [02:50:27] 

 
Lanjut. 
 

1677. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:50:30] 
 

Lima. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang diwakili 
oleh pemilih lain terdapat satu laporan dengan Nomor Laporan 054/LP 
seterusnya dianggap telah dibacakan, selanjutnya berdasarkan kajian 
awal laporan a quo tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak 
menyampaikan perbaikan laporan.  

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD TPS 1 Kampung Gar, 
Distrik Furwagi; hasil pengawasan pengawas TPS pada TPS 1 Kampung 
Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi; dan hasil pengawasan pengawas TPS 
pada TPS 1 Kelurahan Dulan Pokpok; pengawas TPS pada TPS 4 
Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari,  diperoleh informasi tidak 
terdapat keberatan atau kejadian khusus dari saksi masing-masing 
pasangan calon bupati dan wakil bupati, maupun temuan dugaan 
pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. 

 
1678. KETUA: SALDI ISRA [02:51:18] 

 
Oke, Pak, dari di antara laporan itu yang terbukti, di mana, Pak?  
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1679. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:51:23] 
 

Dari 12 laporan yang ada di dalam dalil, tidak terbukti (...) 
 

1680. KETUA: SALDI ISRA [02:51:25] 
 

Ya. 
 

1681. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:51:27] 
 

Karena (…) 
 

1682. KETUA: SALDI ISRA [02:51:27] 
 

Tidak ada yang terbukti, ya.  
 

1683. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:51:28] 
 
Pemohon tidak (ucapan tidak terdengar jelas)? 
 

1684. KETUA: SALDI ISRA [02:51:29] 
 
Oke, kalau begitu, tidak usah disampaikan, nanti biar kita cek.  
Yang kedua, itu terkait dengan pencalonan tadi itu bagaimana 

ceritanya, Bawaslu?  
 

1685. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:51:38] 
 

Diskualifikasi?  
 

1686. KETUA: SALDI ISRA [02:51:39] 
 
Ya, tolong diceritakan itu, walaupun pada akhirnya sudah jelas, 

ya, ada putusan Mahkamah Agung dan dianulir oleh KPU, lalu kemudian 
dianggap sudah kehilangan objek oleh Mahkamah Agung, silakan. 

 
1687. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:51:53] 

 
Bahwa Bawaslu Kabupaten Fak Fak menerima pelimpahan laporan 

dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi 
Papua Barat dengan Nomor 533, selanjutnya dianggap dibacakan.  
 Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran sampai pada 
kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Fak Fak, menyimpulkan 
laporan a quo terbukti memenuhi unsur pelanggaran administrasi 
pemilihan.  
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 Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Fak Fak menyampaikan Surat 
Nomor 588/PM, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perihal 
rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU Fak Fak.  
 Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Fak Fak menerima Surat 
KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1384/PL, selanjutnya dianggap 
dibacakan. Tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya 
menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024 
untuk tanggal 27 November 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon.  
 

1688. KETUA: SALDI ISRA [02:52:45]  
 
 Syarat apa sih yang tidak terpenuhi, Pak? Kalau hasil Bawaslu?  
 

1689. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:52:50]  
 
 Yang terpenuhi ya?  
 

1690. KETUA: SALDI ISRA [02:52:51]  
 
 Ya, sehingga dia didiskualifikasi. 
 

1691. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:52:53]  
 
 Ya, Pasal 71 ayat (3), jadi (…) 
 

1692. KETUA: SALDI ISRA [02:52:56]  
 
 Oh, ini soal?  
 

1693. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:52:58]  
 
 Terkait dengan menggunakan wewenang program dan kegiatan. 
 

1694. KETUA: SALDI ISRA [02:53:01]  
 
 Oke, oke. Oke … oke, lanjut, Pak. Tapi kan kemudian dianulir, ya, 
sehingga lanjut prosesnya, ya.  
 

1695. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:53:09]  
 

Ya.  
 

1696. KETUA: SALDI ISRA [02:53:09]  
 
 Oke, lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan?  
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1697. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:53:17]  
 
 Kalau terkait dengan dalil 10. 
 

1698. KETUA: SALDI ISRA [02:53:23]  
 
 Ya. 
 

1699. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:53:27]  
 
 Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran secara 
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor 
Urut 2 dalam bentuk pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan 
secara bersama-sama, terencana, dan masif. Bahwa tidak terdapat 
laporan dugaan pelanggaran pembelian yang bersifat TSM untuk 
diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat.  
 Bahwa Bawaslu Fak Fak menerima 5 laporan dugaan pelanggaran 
Pemilihan Laporan Nomor 017, 021, 030, 031 sampai dengan 032, 
semua status laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak 
melakukan perbaikan laporan. 
 

1700. KETUA: SALDI ISRA [02:54:10]  
 
 Cukup?   
 

1701. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:54:11] 
 

Cukup. 
 

1702. KETUA: SALDI ISRA [02:54:12]  
 
 Terima kasih.  
 

1703. BAWASLU: ARIFIN TAKAMOKAN [02:54:13]  
 

Terima kasih. 
 

1704. KETUA: SALDI ISRA [02:54:15]  
 
 Oke, cukup. Terima kasih.  
 Kami akan masuk … kita masuk sekarang ke Perkara 173 
Kabupaten Bungo.  
 Jadi, KPU Kabupaten Bungo, Bawaslu Kabupaten Bungo, dan 
Pihak Terkait Kabupaten Bungo untuk Perkara Nomor 173, disilakan.  
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 Untuk pemeriksaan ini, akan dipimpin oleh Yang Mulia Hakim 
Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia. 
 

1705. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:57]  
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. 
 Ya, silakan diperkenalkan. 
 

1706. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:55:21]  
 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
 Kami mohon izin membacakan Pokok-Pokok Jawaban dari KPU 
Kabupaten Bungo yang hari ini hadir salah satu Komisionernya Bapak 
Sodri Hamzah, Yang Mulia.  
 Berkenaan dengan kewenangan mengadili, kami anggap 
dibacakan.  
 

1707. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:55:40]  
 

Ya.  
 

1708. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:55:41]  
 
 Berkenaan dengan permohonan kabur, pada halaman (...)  
 

1709. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:55:44]  
 

Obscuur, ya? 
 

1710. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:55:45]  
 
 8, Yang Mulia, Pemohon mendalilkan bahwa di sebagian besar 
TPS yang didalilkan itu, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat 
untuk memilih. Dalam dalil Pemohon disebutkan rata-rata lebih dari satu 
pemilih. Namun, setelah kami telisik dan kami pelajari, setidaknya di … 
dari 60 TPS, yang menurut (...)  

 
1711. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:56:10]  

 
Ya.  

 
1712. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:56:11]  

 
Pemohon itu, terdapat 2 pemilih yang tidak memenuhi syarat 

untuk memilih, setidaknya ada 6, berdasarkan dalil, Yang Mulia, ada 6 
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TPS yang hanya berisi satu pemilih, yaitu TPS 1 Pekan Jumat, TPS 1 
Bedaro, TPS 4 Bedaro, TPS 2 Talang Pamesun, TPS 5 Ujung Tanjung, 
TPS 3 Talang Selungko, nama-nama pemilih terlampir.  

 
1713. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:56:32]  

 
Ya.  

 
1714. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:56:32]  

 
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Permohonan dapat 

dianggap kabur. 
 

1715. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:56:38]  
 
Ya.  

 
1716. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:56:38]  

 
 Bahwa dalam Positanya, dalam halaman 24, Pemohon 

mendalilkan ada 60 TPS yang terdapat pemilih tidak memenuhi syarat 
untuk memilih karena tidak memiliki KTP elektronik. Namun, dalam 
rincian Posita Pemohon, hanya terdapat 55 TPS yang terdapat nama-
nama pemilih yang tidak memenuhi syarat. Sementara 5 TPS lainnya 
tidak terdapat rincian nama-nama pemilih dalam Posita Pemohon, yaitu 
antara lain TPS 2 Bedaro, TPS 4 Sirih Sekapur, TPS 2 Sirih Sekapur 
Perkembangan, TPS 3 Sirih Sekapur Perkembangan, TPS 1 Baru Balai 
Panjang.  

Dan kemudian berikutnya, dalam dalil disampaikan bahwa 
terdapat ... ada 258 pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih 
karena belum memiliki KTP elektronik. Tetapi setelah kita sisir, ada 
ternyata satu nama yang berulang, yaitu di TPS 2 … TPS 2 Talang 
Sungai Bungo dalam DPT Nomor 215, diletakkan dalam Nomor urut 118 
dan 128. Pertanyaannya, yang dimaksudkan dalam dalil Pemohon 
apakah 258 ataukah 257 pemilih? Karena itu, Permohonan kami anggap 
kabur.  
 

1717. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:54]  
 
Ya.  

 
1718. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:57:54]  

 
Berikutnya, Yang Mulia, angka 7 berkenaan dengan dalil Pemohon 

adanya sekitar 277 pemilih, sebagaimana tabel yang kami anggap 
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dibacakan … kami anggap dibacakan, Pemohon mendalilkan adanya 
signifikansi suara. Namun, jika dilihat selisih suara antara Pemohon 
dengan peraih suara Nomor Urut Pertama atau peraih suara terbanyak 
adalah=1.142 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon yang 
menyatakan=277 suara signifikan, jauh karena ada selisih sekitar=865 
suara, sehingga menurut kami itu tidak dapat mempengaruhi hasil.  

 
1719. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:39]  

 
Ya (...)   

 
1720. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:58:39]  

 
Berikutnya (...)  

 
1721. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:39]  

 
Termohon, ya? Karena ini tebal sekali 171 halaman.  

 
1722. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:58:43]  

 
Betul,Yang Mulia.  
 

1723. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:45]  
 

Jadi, pokok-pokoknya saja dipilih (...) 
 

1724. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:58:46]  
 

Ya. 
 

1725. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:46]  
 

Oleh Saudara untuk disampaikan (...)  
 

1726. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:58:49]  
 

Baik, Yang Mulia.  
 

1727. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:49]  
 

Kepada Pemohon, ya. 
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1728. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:47]  
 

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. 
 

1729. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:58:52]  
 

Terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan suara pasangan 
Nomor Urut 2 atas nama Jumiwan Aguza. Pemohon mendalilkan 
suaranya adalah=95.876, sementara yang benar adalah=95.906 suara. 
Pun demikian dengan jumlah total suara, Pemohon keliru mencantumkan 
1.900 … 190.058 suara, padahal yang benar adalah=190.688 suara. 
Sehingga Permohonan dianggap kabur.  

Mohon, izin, Yang Mulia, menyatakan bahwa dalam 6 … dari dalil 
Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran di ada … ada … ada 
pelanggaran di 64 TPS, kami sampaikan 55 TPS saksi yang hadir itu 
menandatangani … saksi Pemohon yang hadir itu menandatangani 
C.Hasil, sementara 9 yang lain tidak menandatangani, tetapi bukan 
karena mereka bermasalah ,tapi sejak awal memang mereka tidak hadir, 
Yang Mulia.  
 

1730. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:54]  
 
 Ya.  
    

1731. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [02:59:54]  
 

Yaitu di TPS 2 Leban, TPS 1 Bedaro, TPS 2 Bedaro, TPS 4 Bedaro, 
TPS 4 Sirih Sekapur Perkembangan, TPS 1 Rantau Ikil, TPS 1 Baru Balai 
Panjang, TPS 2 Tanjung Belit, dan TPS 3 Tanjung Belit. Bagaimana 
mungkin Pemohon dapat menyampaikan adanya persoalan, sementara 
Saksi Pemohon tidak pernah ada di TPS, Yang Mulia.  
 

1732. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:14]  
 
 Ya, lanjut. 
 

1733. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:00:15]  
 

Lanjut, Yang Mulia.  
Berkenaan dengan dalil-dalil terkait dengan KTP Elektronik. Kami 

mengutip Putusan MK Nomor 1 ... 102/2009 yang pada intinya 
menyatakan bahwa hak memilih adalah hak warga negara dan hak asasi 
yang tidak dapat dibatasi, sehingga tidak boleh dihambat oleh prosedur 
administratif apa pun. Kemudian sejalan dengan itu, kami mengutip juga 
Putusan MK Nomor 111 Tahun 2021 terkait dengan adanya 305 warga 
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yang belum memilih ... yang belum melakukan perekaman e-KTP 
Elektronik, namun terdaftar dalam DPT, Mahkamah berpendapat hal 
demikian merupakan suatu kesalahan administratif. Namun demikian, 
selama pemilih bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, 
antara lain syarat usia, domisili bagi calon pemilih bersangkutan tetap 
harus diupayakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Justru keliru menjadi 
hal yang tidak dapat dibenarkan ketika seorang warga negara yang telah 
memenuhi syarat materiil untuk menjadi pemilih, namun tidak dapat 
menyalurkan hak pilih karena lambatnya proses pembuatan perekaman 
e-KTP.  

Selanjutnya, Yang Mulia. Termohon menyampaikan bahwa 
Termohon tidak pernah membiarkan pemilih yang tidak memenuhi 
syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu, tanggal 27 
Desember, mohon maaf, 70[sic!] November.  

Yang Mulia, berkenaan dengan isu e-KTP ini, menjadi momok di 
Jambi. Karena itu, KPU Kabupaten Bungo menegaskan sejak awal, sejak 
awal proses pembuatan DP4 pantarlih, coklit, dan seterusnya, itu terus-
menerus mensosialisasikan kepada masyarakat agar melakukan 
perekaman e-KTP. Dari awal ketika DP4 muncul, yang belum melakukan 
perekaman itu sekitar 6 ... 5.000, Yang Mulia. Setelah dilakukan proses 
sosialisasi, kemudian kerja sama dengan Disdukcapil, kerja sama dengan 
kecamatan, pada akhirnya sekitar 1.700, Yang Mulia. 
 

1734. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:02:06]  
 

Ada bukti berapa itu?  
 

1735. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:02:09]  
 

Itu sebagaimana juga didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.  
 

1736. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:02:12]  
 
 Ya. 
 

1737. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:02:13]  
 

Ini di sini di Bukti VT[sic!]-4, T-5, T-6, T-7. 
 

1738. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:02:20]  
 
 Ya, lanjut. 
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1739. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:02:21]  
 

T-8 dan seterusnya, Yang Mulia.  
Yang Mulia, berkenaan dengan dalil KTP, Yang Mulia, kami 

menyampaikan bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, 
faktanya dan juga tercatat, seluruhnya sudah berusia 17 tahun, 
kemudian tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, berdomisili di lokasi 
tersebut, dan dibuktikan dengan KTP atau setidak-tidaknya surat 
domisili. Dan dalam seluruh TPS yang didalilkan, Saksi Pemohon atau 
saksi dari 01 menandatangani C.Hasil, Yang Mulia.  
 

1740. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:02:59] 
 
 Ya. 
 

1741. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:03:00]  
 

Itu dari halaman 27 sampai halaman 149. 
 

1742. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:03:04]  
 
 Ya. 
 

1743. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:03:05]  
 

Dalil tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.  
Bahwa untuk selanjutnya berkenaan dengan dalil-dalil TPS ... 

KPPS, TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah mencoblos 
surat suara sebanyak 50 eksemplar, kami anggap tidak berdasar. Karena 
berdasarkan kronologi di lapangan, sejak awal pada proses pemungutan 
suara, baik saksi gubernur, saksi bupati, pengawas TPS, pihak TNI/Polri 
selalu hadir dan berada di TPS.  

Bahkan pada saat Pleno penghitungan suara saksi gubernur, saksi 
bupati tidak ada yang menyampaikan sanggahan keberatan terhadap 
C.Hasil. Selesai Pleno Penghitungan Surat Suara di TPS, KPPS langsung 
mengantarkan kotak surat suara ke kantor Kecamatan Rimbo Tengah.  

Untuk selanjutnya kami sampaikan, Saksi Pemohon juga 
menandatangani C.Hasil. Berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya 
intimidasi KPPS yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, Dusun Tanjung 
Belit, Kecamatan Jujuhan, kami sampaikan itu tidak benar. Pada TPS 1, 
saksi Pemohon hadir, tapi saksi Pemohon tidak dapat memilih bukan 
karena dihalang-halangi, melainkan karena yang bersangkutan memang 
bukan warga di TPS tersebut. Kemudian, untuk lokasi 2, TPS 2 dan TPS 
3 Dusun Tanjung Belit, tidak ada saksi yang dihadirkan, Yang Mulia.  
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Selanjutnya, kami sampaikan bahwa tidak benar dalil Pemohon 
yang menyatakan ada KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk 
mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana kami uraikan 
dalam kronologis.  

Berdasarkan keterangan Ketua KPPS yang bernama Sukoco 
bahwa pada hari pencoblosan hari Rabu, tanggal 27 November, beliau 
mendapatkan pemberitahuan bahwa ada orang tua yang bernama 
Turah, tidak bisa ke TPS untuk memilih karena sakit mat ... mat ... 
karena sakit. Maka, sekitar pukul 12.00, ketua KPPS menugaskan 
anggota untuk melakukan pencoblosan. Maksudnya untuk memproses 
pemungutan suara di rumah pemilih yang sakit tersebut dan tugas 
tersebut diberikan kepada KPPS 2, KPPS 7, serta Linmas TPS. Bersama 
dengan petugas KPPS, hadir juga saksi Miswan, yaitu saksi Bupati Paslon 
Nomor 1, Yang Mulia.  
 

1744. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:10]  
 

Ya, lanjut.  
 

1745. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:05:14]  
 

Bahwa tidak benar, Pemohon yang mendalilkan bahwa KPPS 
menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS 1 dan 3, 
Sarana Jaya. Karena 2 orang yang disebut atas nama Nur Hidayat dan 
Saprizal, setelah kami telusuri, benar menggunakan hak pilih secara 
langsung, berdasarkan bukti daftar hadir, dan juga kami mintakan surat 
pernyataan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar hadir, Yang 
Mulia. Selan (...)  
 

1746. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:37]  
 

Ya, berikutnya syarat pemilih sah itu, sudah cukup. Yang lain?  
 

1747. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:05:42]  
 

Baik, cukup, Yang Mulia. Selebihnya dalil kami anggap bacakan, 
kami mohon izin sampai kepada (...)  
 

1748. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:49]  
 

Petitum.  
  

1749. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:05:49]  
 

Petitum.  
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1750. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:50]  
 

Ya, lanjut.  
 

1751. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:05:52]  
 

Petitum.  
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.  

Dalam Eksepsi.  
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat 

diterima. 
Dalam Pokok Permohonan. 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 
tanggal 5 Desember 2024. 

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 yang menang adalah 
sebagaimana berikut, dianggap dibacakan.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. 

Kuasa Hukum Termohon Muhammad Ali Fernandez, Advokat dan 
kawan-kawan ditandatangani, serta Ahmad Fauzan, S.H., M.H., Jaksa 
Pengacara Negara dan teman-teman ditandatangani, Yang Mulia.  
 

1752. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:47]  
 
 Ya.  
 

1753. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:06:49]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1754. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:50]  
 

Terima kasih, KPU Bungo dan juga Kuasanya.  
Berikutnya Pihak Terkait, silakan.  
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1755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:06:56]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1756. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:56]  
 
 Ya. 
 

1757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:06:58]  
 

Assalamualaikum wr. wb. 
 

1758. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:58]  
 

Waalaikumsalam wr. wb.  
 

1759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:06:59]  
 

Mohon izin kami membacakan keterangan Pihak Terkait dalam 
Perkara 173 selaku Kuasa Hukum dari Nomor Urut 2.  

 
1760. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:06]  

 
Ya.  

 
1761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:07]  
 

Izin, Yang Mulia. 
 

1762. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:08]  
 

Pokok-pokoknya, ya.  
 

1763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:09]  
 

Ya.  
 

1764. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:12]  
 
 Ya.  
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1765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:14]  
 

Jadi mohon untuk Kewenangan Mahkamah sama Permohonan 
Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan.  
 

1766. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:15]  
 
 Ya.  
 

1767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:17]  
 

Kita langsung ke dalam Pokok Permohonan. 
 

1768. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:18]  
 
 Ya.  
 

1769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:20]  
 

Pokok Permohonan, tidak ada ... ada lima kualifikasi.  
 

1770. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:22]  
 

Ada berapa dalil?  
 

1771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:24]  
 

Yang terkait dengan pencoblosan 50 lembar surat suara di KPPS 
(...)  
 

1772. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:26]  
 
 Ya, lanjut.  
 

1773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:07:28]  
 

Intimidasi dan sebagainya.  
Yang pertama bahwa dalam ...  bahwa hal yang sangat (ucapan 

tidak terdengar jelas) di mana Posita Pemohon yang mendalilkan modus 
pelanggaran adanya pemilihan lebih dari satu orang, yang tidak 
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mememenuhi syarat memilih, namun menggunakan surat suara di TPS-
TPS yang hampir tersebar di seluruh Kabupaten Bungo, yang signifikan 
mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Maka, bila Pihak Terkait teliti 
dan cermat dalam Posita, pemilihan yang diuraikan adalah sebanyak 258 
pemilih. Akan tetapi, dalam Permohonan Pemohon terdapat TPS 1 Dusun 
Baru Balai Panjang, tidak dirinci nama-nama pemilih, sehingga secara 
kuantitatif, menurut koreksi Pihak Terkait hanya terdapat 55 TPS, dari 64 
yang didalilkan, dari 30 dusun dan 12 kecamatan dengan selisih 
perolehan sebanyak 1.124 suara.  
 

1774. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:08:17]  
 
 Ya.  
 

1775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:08:18]  
 

Bahwa terdapat nama-nama pemilih yang diuraikan Pemohon 
telah menimbulkan pertanyaan secara metodologis tentunya, terkait 
dengan dimana Pemohon tidak bisa mem ... memperoleh dan 
menguraikan nama-nama tersebut sebagai pemilih yang tidak memenuhi 
syarat, sedangkan Pemohon dalam penyampaian permohonan dan alat 
bukti pada persidangan yang tanggal 13, 2025, tidak merinci bukti dalil 
Pemohon terhadap 258 pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat. 
Ketiadaan bukti Pemohon tersebut semakin menguatkan keyakinan Pihak 
Terkait bahwa dalil Pemohon hanya berlandaskan pada asumsi dan tidak 
dapat dibuktikan kebenarannya.  

Bahwa dari 55 TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat pemilih 
tidak memenuhi syarat dan parameter tidak memiliki KTP elektronik atau 
melakukan perekaman KTP elektronik. Namun setelah Pihak Terkait 
konfirmasi kepada saksi-saksi Pihak Terkait, yang ditugaskan di 55 TPS 
dimaksud dalam Permohonan, ditemukan bahwa fakta selama 
pelaksanaan pemilihan sejak pemungutan suara, sampai dengan 
rekapitulasi berjenjang, dimulai dari TPS, PPK, dan kabupaten, saksi 
Pemohon menerima hasil perhitungan tanpa ada keberatan dan/atau 
kejadian khusus berkaitan dengan pemilih tidak memenuhi syarat di 55 
TPS, sebagaimana didalikan oleh Pemohon. Terkait dengan (...)  
 

1776. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:09:37]  
 

Coba ini yang dalil halaman 21.  
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1777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:09:38]  
 

KTP itu di halaman 9, Yang Mulia, Alat Buktinya (...)  
 

1778. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:09:42]  
 
 Apa ini? 
 

1779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:09:42]  
 

Bahwa dalil-dalil Pemohon sepenuhnya keliru dan tidak berdasar 
fakta. Karena dari 258 ... 258 pemilih yang didalikan Pemohon sebagai 
pemilih, tidak memenuhi syarat, terkait dengan KTP ... e-KTP, setelah 
Pihak Terkait telusuri dan verifikasi melalui penugasan kembali saksi 
Pihak Terkait (vide Bukti Surat di PT-4 sampai PT-111). Ternyata 
ditemukan pemilih tersebar di 55 TPS, 30 dusun, 12 kecamatan, 
seluruhnya terdaftar di daftar pemilih tetap, telah berusia 17 tahun atau 
lebih pada saat hari pemilihan dan tetap memiliki KTP elektronik atau 
biodata penduduk. 

Berikut daftar nama-nama pemilih yang terkait di dalam tabel, 
dianggap dibacakan, Yang Mulia  
 

1780. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:10:27]  
 

Coba di halaman 21 ini, tentang bukti rekaman video itu, ini tidak 
disebutkan, coblos, coba, yang 10, dalil yang ke 10 ini, Nomor 10. 
 

1781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:10:39]  
 

Oke. Izin, Yang Mulia.  
 

1782. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:10:41]  
 
 Ya. 
 

1783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:10:42]  
 

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tentang adanya bukti 
rekaman video Anggota KPPS di TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan 
Rimbo Tengah mencoblos surat suara 50 eksemplar surat, dan 
berdasarkan video penyataan anggota KPPS TPS 6 Cadika, pada waktu 
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istirahat, masih ada yang mendaftar memilih dengan membawa 
menggunakan KTP. Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut. 

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil dan bukti Pemohon 
berupa video pencoblosan yang ditayangkan dalam Persidangan 
Pemeriksaan Pendahuluan, pada tanggal 13 Januari 2025 yang lalu. Dalil 
Pemohon tidak menjelaskan perihal. Yang pertama, validitas kertas suara 
yang berjumlah 50 eksemplar. 

Yang kedua, waktu dan tempat kejadian itu dilakukan di mana. 
Yang ketiga, siapa orang yang mencoblos. 
Yang keempat, apakah surat suara tersebut merupakan surat 

suara yang sah. 
Yang kelima, apakah surat suara tersebut dimasukkan dalam 

kotak suara yang sah. 
Dan yang keenam, apakah surat suara tersebut akhirnya turut 

dihitung atau dinyatakan rusak. 
Bahwa ketiadaan penjelasan yang didukung dengan bukti 

tersebut, maka dalil Pemohon a quo tidak jelas, sehingga validitasnya 
diragukan. Lebih-lebih tidak memiliki rujukan bahwa peristiwa yang ada 
dalam Alat Bukti tersebut, turut diakumulasikan dalam penghitungan 
akhir di masing-masing TPS bersangkutan. 

 Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan 
harus ditolak. 
 

1784. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:04]  
 

 Lanjut, masih ada?  
 

1785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:12:05]  
 

Ada. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang melihat Pihak 
Terkait yang berada di TPS 6 Kelurahan Cadika atas nama Mariani, dan 
hasil penelusuran Pihak Terkait ditemukan fakta bahwa selama 
pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, 
dimulai pukul 07.00 WIB dan sampai dengan selesai, penghitungan 
suara yang dihadiri oleh saksi Pemohon selama proses pelaksanaan 
pemungutan sampai dengan penghitungan perolehan suara, tidak 
terdapat sanggahan atau keberatan, bahkan berdasarkan bukti surat 
berupa C.Hasil TPS 6 di Kelurahan Cadika.  
 

1786. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:0350]  
 
Ya, ini coba di halaman 27 ini tentang tuduhan pelanggaran. Ini 

singkat saja, coba Saudara jelaskan!  
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1787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:12:41]  
 

Izin, Yang Mulia. 
 

1788. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:48]  
  
 Ya. 
 

1789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:12:48]  
 

Kami bacakan.  
Bahwa terhadap substansi atau pokok permasalahan yang 

dijadikan dalil permohonan, yakni tentang suara tidak sah sebanyak 
1.124 suara berasal dari pemilih non-KTP elektronik, secara otomatis 
mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dari semula memperoleh 
95.906 suara dikurangi suara tidak sah versi Pemohon 1.124, sehingga 
menjadi 94.782. Dengan demikian, terjadi perubahan perolehan suara 
Pihak Terkait. Dengan ini Pihak Terkait membantah klaim atau dalil 
Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut.  

Bahwa koreksi atau pembetulan perolehan suara dalam sengketa 
atau perselisihan hasil hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan 
hitung atau rekapitulasi yang berbeda antara versi peserta dengan 
penyelenggara. Sehingga harus dikembalikan kepada angka perolehan 
sebenarnya, itu pun diisyaratkan harus dapat dibuktikan pada tingkat 
mana kesalahan hitungan terjadi. Apakah di TPS, PPK, atau 
kabupaten/kota, atau pada tingkat Kabupaten.  

Koreksi berupa pengurangan perolehan suara pasangan calon 
tidak dapat dilakukan atas dasar ada atau terjadinya pelanggaran di TPS, 
sehingga klaim Pemohon yang ser … yang serta-merta mengurangi 
perolehan Pihak Terkait sebanyak 1.124 suara yang didasarkan pada 
dugaan pelanggaran yang belum tentu terbukti kebenarannya tidak 
beralasan hukum dan harus ditolak.  
 

1790. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:17]  
 
 Ya. Masih ada yang ingin Saudara sampaikan? Atau ini halaman 
32 ini, tentang signifikasi selisih perolehan. Sampaikan, silakan. 
 

1791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:14:32]  

 
Bahwa selanjutnya, Yang Mulia, terhadap dalil Pemohon yang 

pada pokoknya menuduh Termohon memfasilitasi pemilihan yang tidak 
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memenuhi syarat. Pelanggaran yang bersifat prinsip berupa pencoblosan 
50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi Pemohon, 
pengarahan pemilih lansia KPPS, menggunakan surat suara pemilih yang 
tidak hadir di TPS, warga binaan di lapas, namun dinyatakan hadir dan 
mencoblos, seorang nenek yang diarahkan mencoblos, dan orang yang 
meninggal dunia menandatangani daftar hadir, serta dalil tentang 
pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tentang money politics 
dan seterusnya. Sebagaimana dalil Pemohon dalam Pemohonan yang 
kesemuanya dianggap menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang 
tidak benar, Yang Mulia.  
 

1792. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:15]  
  
 Ya, baik. Petitum, ya. Ya. Lanjut! 
 

1793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
173/PHPU.BUP-XXIII/2025: ATANG IRAWAN [03:14:18]  
 

Langsung ke Petitum.  
Mohon izin, Yang Mulia. kami bacakan Petitum.  
Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait, sebagaimana 

uraian tersebut di atas. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo untuk sekiranya 
berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 

Dalam Eksepsi. 
Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima. 
Yang kedua, menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon 

tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Permohonan. 
Yang pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Kedua, menyatakan benar Surat Keputusan KPU Kabupaten 

Bungo Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tanggal 05 
Desember 2024. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan seadil-adilnya. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait, ditandatangani. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
1794. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:19] 

 
Baik, terima kasih. 
Selanjutnya, Bawaslu Bungo? Kuasa atau Bawaslu atau Kuasanya? 

Silakan keterangannya.  
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1795. BAWASLU: AHMADI [03:16:30] 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.  
 

1796. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:35] 
 

Waalaikumsalam wr. wb. 
 

1797. BAWASLU: AHMADI [03:16:36] 
 

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Terhadap dalil 
Pemohon Nomor 173 seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, berikut disampaikan keterangan 
Bawaslu Kabupaten Bungo. 

Terhadap dalil Pemohon menyatakan Termohon membiarkan 
pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, namun difasilitasi 
untuk menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal 27 
November 2024. Huruf h halaman 6. 

Bahwa atas temuan masifnya jumlah pemilih yang tidak 
memenuhi syarat untuk memilih tersebut telah Pemohon laporkan ke 
Bawaslu Bungo sebanyak 12 laporan terhadap laporan-laporan 
pelanggaran sampai dengan Pemohon ini ajukan, belum ada tindak 
lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bungo, angka 6 halaman 8. 

Berikut Keterangan Bawaslu.  
Dari 12 laporan yang Pemohon dalilkan dalam Pemohon, sudah 

ditindaklanjuti. 6 laporan yang memenuhi unsur direkomendasi dugaan 
pelanggaran, 6 laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. 
 

1798. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:17:45] 
 

Ya, coba jelaskan singkat saja yang 6 itu, yang ditindaklanjuti. 
 

1799. BAWASLU: AHMADI [03:17:53] 
 

Baik, Yang Mulia. 
 

1800. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:17:54] 
 
 Ya. Nanti selengkapnya kami baca. 
 

1801. BAWASLU: AHMADI [03:18095] 
  

Laporan 037 diteruskan rekomendasi dugaan pelanggaran ke 
Kabupaten Bungo. 
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Laporan 308 ... 038 diteruskan rekomendasi dugaan pelanggaran 
ke KPU Kabupaten Bungo. 

Laporan 309 diteruskan rekomendasi dugaan pelanggaran ke 
Kabupaten Bungo. 

Laporan 042 diteruskan rekomendasi dugaan pelanggaran ke 
Kabupaten Bungo. 

Laporan 045 diteruskan rekomendasi dugaan pelanggaran ke KPU 
Kabupaten Bungo. 

 Laporan 046 seterusnya diteruskan rekomendasi dugaan 
pelanggaran Ke Kabupaten Bungo. 
 

1802. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:18:50] 
 
 Ya, terus? 
 

1803. BAWASLU: AHMADI [03:18:45] 
 

Siap, Yang Mulia.  
Bahwa berdasarkan tabel yang didalilkan Pemohon terdapat 

pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 258 pemilih yang terdapat 
di DPT yang tersebar di 60 TPS, 31 dusun, dan 9 kecamatan, angka 1 
halaman 10, sampai angka 31 halaman 34.  

Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetap 
menggunakan hak pilih pada angka 1 halaman 10, angka 7 halaman 13, 
angka 9 halaman 14, angka 10 halaman 14, angka 12 halaman 15, 
angka 13[sic!] halaman 16, angka 14 halaman 16, angka 15 halaman 17, 
angka 16 halaman 18, angka 17 halaman 18, angka 18 halaman 18, 
angka 19[sic!] halaman 19, angka 20 halaman 19, angka 21 halaman 20, 
angka 22 halaman 20, angka 23 halaman 20, angka 24 halaman 21, 
angka 25 halaman 22, angka 26 halaman 22, angka 27 halaman 22, 
tidak masuk ke dalam laporan ke Bawaslu Kabupaten Bungo, Yang Mulia.  

Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi 
menggunakan hak pilih pada angka 2 halaman 10, angka 3 halaman 11, 
angka 4 halaman 11, angka 5 halaman 12, angka 6 halaman 12, masuk 
ke dalam Laporan 039 seterusnya, laporan direkomendasikan ke 
Kabupaten Bungo dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bungo, 
memberikan sanksi kepada … memberikan sanksi peringatan keras 
Kepada KPPS. 

 
1804. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:35] 

 
Bukti PK berapa itu?  
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1805. BAWASLU: AHMADI [03:20:38] 
 
Ya, Yang Mulia? 
 

1806. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:38] 
 
Ya. 
 

1807. BAWASLU: AHMADI [03:20:40] 
 
Vide Bukti PK-10.8 
 

1808. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:44] 
 
Ya.  
 

1809. BAWASLU: AHMADI [03:20:45] 
 
-22. 
 

1810. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:46] 
 
Ya, lanjut. 
 

1811. BAWASLU: AHMADI [03:20:47] 
 

Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi 
menggunakan hak pilih pada angka 8 halaman 13, masuk ke dalam 
Laporan 045 seterusnya, laporan telah direkomendasikan ke KPU 
Kabupaten Bungo dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bungo, dan 
memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS, vide Bukti PK-10.8-
44. Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi 
menggunakan hak pilih pada angka 11 halaman 15, masuk ke dalam 
Laporan Nomor 037 dan seterusnya. Laporan telah direkomendasikan ke 
KPU Kabupaten Bungo dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bungo 
dan memberikan sanksi peringatan keras kepada KPPS (vide Bukti PK-
10.8-12). 

Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi 
menggunakan hak pilih pada angka 18 halaman 19, masuk ke dalam 
Laporan Nomor 045 seterusnya. Yang pada pokoknya bahwa laporan 
tidak terbukti pelanggaran pemilihan dalam arti tidak memenuhi unsur 
pelanggaran. 

Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi 
menggunakan hak pilih pada angka 28 halaman 23, angka 29 halaman 
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23, angka 30 halaman 23, masuk ke dalam Laporan Nomor 040 
seterusnya.  

Bahwa berdasarkan dari hasil laporan pengawasan Panwaslu 
Kecamatan Bathin II Pelayang Nomor 107/LHP seterusnya. Hasil 
pemeriksaan laporan telah direkomendasikan KPU Kabupaten Bungo dan 
ditindaklanjuti oleh Kabupaten Bungo (Bukti vide … vide Bukti PK.10.8-
76). Terkait dalil Pemohon pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi 
menggunakan hak pilih pada angka 31 halaman 24 masuk ke dalam 
Laporan Nomor 046 dan seterusnya, laporan telah direkomendasikan ke 
KPU Kabupaten Bungo dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bungo 
dan memberikan sanksi. 

 
1812. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:22:05] 

 
Ya, masih ada yang mau disampaikan yang lain? Yang ingin 

Saudara sampaikan? 
 

1813. BAWASLU: AHMADI [03:22:08] 
 

Pelanggaran prinsip[sic!] oleh Termohon berupa Pencoblosan 
surat suara oleh KPPS intimidasi KPPS kepada sanksi Pemohon di TPS, 
mengakibatkan suara Pemohon pada persentase Paslon Nomor 021% 
KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Nomor 2 dan 
selanjutnya.  

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Anggota 
KPPS TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah mencoblos 
surat suara kurang-lebih 50 eksemplar surat suara dan terdapat pemilih 
dengan KTP-el dan belum merekam KTP-el, angka 10 halaman 24. 

 Bawaslu Kabupaten Bungo tidak menerima laporan terkait dalil 
Pemohon terkait pemilih yang belum memiliki KTP-el menggunakan hak 
pilih, Bawaslu hanya menerima laporan mencoblos surat suara kurang-
lebih 50 eksemplar surat suara, Nomor 018 dan seterusnya. 

Bahwa laporan dihentikan pada pembahasan kedua Sentra 
Gakkumdu karena belum menemukan adanya alat bukti. Terhadap 
keterangan saksi seluruh KPPS, TPS 6, pemilih, penjaga sekolah, 
pengawas TPS, pengaman TPS … dan saksi pelapor yang sudah 
diperiksa, tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian tersebut secara 
langsung, hanya berupa perkiraan dan dugaan. Bahwasanya untuk 
menentukan laporan atau temuan, merupakan tindak pidana pemilihan, 
harus terpenuhi minimal 2 alat bukti, (vide Bukti PK.10.8-81). 
 

1814. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:24:40]  
 
 Ya. Ini halaman 59 ini, coba jelaskan. Kepala Desa ini … 
Perangkat Desa Lubuk Niur. Ya, 1.4 itu, halaman 59. Nah, coba itu. 



219 
 

 
 

1815. BAWASLU: AHMADI [03:25:23]  
 
 Baik, Yang Mulia.  
 Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan 
Perangkat Desa Lubuk Niur, Kecamatan Tanah Tumbuh, yang tidak 
netral mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara 
mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2 secara terang-terangan. 
Angka 23 huruf c halaman (...)   
 

1816. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:25:40]  
 

Titik-Titiknya … he em. 
 

1817. BAWASLU: AHMADI [03:25:40]  
 
 Bahwa terhadap dalil Pemohon, telah ditangani dan dalam 
temuan Panwaslu Kecamatan Tanah Tumbuh berdasarkan Formulir 
Temuan Nomor 01 seterusnya, tanggal 6 November 2024.  
 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, ditemukan fakta dan 
bukti dari keterangan saksi berdasarkan foto, diduga Perangkat Desa 
Lubuk Niur atas nama Eka Leonita membuat simbol tindakan simbol jari 
yang merupakan bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Bupati 
Nomor Urut 2, tindakan terlapor merupakan dugaan pelanggaran 
netralitas perangkat desa dan/atau dugaan pelanggaran Peraturan 
Undang-Undang lainnya (vide Bukti PK.10.8-111).  
 

1818. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26:26]  
 

Ya, cukup. 
 

1819. BAWASLU: AHMADI [03:26:26]  
 
 Laporan diteruskan ke Bupati Bungo melalui Dinas PMD, hasil 
tindakan lanjut instansi berwenang pada pokoknya, Kepala Desa Lubuk 
Niur memberikan sanksi surat teguran kepada perangkat desa atas nama 
Eka Leonita (vide Bukti PK.10.8-113). 
 

1820. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26:44]  
 

Ya. Masih ada? Cukup?  
 

1821. BAWASLU: AHMADI [03:26:48]  
 
 Cukup, Yang Mulia. 
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1822. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26:48]  
 
 Cukup, ya. Terima kasih.  
 Dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua.  
 

1823. KETUA: SALDI ISRA [03:26:54]  
 
 Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.  

Cukup, ya? Itu Kabupaten Bungo, Ibu Kotanya Muara Bungo, ya? 
Tadi saya pikir-pikir, ini Bungo dengan Muara Bungo, apa bedanya, 
rupanya satu kabupaten satu ibu kotanya. Cukup. 
 Ya, nanti diserahkan.  
 

1824. BAWASLU: AHMADI [03:27:13] 
 
 Baik, Yang Mulia.    
 

1825. KETUA: SALDI ISRA [03:27:14]  
 
 Ya, oke. JPN, ya?   
 Cukup. Sekarang kita masuk ke nomor terakhir pagi ini, sesi pagi, 
sesi pertama, Kabupaten Jayawijaya. Pihak Terkait Jayawijaya, ada?  
 Oke, silakan, KPU?   
 

1826. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:16]  
 
 Siap, hadir, Yang Mulia. 
 

1827. KETUA: SALDI ISRA [03:28:17]  
 
 Ya.  
 

1828. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:20] 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
 

1829. KETUA: SALDI ISRA [03:28:22]  
 

Waalaikumsalam wr. wb. 
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1830. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:23]  
 

Izin, memperkenalkan diri, Yang mulia.  
 

1831. KETUA: SALDI ISRA [03:28:24]  
 

Ya.  
 

1832. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:24]  
 

Hadir Kuasa Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya atas nama Aulia 
Nugraha dan hadir Prinsipal kami, Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya 
atas nama Bapak Yoel Logo. 
 

1833. KETUA: SALDI ISRA [03:28:36]  
 
 Ya.  
 

1834. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:36]  
 

Izin, kami membacakan jawaban Termohon. Membacakan yang 
pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.  
 

1835. KETUA: SALDI ISRAKUASA HUKUM TERMOHON: AULIA 
NUGRAHA SUTRA ASHARI [03:28:42]  
 

Silakan!  
 

1836. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:44]  
 

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap 
dibacakan.  
 

1837. KETUA: SALDI ISRA [03:28:47]  
 
 Ya.  
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1838. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:48]  
 

Terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Pemohon 
tidak memiliki legal standing karena selisihnya melebihi dari syarat yang 
ditentukan.  
 

1839. KETUA: SALDI ISRA [03:28:57]  
 
 Oke. 
 

1840. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:28:57]  
 

1,5%. Pemohon itu selisihnya 6%, Yang Mulia.  
 

1841. KETUA: SALDI ISRA [03:29:00]  
 

Oke, lanjut!  
 

1842. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:01]  
 

Kemudian, lanjut ke Pokok Perkara, Yang Mulia. 
 

1843. KETUA: SALDI ISRA [03:29:04]  
 

Legal standing gimana? Ada, ya?  
 

1844. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:06]  
 

Ya, ada tadi, Yang Mulia.  
 

1845. KETUA: SALDI ISRA [03:29:07]  
  

Oke, sudah. Pokok Permohonan?  
 

1846. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:10]  
 

Pokok Permohonan, Yang Mulia. 
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1847. KETUA: SALDI ISRA [03:29:12]  
 

Ya.  
 

1848. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:12]  
 

Bahwa terhadap (...)  
 

1849. KETUA: SALDI ISRA [03:29:12]  
 

Permohonan kabur, enggak ada?  
 

1850. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:14]  
 

Enggak ada, Yang Mulia.  
 

1851. KETUA: SALDI ISRA [03:29:17]  
 

Enggak ada, ya? 
 

1852. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:16]  
 

Ya, digabung dengan pokok perkara, Yang Mulia.  
 

1853. KETUA: SALDI ISRA [03:29:17]  
 
 Oke. 
 

1854. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:19]  
 
 Siap.  
 

1855. KETUA: SALDI ISRA [03:29:17]  
 
 Sudah kayak Hakim saja, menjawab kabur itu bersamaan dengan 
Pokok Permohonan. Silakan! 
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1856. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:25]  
 

Baik, Yang Mulia, izin. Terkait dengan Pilkada di Kabupaten 
Jayawijaya.  
 

1857. KETUA: SALDI ISRA [03:29:29]  
 

Ya.  
 

1858. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:31] 
 

Dari 547 TPS, 80 … 86 TPS-nya, TPS one man one vote. 461 TPS 
bersifat noken, Yang Mulia. 
 

1859. KETUA: SALDI ISRA [03:29:40]  
 

Berapa yang noken?  
 

1860. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:42]  
 

Noken 461, Yang Mulia.  
 

1861. KETUA: SALDI ISRA [03:29:44]  
 

461 noken.  
 

1862. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:46]  
 

Yang 86-nya lagi, seperti biasa, Yang Mulia. 86, one man, one 
vote. 
 

1863. KETUA: SALDI ISRA [03:29:50]  
 

8 … 86, one man, one vote? Oke. 
 

1864. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:29:54]  
 

Kemudian, lanjut, Yang Mulia, terkait dengan distrik-distrik yang 
dipersoalkan. Ada 18 distrik yang dipersoalkan, Yang Mulia. 
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1865. KETUA: SALDI ISRA [03:30:00]  
 
 Ya.  
 

1866. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:30:00]  
 

Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara 
pada Tingkat Kabupaten Jayawijaya, distrik-distrik yang terdapat 
keberatan dari saksi atas rekomendasi Bawaslu, seharusnya pada 
pokoknya telah diakomodir oleh Termohon dan dilakukan pembentulan 
langsung di tempat atau di ruang Pleno tingkat kabupaten yang 
disesuaikan dengan hasil kesepakatan noken yang hidup di masyarakat, 
di masing-masing distrik yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya, Yang 
Mulia.  

Pertama, Yang Mulia. Terhadap Distrik Asolokobal, Yang Mulia, di 
sini D.Hasil Distrik Asolokobal itu ditandatangani oleh saksi Pemohon 
atas nama Okot Lokobal, Yang Mulia. Kemudian terhadap di Distrik 
Asolokobal ini, jumlah suara versi Pemohon itu melebihi jumlah DPT, 
Yang Mulia. 

 
1867. KETUA: SALDI ISRA [03:30:42]  

 
 Ya.  
 

1868. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:30:42]  
 

 Suara versi Pemohon=4.455, DPT=4.436, Yang Mulia.  
 

1869. KETUA: SALDI ISRA [03:30:47]  
 
 Ya.  
 

1870. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:30:47]  
 

Kemudian, selanjutnya terkait dengan Distrik Asotipo, Yang Mulia.  
 

1871. KETUA: SALDI ISRA [03:30:52]  
 
 Ya.  
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1872. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:30:52]  
 

Di sini Asotipo juga sama, Yang Mulia. Suara versi 
Termohon=8.690. Kemudian, yang di Distrik Asotipo ini, Yang Mulia, 
setelah kami kemarin inzage, ternyata dari Bukti P-74, Pemohon menotal 
seluruhnya ada=14.783 suara, Yang Mulia.  

 
1873. KETUA: SALDI ISRA [03:31:14]  

 
 Ya.  
 

1874. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:31:14]  
 

Jauh melebihi jumlah suara atau DPT yang ditetapkan oleh 
Termohon.  

Kemudian, Distrik Bolakme, Yang Mulia. Saksi dari pasangan 
calon, dalam hal ini Pemohon juga hadir atas nama Geral Tabuni, Yang 
Mulia.  
 

1875. KETUA: SALDI ISRA [03:31:29]  
 
 Ya.  
 

1876. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:31:30]  
 

Sehingga suaranya juga di Desa Bolakme ini versi Pemohon, 
melebihi DPT, Yang Mulia, yang ditentukan. 
 

1877. KETUA: SALDI ISRA [03:31:36]  
 
 Oke. 
 

1878. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:31:37]  
 
 Kemudian (...)  
 

1879. KETUA: SALDI ISRA [03:31:38]  
 

Menurut versi Pemohon, ya?  
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1880. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:31:40]  
 

Betul, menurut versi Pemohon. Kemudian di Distrik Karulu juga, 
Yang Mulia, saksi dari Pemohon juga hadir atas nama Natalis Mabel, 
Yang Mulia.  

Kemudian, selanjutnya di Distrik Libarek juga, Yang Mulia.  
 

1881. KETUA: SALDI ISRA [03:31:55]  
 

Nah, sekarang begini, ini kalau kita dengar semua, lama ini.  
 

1882. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:31:58]  
 

Betul, Yang Mulia.  
 

1883. KETUA: SALDI ISRA [03:31:55]  
 

Berapa distrik di sini? 
 

1884. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:00]  
 

Ada 40 distrik, Yang Mulia.  
 

1885. KETUA: SALDI ISRA [03:32:02]  
 

Oke. Dari 40 distrik, berapa distrik yang di ... apakah semua Saksi 
Paslon tanda tangan di 40 distrik? 
 

1886. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:11]  
 

Izin, Yang Mulia. Dari 18 distrik yang dipersoalkan. 
 

1887. KETUA: SALDI ISRA [03:32:14]  
 
 Ya. 
 

1888. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:15]  
 

Pemohon menandatangani di 8 distrik, Yang Mulia.  
 



228 
 

 
 

1889. KETUA: SALDI ISRA [03:32:19]  
 
 Oke. 
 

1890. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:20]  
 

Tapi kalau untuk keseluruhan dari 40 distrik, Pemohon itu tanda 
tangan saksinya di 22 distrik, 18 distrik tidak[sic!] tanda tangan, Yang 
Mulia.  
 

1891. KETUA: SALDI ISRA [03:32:28]  
 

Oke, jadi ini cuma yang ditandatangani di 55%? 
 

1892. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:34]  
 

Betul, Yang Mulia.  
 

1893. KETUA: SALDI ISRA [03:32:35]  
 

Oke, lanjut.  
 

1894. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:42]  
 

Kemudian terkait dengan ... poin (...) 
 

1895. KETUA: SALDI ISRA [03:32:49]  
 

Apa lagi?  
 

1896. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:50]  
 

Di halaman 58, Yang Mulia, terkait dengan perolehan.  
 

1897. KETUA: SALDI ISRA [03:32:54]  
 

Ya.  
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1898. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:32:56]  
 

Versi kita, Yang Mulia. Total itu versi Termohon, suara dari Paslon 
Nomor Urut 2 itu 109.954, Yang Mulia.  
 

1899. KETUA: SALDI ISRA [03:33:08]  
 
 Ya. 
 

1900. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:33:09]  
 

Paslon Nomor 4 selaku Pemohon 95.638, Yang Mulia.  
Lanjut ke Petitum, Yang Mulia.  

 
1901. KETUA: SALDI ISRA [03:33:14]  

 
Ya, lanjut. 

 
1902. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 

[03:33:16]  
 

Mungkin bisa dibacakan oleh Bapak Anggota Komisioner, Yang 
Mulia.  
 

1903. KETUA: SALDI ISRA [03:33:19]  
 

Silakan.  
 

1904. TERMOHON: YOEL LOGO [03:33:22]  
 

Izin, Yang Mulia. 
  

1905. KETUA: SALDI ISRA [03:33:23]  
 

Silakan, Pak.  
 

1906. TERMOHON: YOEL LOGO [03:33:24]  
 

Kami bacakan Peitum.  
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut.  
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1907. KETUA: SALDI ISRA [03:33:33]  
 

Ya.  
 

1908. TERMOHON: YOEL LOGO [03:33:34]  
 

Dalam Eksepsi. 
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk 

seluruhnya.  
 

1909. KETUA: SALDI ISRA [03:33:40]  
 
 Ya. 
 

1910. TERMOHON: YOEL LOGO [03:33:41]  
 

2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat 
diterima.  

 
1911. KETUA: SALDI ISRA [03:33:44]  

 
Oke.  

 
1912. TERMOHON: YOEL LOGO [03:33:45]  

 
Dalam Pokok Perkara. 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Jayawijaya Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024, pukul 15.00 
WIT.  

 
1913. KETUA: SALDI ISRA [03:34:11]  

 
Ya.  

 
1914. TERMOHON: YOEL LOGO [03:34:12]  

 
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tetap 
dan benar adalah sebagai berikut.  
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1915. KETUA: SALDI ISRA [03:34:24]  
 

Dianggap dibacakan, Pak.  
 

1916. TERMOHON: YOEL LOGO [03:34:25]  
 

Dianggap dibacakan.  
 

1917. KETUA: SALDI ISRA [03:34:27]  
 

Ya. 
 

1918. TERMOHON: YOEL LOGO [03:34:29]  
 

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada 
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan ini seadil-
seadilnya.  

Hormat kami, Kuasa Hukum.  
 

1919. KETUA: SALDI ISRA [03:34:41]  
 

Ini diambil alih oleh provinsi, ya?  
 

1920. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:34:43]  
 

Betul, Yang Mulia.  
 

1921. KETUA: SALDI ISRA [03:34:44]  
 

Penetapannya?  
 

1922. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:34:45]  
 

Betul, Yang Mulia.  
 

1923. KETUA: SALDI ISRA [03:34:46]  
 

Oke. Terima kasih. Cukup?  
 

1924. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARI 
[03:34:47]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
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1925. KETUA: SALDI ISRA [03:34:49]  
 

Pihak Terkait?  
 

1926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:34:52]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1927. KETUA: SALDI ISRA [03:34:53]  
 

Ya, silakan.  
 

1928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:34:55]  
 

Dalam Eksepsi. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, 

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.  
 

1929. KETUA: SALDI ISRA [03:35:04]  
 

Ya. Lanjut, Pak.  
 

1930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE TENOUYE [03:35:05]  
 

Dan seterusnya, Yang Mulia. Kemudian (...) 
 

1931. KETUA: SALDI ISRA [03:35:12]  
 

Legal Standing? Ada Legal Standing atau tidak, Pemohon, Pak?  
 

1932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:35:14]  
 

Ada, Yang Mulia.  
 

1933. KETUA: SALDI ISRA [03:35:16]  
 

Ada?  
 

1934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:35:17]  
 

Ada, Yang Mulia. Kedudukan Hukum.  
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1935. KETUA: SALDI ISRA [03:35:19]  
 
 Ya. 
 

1936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:35:20]  
 

Yang Mulia, melebihi ambang batas.  
 

1937. KETUA: SALDI ISRA [03:35:25]  
 

Melebihi ambang batas?  
 

1938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE TENOUYE [03:35:27]  
 

Ya. Dengan selisih … dengan selisih 14.316 suara, Yang Mulia.  
 

1939. KETUA: SALDI ISRA [03:35:37]  
 

Ya.  
 

1940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:35:39]  
 

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel, 
Yang Mulia. 
 

1941. KETUA: SALDI ISRA [03:35:45]  
 

Ya.  
 

1942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:35:46]  
 

Kemudian, kami lanjut Pokok Permohonan, Yang Mulia.  
 

1943. KETUA: SALDI ISRA [03:35:50]  
 

Dalam Pokok Permohonan. Silakan, Pak.  
 

1944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:35:53]  
 

Dalam Pokok Permohonan.  
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Yang pertama, dalil Pemohon dalam permohonannya tentang 
penggabungan suara Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, kepada 
paslon … maaf, Yang Mulia, kami ulang. Penggabungan suara Paslon 
Nomor Urut 1, dan Paslon Nomor Urut 3, kepada Paslon Nomor Urut 2 
adalah tidak benar. Karena pada tanggal … Yang Mulia, kami uraikan di 
halaman 12.  
 

1945. KETUA: SALDI ISRA [03:36:26]  
 
 Ya.  
 

1946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:36:30]  
 

Yaitu pada tanggal 25 Agustus, itu pernah ada deklarasi dalam 
konteks Nai Werek.  
 

1947. KETUA: SALDI ISRA [03:36:36]  
 
 Oke.  
 

1948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:36:38]  
 

Ya, yang artinya berada dalam rumahku, berada dalam 
kampungku, berada dalam pekaranganku, berada dalam negeriku, 
tempat kami dilahirkan dan dibesarkan. Sehingga kami ada, saat ini kita 
sebagai orang asli Lembah Baliem, Jayawijaya, menyatukan spirit, jiwa, 
raga dan bulatkan tekat. Maksudnya Pemohon adalah dua kali menjabat 
sebagai wakil. 
 

1949. KETUA: SALDI ISRA [03:37:07]  
 
 Ya.  
 

1950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:37:08]  
 

Kemudian satu kali, satu periode maksud saya.  
 

1951. KETUA: SALDI ISRA [03:37:13]  
 
 Ya.  
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1952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:37:14]  
 

Sebagai bupati. Oleh karena itu, ada emosional masyarakat yang 
terbangun yang merasa asli Lembah Baliem, jadi tidak ada 
penggabungan, Yang Mulia.  
 

1953. KETUA: SALDI ISRA [03:37:28]  
 

 Oke.  
 

1954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:37:30]  
 

Kemudian, justru pada halaman 15, Yang Mulia. Di mana yang 
didalilkan terdapat 18 distrik pada tabel 2, justru Pemohon 
mempermasalahkan 18 distrik, Pemohon memperoleh penambahan 
suara sebesar 610 suara, Yang Mulia. Penaman ... penambahan 
perolehan suara tersebut terdapat pada tabel 3 di Distrik Silo Karno 
Doga. 
 

1955. KETUA: SALDI ISRA [03:38:13]  
 
 Oke.  
 

1956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:38:14]  
 

Yaitu Pemohon=3.431, Yang Mulia, yang seharusnya 
Pemohon=2.821, kemudian Terkait=1.749.  

Kemudian, pada tabel 5, Yang Mulia.  
 

1957. KETUA: SALDI ISRA [03:38:36]  
 
 Ya.  
 

1958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:38:37]  
 

Kekurangan perhitungan suara untuk Pihak Terkait terdapat di 3 
distrik, yaitu Distrik Pelebaga, Napua, Walaik. Di mana Pihak Terkait di 
Distrik Pelebaga memperoleh=6.877. Kemudian di Napua, Distrik 
Napua=3.357. Kemudian, di Distrik Walaik=1.774 yang seharusnya pada 
halaman 18 tabel 6.  
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1959. KETUA: SALDI ISRA [03:39:20]  

 
 Ya.  
 

1960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:39:22]  
 

Pihak Terkait memperoleh suara=10.224 di Distrik Pelebaga.  
 

1961. KETUA: SALDI ISRA [03:39:26]  
 
 Ya.  
 

1962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:39:28] 
 

Kemudian=4.452 di Distrik Napua. Kemudian (...)   
 

1963. KETUA: SALDI ISRA [03:39:31]  
 
 Walaik.  
 

1964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:39:32]  
 

1.786 di Walaik.  
 

1965. KETUA: SALDI ISRA [03:39:35]  
 
 Oke, oke.  
 

1966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:39:37]  
 

Kemudian, sebagaimana yang didalilkan Pemohon terkait 
penggabungan suara, justru yang dilakukan adalah Pemohon, di mana 
pada Bukti PT-65 Distrik Korage itu ada terjadi keterlibatan PNS, 
kemudian Kepala Distrik terlibat langsung. Kemudian di Distrik Bugi, 
Kepala Kampung mengarahkan masyarakat untuk mendukung Paslon 
Nomor Urut 4 sebagai Pemohon.  

Kemudian Bukti t ... T-68 ... maaf, Yang Mulia, PT-68, PT-69, PT-
70 sampai 71, dimana kami sampaikan foto dan video, yang 
menerangkan bahwa Tim dari Paslon Nomor 4 mengarahkan dan 
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melakukan pelanggaran untuk meraih suara sebanyak mungkin, 
demikian.  

Kemudian yang berikut, dalil Pemohon pada 18 distrik, kami telah 
uraikan (...)  
 

1967. KETUA: SALDI ISRA [03:41:03]  
 

Oke. 
 

1968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:41:04]  

 
Dari tabel (...)  
 

1969. KETUA: SALDI ISRA [03:41:05]  
 
Ini semuanya yang ada tabel, Pak, ya?  

 
1970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:41:06]  
 
 Ya, benar, Yang Mulia. 
 

1971. KETUA: SALDI ISRA [03:41:07]  
 

Sampai halaman 29, 30, 31. Nanti biar kami simak, Pak, dengan 
baik.  
 

1972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:41:18]  
  
 Baik, Yang Mulia. 
 

1973. KETUA: SALDI ISRA [03:41:19]  
 

Kalau begitu, lanjut ke Petitum saja.  
 

1974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:41:20]  
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

1975. KETUA: SALDI ISRA [03:41:21]  
 
 Silakan.  
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1976. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [03:41:22]  
 
 Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. 
 

1977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[03:41:27]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Kami ingin bacakan Petitum.  

 
1978. KETUA: SALDI ISRA [03:41:30]  

 
 Ya. 
 

1979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[03:41:33]  
 

Dalam Eksepsi. 
Menerima Eksepsi Pihak Terkait. 
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.  

 
1980. KETUA: SALDI ISRA [03:41:45]  

 
 Oke. 
 

1981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[03:41:46]  
 

Dalam Pokok Perkara. 
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
Dua, menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Jayawijaya Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024, jam ... pukul 15.00 
WIT.  

Dengan perolehan suara sebagai berikut. 
 

1982. KETUA: SALDI ISRA [03:42:29]  
 

Dianggap dibacakan, Pak. 
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1983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[03:42:31]  
 

Dianggap dibacakan. 
Demikian, kami mohon juga, Majelis, be ... jika berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya.  
 

1984. KETUA: SALDI ISRA [03:42:42]  
 
 Oke. 
 

1985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[03:42:42]  
 

Majelis, perlu juga kami sampaikan bahwa bare ... pertama inilah 
Pilkada di Tanah Jayawijaya, yang selama ini kita kenal daerah rawan, 
tidak terjadi perang-perangan dan tidak terjadi tembak-tembakan, baru 
dalam Pilkada ini, pasca Putusan KPU. Terima kasih.  
 

1986. KETUA: SALDI ISRA [03:43:10]  
 
 Terima  kasih.  
 Kalau perang-perangan tuh, kan, tidak perang sesungguhan, Pak. 
Ya, kan, Pak, ya? Tapi kalau perang beneran, itu tidak perang-perangan 
namanya. Tembak-tembakkan, juga begitu, kalau sekedar perang-
perangan enggak apa-apa. Perang sesungguhan yang tidak boleh, Pak. 
 Terima kasih. 
 Sekarang Bawaslu, silakan. Jayawijaya. 
 

1987. BAWASLU: KILION WENDA [03:43:36]  
 
 Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
  

1988. KETUA: SALDI ISRA [03:43:37]  
 
 Ya. 
 

1989. BAWASLU: KILION WENDA [03:43:40]  
 

Kami akan menyampaikan keterangan Bawaslu dalam Perkara 
Nomor 278 dan seterusnya. 
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1990. KETUA: SALDI ISRA [03:43:45]  
 
 Ya. 
 

1991. BAWASLU: KILION WENDA [03:43:46]  
 

Yang dimohonkan oleh Paslon Nomor Urut 4.  
Kami yang hadir di sini, atas nama Kilion Wenda saya sendiri dan 

Charles Walilo. 
 

1992. KETUA: SALDI ISRA [03:43:56]  
 
 Oke. 
 

1993. BAWASLU: KILION WENDA [03:43:57]  
 

Anggota Bawaslu. 
 

1994. KETUA: SALDI ISRA [03:44:00]  
 
 Jadi di sini Bawaslunya lima orang, Pak, ya?  
 

1995. BAWASLU: KILION WENDA [03:44:02]  
  

Ya.  
 

1996. KETUA: SALDI ISRA [03:44:02]  
 

Oke. Silakan, Pak! 
 

1997. BAWASLU: KILION WENDA [03:44:04]  
  

 Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok 
permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan, 
Pemohon tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan 
yang dimohonkan seng … pemilihan dan permohonan sengketa yang 
ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Dalam hal ini khusus 
untuk perkara ini dari Pemohon.  
 

1998. KETUA: SALDI ISRA [03:44:27]  
 

Ya. 
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1999. BAWASLU: KILION WENDA [03:44:29]  
 

Yang berikut keterangan Bawaslu kabupaten Jayawijaya berkaitan 
dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.  
 

2000. KETUA: SALDI ISRA [03:44:35]  
 

Ya. 
 
2001. BAWASLU: KILION WENDA [03:44:35]  

  
Satu. Bahwa terkait dalil pelanggaran TSM dan penggabungan 

suara atau migrasi suara dari Paslon 1 dan Paslon 3 ke Paslon 2 di 18 
distrik. Dalil permohon dari total 40 distrik. Bawaslu Kabupaten 
Jayawijaya telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Imbauan 
Nomor 444 dan seterusnya, tertanggal 3 Desember 2024.  

Yang pada pokoknya untuk KPU Kabupaten Jayawijaya untuk 
memperhatikan Ketentuan PKPU 18 Tahun 2024, terkait prosedur 
rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat distrik dan 
tingkat kabupaten.  

Yang berikut, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya juga telah 
mengimbau kepada jajaran Panwas Distrik dan jajaran kami sendiri 
dengan Surat Nomor 440 dan seterusnya, tertanggal 30 November. 
Perihal imbauan yang pada pokoknya memastikan pengawas TPS dan 
pengawas Kelurahan Kampung untuk menerima salinan Berita Acara 
Formulir C.Hasil KWK Gubernur dan C.Hasil KWK Bupati, serta C.Kejadian 
Khusus atau keberatan saksi. Dan juga memastikan untuk Panwas 
Distrik, memastikan PPD melaksanakan rekapitulasi dan rekapitulasi di 
tingkat distrik dan menyerahkan formulir D.Hasil Distrik kepada Panwas.  
 

2002. KETUA: SALDI ISRA [03:46:20]  
 

Oke. 
 

2003. BAWASLU: KILION WENDA [03:20:20]  
  

Dan juga salinan kalau ada keberatan atau kejadian khusus di 
tingkat distrik.  
 

2004. KETUA: SALDI ISRA [03:46:26]  
 

Oke. Lanjut, Pak! 
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2005. BAWASLU: KILION WENDA [03:46:30] 
  
  Ya, lanjut. 
 Untuk bagian Ketiga, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya juga telah 
melakukan pengawasan melalui jajaran Panwas distrik sebanyak 18 
distrik yang didalilkan Pemohon pada tahapan rekapitulasi di tingkat 
distrik, sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon. 
 Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas distrik yang pada 
pokoknya perolehan hasil suara pasangan calon pada Distrik Asolokobal, 
Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik 
Maima, Distrik Musatfak, Distrik Napua, Distrik Pelebaga, Distrik Piramid. 
 

2006. KETUA: SALDI ISRA [03:47:13]  
 

Ya. 
 

2007. BAWASLU: KILION WENDA [03:47:13]  
  

Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, Distrik 
Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, dan 
Distrik Trikora.  

Serta penggabungan atau migrasi suara dari Paslon Nomor Urut 1 
dan Nomor Urut 3 ke Paslon Nomor Urut 2 dan pengalihan suara dari 
Paslon Nomor Urut 4 ke Paslon Nomor uru … Urut 2 di 40, di situ 
bagaimana dalil Pemohon untuk perolehan suara pasangan calon sebagai 
berikut dalam tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.  

 
2008. KETUA: SALDI ISRA [03:47:47]  

 
Oke. 

 
2009. BAWASLU: KILION WENDA [03:47:47]  

  
Tabel per distrik. 

 
2010. KETUA: SALDI ISRA [03:47:50]  

 
Penggabungan suara itu benar atau tidak, Pak?  

 
2011. BAWASLU: KILION WENDA [03:47:54]  

  
Yang Mulia? 
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2012. KETUA: SALDI ISRA [03:47:54]  
 

Penggabungan suara itu benar, enggak? Pengalihan suara itu?  
 

2013. BAWASLU: KILION WENDA [03:47:58]  
  

Tidak, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas, tidak. 
 

2014. KETUA: SALDI ISRA [03:48:00]  
 

Oke. Lanjut, Pak. 
 

2015. BAWASLU: KILION WENDA [03:48:03]  
 

Yang kedua, dalil Pemohon terkait Saksi Pemohon dalam Pleno 
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Desember, telah 
mengajukan keberatan dalam Form D.Kejadian Khusus.  

Bawalsu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan 
pada saat rekapitulasi perhitungan dan perolehan hasil tingkat 
kabupaten yang termuat dalam LHP Nomor 451 dan seterusnya, pada 
tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten 
Jayawijaya telah menyarankan secara lisan sebelum PPD Distrik 
membacakan hasil, agar menyampaikan lebih dulu formulir D.Keberatan 
atau kejadian khusus yang diberikan kepada saksi paslon dalam Rapat 
Pleno Tingkat Distrik.  
 

2016. KETUA: SALDI ISRA [03:48:59] 
 
 Oke. 
 

2017. BAWASLU: KILION WENDA [03:49:00]  
  

Itu bila ada, tapi saat rapat Pleno di tingkat kabupaten, kami 
tanya sebelum PPD baca[sic!], D.Kejadian Khusus tidak ada.  
 

2018. KETUA: SALDI ISRA [03:49:09] 
 
 Tidak ada, ya? 
 

2019. BAWASLU: KILION WENDA [03:49:09] 
 

Tidak ada. 
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2020. KETUA: SALDI ISRA [03:49:10] 
 
 Oke, lanjut. 
 

2021. BAWASLU: KILION WENDA [03:49:13] 
 

Yang berikut, pada tanggal 7 itu, distrik-distrik yang di-Plenokan, 
ada Distrik Asotipo, membacakan hasil perolehan suara terdapat 
keberatan dari Paslon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan 
dugaan adanya penggabungan suara, penggabungan suara dari Paslon 
Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2. Hal 
tersebut tidak ada penggabungan suara karena distrik tersebut 
menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan itu sudah terjadi 
sebelum pemungutan suara.  
 

2022. KETUA: SALDI ISRA [03:49:59] 
 
 Oke. 
 

2023. BAWASLU: KILION WENDA [03:50:00] 
 

Distrik … yang berikut, Distrik Usilimo juga hal yang sama. Distrik 
Walelagama … Walelagama membacakan hasil perolehan suara, terdapat 
juga keberatan saksi dari Paslon Nomor Urut 4, yang pada intinya dia 
mempersoalkan terkait dengan angka yang dibacakan PPD tidak sesuai 
dengan DPT, sehingga saat itu kita sudah lakukan perbaikan.  

Untuk Distrik Asolokobal, juga hal yang sama. Karena itu semua 
dalil Pemohon di 18 distrik adalah wilayah noken.  
 

2024. KETUA: SALDI ISRA [03:50:35] 
 
 Oke. 
 

2025. BAWASLU: KILION WENDA [03:50:37] 
 

Distrik Maima juga sama. Distrik Piramid juga sama. Distrik Walaik 
juga sama. Lalu, Pleno lanjut di tanggal 8 Desember.  
 

2026. KETUA: SALDI ISRA [03:50:48] 
 
 Ya. 
 

2027. BAWASLU: KILION WENDA [03:50:48] 
 

Itu Distrik Napua, juga sama karena itu wilayah noken.  
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Distrik Libarek sama, Distrik Trikora juga sama, Distrik Yalengga 
juga sama, Distrik Bolakme juga sama. 

Lalu, rekapitulasi lanjutan di tanggal 9, itu untuk Distrik Tailarek 
sama, Distrik Kurulu sama, Distrik Wadangku juga sama, Distrik 
Musatfak sama, Distrik Silo Karno Doga sama.  

Lalu, pada tanggal 10. Itu rekapitulasi di tingkat kabupaten itu 
untuk Distrik Pelebaga juga sama karena itu di wilayah noken. Lalu, 
untuk Distrik Wamena Kota, khusus untuk Wamena Kota ini memang 
karena sebagian kampung itu noken. Tapi (...) 
 

2028. KETUA: SALDI ISRA [03:51:47] 
 

Tapi sebagiannya milih? 
 

2029. BAWASLU: KILION WENDA [03:51:488] 
 

Sebagiannya, one man one vote.  
 

2030. KETUA: SALDI ISRA [03:51:51] 
 
 Oke, oke. 
 

2031. BAWASLU: KILION WENDA [03:51:53] 
 

Jadi di situ terdapat 3 kelurahan dan satu kampung itu pake one 
man one vote. Sedangkan sisa 7 lainnya itu, sistem noken. 

Jadi untuk yang Wamena Kota itu, setelah PPD distrik baca yang 
menyampaikan keberatan itu dari saksi Paslon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 
panwas distrik. 

 
2032. KETUA: SALDI ISRA [03:52:18]  

 
 Oke. 
 

2033. BAWASLU: KILION WENDA [03:52:18]  
 
 Karena saat Pleno Distrik, itu dari 90 TPS, yang dibacakan baru 

79 TPS, sedangkan 11 TPS itu tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat 
distrik, sehingga dilanjutkan bahwa sampai direkap tingkat kabupaten 
yang kami selesaikan.  

 
2034. KETUA: SALDI ISRA [03:52:39]  

 
Oke, itu selesai, ya? 
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2035. BAWASLU: KILION WENDA [03:52:42]  
 
Ya. Lalu (...)  
 

2036. KETUA: SALDI ISRA [03:52:49] 
 
Apa lagi? 
 

2037. BAWASLU: KILION WENDA [03:52:49]  
 
Bagian berikut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten 

Jayawijaya. 
 

2038. KETUA: SALDI ISRA [03:52:55]  
 

Ya. 
 

2039. BAWASLU: KILION WENDA [03:52:56]  
 
Pada tanggal 10 sampai dengan 11, yang pada pokoknya 

perolehan keseluruhan hasil suara untuk masing-masing pasangan calon 
adalah sebagai berikut dalam tabel, Yang Mulia. 

 
2040. KETUA: SALDI ISRA [03:53:09] 

 
Ya. 
 

2041. BAWASLU: KILION WENDA [03:53:09] 
 
Itu secara keseluruhan Paslon Nomor Urut 1=15.555. 
 

2042. KETUA: SALDI ISRA [03:53:17] 
 

Oke. 
 

2043. BAWASLU: KILION WENDA [03:53:18] 
 

Nomor Urut 2=109.954. 
 

2044. KETUA: SALDI ISRA [03:53:24] 
 
Ya. 
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2045. BAWASLU: KILION WENDA [03:53:24] 
 
Nomor Urut 3=4.182. 
 

2046. KETUA: SALDI ISRA [03:53:28] 
 
Ya. 
 

2047. BAWASLU: KILION WENDA [03:53:28] 
 
Nomor Urut 4=95.638. Itu untuk keseluruhan. Lalu bagian berikut 

terkait dalil Pemohon Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 
74, ini terkait pengamambilalihan.  

 
2048. KETUA: SALDI ISRA [03:53:48] 

 
Oke. 

 
2049. BAWASLU: KILION WENDA [03:53:48] 

 
Jadi berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya 

yang termuat dalam (...)  
 

2050. KETUA: SALDI ISRA [03:53:59] 
 

Ini pengambilalihan oleh provinsi, ya? 
 

2051. BAWASLU: KILION WENDA [03:54:02] 
 
Ya. 
 

2052. KETUA: SALDI ISRA [03:54:02] 
 
Silakan, Pak.  
 

2053. BAWASLU: KILION WENDA [03:54:04] 
 

Ya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya 
Nomor 457/LHP dan seterusnya, tanggal 10 Desember 2020[sic!] yang 
pada pokoknya penetapan hasil perolehan suara pemilihan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan 
oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1820 Tahun 2024 tentang Pengambilan 
Alihan Tugas, Wemenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Jayawijaya 
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oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sudah kami lampirkan dalam Bukti 
PK-37.5/1. 

 
2054. KETUA: SALDI ISRA [03:55:06] 

 
Oke. 
 

2055. BAWASLU: KILION WENDA [03:55:07] 
 

Lalu, dan adanya Surat Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2024 
tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota 
KPU Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan periode 2024-
2029 tertanggal 3 Desember 2024. 

Bahwa pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten 
Jayawijaya dan pengambilanalihan penetapan hasil perolehan suara 
pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dilakukan 
oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan atas dasar adanya putusan … 
adanya putusan DKPPRI Nomor 211/ dan seterusnya, tertanggal 2 
Desember 2024 dengan amar putusan sebagai berikut. 
 

2056. KETUA: SALDI ISRA [03:56:02]  
 

Dianggap dibacakan. 
 

2057. BAWASLU: KILION WENDA [03:56:02]  
 
 Izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.  
 

2058. KETUA: SALDI ISRA [03:56:04]  
 
 Ya. Cukup, Pak? Ada lagi?  
 

2059. BAWASLU: KILION WENDA [03:56:11]   
 

Demikian Keterangan Bawaslu, Yang Mulia. 
 

2060. KETUA: SALDI ISRA [03:56:13]  
 
 Oke. Terima kasih banyak.  
 Tadi, Yang Mulia Pak Arsul bisikkan ke saya, itu kenapa diambil 
alih sama Prov ... apa ... KPU Provinsi? rupanya langsung Bapak jawab, 
jadi tidak saya tanyakan lagi.  
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2061. BAWASLU: KILION WENDA [03:56:26]   
 
 Siap. 
 

2062. KETUA: SALDI ISRA [03:56:28]  
 
 Terima kasih semua, ini sudah selesai.  
 Kita sekarang akan sahkan bukti. Ini agak lebih panjang dibanding 
yang biasanya. Biasanya jam segini sudah selesai kita.  
 Kita mulai dari Nomor 33, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bukti 
Pemohon, Pemohon menambahkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti 330. 
Betul? Betul?  

Disahkan.  
 
 
 
 Termohon T-1 sampai dengan T-39, Labuhanbatu Selatan. Oke, 
betul, disahkan.  
 
 
 
 Pihak Terkait PT-1 sampai PT-18. Betul, ya? Disahkan.  
 
 
 
 
 Bawaslu PK 3.22-1 sampai dengan PK 3.22-36. Betul? Disahkan.  
 
 
 
 
 Kemudian 272 Mimika Termohon, kalau Pemohon tidak 
menambahkan Bukti, Termohon T-1 sampai dengan T-6 … T-60, mohon 
maaf. Betul?  

Disahkan.  
 
 
 
 Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-74. Betul, ya? Disahkan.  
 
 
 
 
 Bawaslu PK 36.8-1 sampai PK 36.8-54. Disahkan.  
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 Kemudian Mimika 256. Pemohon menambahkan Bukti P-23, P-28, 
P-29, P-30A, P-30B, P-31 sampai P-34A, P-35 sampai dengan P-37, P-40 
sampai dengan P-42, P-44 sampai dengan … P-44, P-47 sampai dengan 
P-54, P-56 sampai dengan P-78. Betul, ya? Disahkan.  
 
 
 
 Termohon T-1 sampai T-15. Disahkan.  
 
 
 
 
 Pihak Terkait PT-1 sampai PT-72. Sama, ya?  
 
 
  
 Sama jumlahnya tadi.  
 Bawaslu PK 36.8 … .1 sampai PK 36.8.68. Betul, ya? Disahkan.  
 
 
 
 Ini ada kelengkapan berkas. Pihak Terkait, Kuasa Hukum Pihak 
Terkait belum tanda tangan, permohonan atas nama Juhari dan Imanuel 
Barru. Pihak Terkait? Mau dihapus saja atau bagaimana? Dicoret, ya? 
KTA Kuasa Hukum habis masa berlakunya, Janses Sihaloho.  

Nah, ini nanti masuk sidang pengujian undang-undang, enggak 
boleh juga, kalau begini. Nanti dilengkapi, ya, Pak Janses, ya?  

Pak Arief Suherman. Nanti dilengkapi.   
Kemudian belum menyerahkan KTA atas nama Juhari, Imanuel 

Barru, dan Janwardisan Hernandika. Tolong nanti dilengkapi.  
 Kemudian Muaro Jambi Perkara 139, Pemohon menyampaikan 
tambahan Bukti P-742 sampai dengan P-833, betul? Disahkan.  

 
 
 
Kemudian, Termohon T-1 sampai T-237, betul, ya? Disahkan.  
 
 
 
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-349, kecuali PT-238 karena 

tulisan pada alat bukti kurang jelas. Ya, nanti … apa … yang benar 
disahkan dulu.  
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Bawaslu PK-10.5-1 sampai dengan PK-10.5-37, betul, ya? 
 
 
 
 
 Pemohon, ini belum menyerahkan daftar alat bukti tambahan, 

jadi DAB nya ini untuk P-61 sampai dengan P-833. Tolong alat … apanya 
… diserahkan, ya, softcopy-nya, Kuasa Hukum masih belum melengkapi 
kartu tanda advokat, KTA yang habis masa berlaku atas nama Ilhamshah 
dan Ari Permata.  

Fak Fak 188, Pemohon Bukti P-15 sampai … 1 dengan P-5, P-124 
sampai dengan P-128, betul? disahkan.  

 
 
 
 
Termohon T-1 sampai T-22? disahkan.  
 
 
 
 
Pihak Terkait PT-1 sama dengan PT-117? Disahkan.  
 
 
 
 
Bawaslu PK-35.2-1 sampai dengan PK-35.2-86? Disahkan.  
 
 
 
Ini yang soal-soal KTA ini. Ini Kuasa Hukum belum tanda tangan, 

ya, Pemohon masih belum melengkapi, Kuasa Hukum belum tanda 
tangan pada perbaikan Permohonan, surat kuasa dan daftar alat bukti, 
yang antara lain Pak Fahri Bachmid, Agustiar, Alungsyah, Julianus 
Halawa, Paulus Sania. Kuasa Hukum belum menyerahkan KTA atas 
namanya Agustiar, Alungsyah, dan Julianus Halawa. Kuasa Hukum habis 
masa berlaku KTA-nya Pak Fahri Bachmid. Ini Pak Ketua pula ini, mana 
dia? Gimana itu, kita coret atau gimana mau dilengkapi? Nah, dicoret, 
kita coret itu. Tapi masih ada sisanya kan, Kuasa Hukumnya? Ya, kalau 
enggak, nanti kan susah juga klaim itu nanti.  
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Pihak Terkait KTA Kuasa Hukum habis masa berlakunya atas 
nama ... nah, ini Pak Janses lagi ini, nanti dilengkapi Anton Febrianto, 
Arif Suherman, Maria was … Wastu, Markus Manumpak, Naufal Rizky.  

Bawaslu belum menyerahkan softcopy surat tugas dari Bawaslu 
RI, yang Fak Fak. Tolong diserahkan, ya.  

Bungo Nomor 173.  
Pemohon menambahkan Bukti P-306 sampai P-339? Disahkan. 
 
 
 
 
Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-74? Disahkan.  
 
 
 
 
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-147. Disahkan.  
 
 
 
 
Bawaslu PK-10.8-1 sampai dengan PK-10.8-113? Disahkan.  
 
 
 
 
Surat Kuasa Pemohon terdapat dua Surat Kuasa, namun KTA 

Kuasa Hukum Pemohon atas nama Abdullah Tafadol sudah habis masa 
berlaku. Sedangkan Kuasa Hukum Pemohon atas nama Fardiaz 
Mohammad, Kris Janwardi, Janwardisan Hernandika belum melampirkan 
KTA.  

Surat Kuasa Pihak Terkait, KTA Kuasa Hukum Pihak Terkait, Sinta, 
dan lain-lain. Tolong ini nanti Pihak Terkait, ya, dibereskan daripada … 
apa. Ini kalau dibacakan panjang sekali ini. KTA Kuasa Hukum Pihak 
Terkait atas nama Sinta Permata Halim, Andana Marpaung, Andri Fauzi 
Sinurat, Yulianto Girsang, Ridwan Suherman, Ardian, Melissa Christianes, 
Maria Nobertha Novi, dan Fahmiron Donal sudah habis masa berlaku. 
Fotokopi KTA atas nama Yulifah, Erwinsyah, Hana Maria Manurung, Rizki 
Devi[sic!], tidak jelas. Sedangkan Kuasa Pihak Terkait atas nama Annisa 
Diva Picaesa, Hafiz Nur Rahman, dan Wulansari belum menyerahkan 
kopi KTA.  

Kuasa Hukum Termohon atas nama Slamet Santoso, sudah habis 
masa berlaku KTA-nya. Nanti tolong dibenarkan. Kalau tidak, nanti kita 
coretin saja semua nanti.  
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Terakhir, Jayawijaya. Pemohon bukti tambahan ya, P-410 sampai 
dengan Bukti P-130. Nah, tapi ini ada catatan dalam daftar bukti 
Pemohon yang diterima tanggal 23 Januari 2025, kecuali Bukti P-410, P-
12.2, P-14.1, P-14.9 sampai 14.13, P-16.6, P-16.8, P-6.2, P-20.4, P-20.5, 
P-24.7, P-30.4, dan P-36.5 tidak jelas. Nanti mau diganti atau 
bagaimana, tolong dijelaskan kepada Kepaniteraan. Yang tidak 
bermasalah, disahkan.  

 
 
 
 
Termohon T-1 sampai dengan T-32, disahkan lengkap. 

 
 
 
 
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-46, PT-66 sampai dengan 

PT-68, PT-71 sampai dengan PT-74. Oke. 
 

 
 

 
Bawaslu PK-37.5-1 sampai dengan PK-37.5-11, oke disahkan.  
 

 
 
 
Kuasa Hukum, KTA Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ismail 

Maswatu, Tarsisius Hantang, Emalianus Jemi, Dini Fitriani, Fakri, Rizka, 
dan Fahruddin, sudah habis masa berlaku. Fotokopi KTA atas nama Anita 
Saiful, tidak jelas.  

Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Pither Ponda Barany, dan 
Mersi Fera Waromi, sudah habis masa berlakunya. Tolong di (...) 
 

2063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[04:06:58]  
 

Sudah dimaksudkan tadi, Yang Mulia.  
 

2064. KETUA: SALDI ISRA [04:06:59]  
 

Sudah ya? 
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2065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
278/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY 
[04:07:00]  
 

Ya.  
 

2066. KETUA: SALDI ISRA [04:07:01]   
 

Oke, nanti dicek, Pak. Nanti Bapak pastikan lagi, ya.  
Nah, ini pengumuman penundaan Sidang. Untuk perkara-perkara 

yang kita sidangkan ini, akan ditunda sidang karena Mahkamah akan 
melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan, apakah 
permohonan-permohonan ini, termasuk juga yang lain yang sudah 
dilaksanakan, itu akan dihentikan didismissal proses atau akan 
diteruskan ke pembuktian lanjutan. Nah, itu nanti akan kami bahas. 
Apapun hasilnya, akan disampaikan oleh Kepaniteraan dan nanti akan 
ada tahapan pengucapan putusan dismissal. Itu akan diberi tahu 
semuanya yang perkaranya terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada PHPU 
sekarang.  

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang 
selanjutnya pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi 
dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan. 
Karena semuanya di sini bupati, maka jumlah saksi atau ahli untuk PHPU 
Bupati maksimal 4 orang. Jadi, boleh saksi semuanya, boleh ahli 
semuanya, boleh separuh-separuh, terserah, tergantung kebutuhan dari 
masing-masing permohonan. Daftar identitas, keterangan saksi, 
keterangan ahli, CV diajukan ke MK paling lambat satu hari kerja 
sebelum sidang pembuktian. Jadi, nanti kalau ada yang mau 
mengajukan saksi, siapa namanya, ada CV singkatnya, apa yang mau 
diterangkan saksi, harus dicantumkan. Supaya Hakim lebih fokus 
menjelaskannya.  

Kalau ahli, maka keterangan ahli itu harus jelas. Kalau ahlinya dari 
kampus atau yang tempat lain, harus ada izin dari atasan. Nah, itu harus 
diserahkan di Kepaniteraan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang 
pembuktian. Kalau ada yang mau menambahkan bukti atau mau 
melakukan inzage, sekarang sudah tertutup. Nanti dibuka lagi untuk 
yang perkara ini kalau ada yang lanjut. Nah, boleh menambahkan bukti 
dan melakukan inzage. Tapi kalau perkaranya didissmisal, ya ndak usah 
lagi nambah bukti, ndak ada manfaatnya.  

Ya, cukup? Nah, sekarang ada yang mau mengajukan pertanyaan, 
silakan. Cukup, alhamdulillah. Ini luar biasa pengertiannya ini.  

Terima kasih, kami Majelis Panel, berterima kasih kepada kita 
semua. Walaupun tadi pagi agak sempat tinggi, tapi kan suasananya 
sekarang kondusif, begitu, nah gitu. Kan Hakim itu macam-macam, 
apanya, caranya. Nah, kami berterima kasih kepada kita semua, baik 
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Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu, yang sudah 
membantu suasana berlangsung kondusif, sehingga kita bisa 
melangsungkan acara, mendengar keterangan, penjelasan Termohon, 
Pihak Terkait, dan Bawaslu dan mudah-mudahan suasana kondusif ini 
berjalan sampai akhir nanti apa pun hasilnya. Jadi, kalau kita sudah 
serahkan ke Mahkamah Konstitusi, kita harus terima hasilnya dengan 
ikhlas. Kalau ada yang beruntung sekarang, alhamdulillah. Yang belum 
beruntung, alhamdulillah juga ada waktu ke depan untuk merebut 
keberuntungan baru. Nah, ini kan agenda rutin ya, sirkulasi sekali 5 
tahun, ya gagal sekarang, nanti diulang lagi, nah, itu. Jadi, selalu ada 
harapan begitu, tidak pernah harapan yang tertutup sama sekali.  

Dengan demikian, ya,  kayak Pak Pieter tadi, dulu sama-sama di 
sini dengan, apa dengan ... kontestasi yang berbeda, orangnya itu 
pindah-pindah, tapi posisi Pak Pieter di sini juga kan? Nasibnya ndak 
berubah-berubah begitu,ya. Yang lain yang berubah nasibnya.  

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda 
Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan 
Bawaslu untuk Perkara 33, 272, 256, 139, 188, 173, 278 PHPU Bupati 
Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.  
 

  
 

  
 

 
Jakarta, 23 Januari 2025 

  Plt. Panitera, 
Wiryanto   

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB 
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